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ABSTRAK

Name : Stefants Hartanto

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul ‘Pemindahan  Hak Atas Tamah Yang Dilakokan
Berdasarkan Pengikatan Jual Beli (Kasus di Lippo
Karawaci)

Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuban mendasar manusia. Pemerintah
memberikan kesempatan kepada pihak swasia untuk turut serta menyediakan
perumahan, namun, masih ada jual beli tanah benkut bangunan yang pengalihan
haknya tidak dilakukan mepurat Hukoem Tanah Nasional, melankan para pibak
membuat svatu perjangian yang dikepa! dengan isklah Pengikatan Jual Beli
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyinipulkan
bahwa jual beli-vang dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli segera dibuatkan
Akta Jual Beli, jika syarat-Syarat yang ditangpuhkan tclah dipenvhi. Pengikatan
Jual Beli mepurut Hukum Tanah Masional, tidak menyebabkan beralihnya hak
atas tanah dan bangunan kepada pembeli,

Kata Kunet;
Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tansh
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ABSTRALCT

Name : Stefanie Hartanto

Study Program . Notary

Title . The Transfer of Rights Over Land Which is Conducted
Through Agreement to Bind Sale and Purchase (Case in
Lippo Karawaci)

Lands and buildings are one of human’s primary needs. The government give
opporiunitics to private enterprises 1o jein in the effort of providing housing for
the people. However, transfer of property rights and sale of land were sometimes
not carried out according to the National Land Law, instead both parties made an
agreement that was known as the Agreement to Bind Sale and Purchase. This
research was the juridical research normative. From the results of the research, it
1s concluded that trades carried out with Agreement to Bind Sale and Purchase
should immediately be followed by the Sale and Purchasc Certificate once all the
conditions have been fulfilled. It is important to do so because such trades are not
according 1o the National Land Law, and therefore do not cause a transfer in the
land and the building rights. :

Key Words:
Agreement {0 Bind Sale and Purchase, Land Righis
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DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Pengikatan Jual Beht di Lippo Karawaci
Addendum Perjanjian Pengualibanr Hak

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor $%/KPTS/M/1995 Tentang
Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah
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BAR1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Jual beli merupakan perbuatan hukom yang paling umum yang dilakukan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dan banyaknya media yang memberikan layanan
iklan jual beli, baik media cetsk maupun media elektronik,

Mengenai pengertian jual beli dapat dilihat berdasarkan ketentvan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdats) diatur dalam Pasal 1437
KUHPerdata, yang berbunyi Juel beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak
vang satu mengikatkan dirinya untuk menverahkan suat kebendaan dan pibak
yang lain untuk membayar barga vang telah dijanjikan.’ Pengertian perjanjian jual
beli menurut Abdulkadir Muhammad adalah perjanjian dengan mana penjual
memindahkan atan semju memindahkan hak milik atas barang kepada pembel
sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga’ Dari pengertian-pengertian
tersebut, persetyjuan jual beh sekaligus membebankan dua kewajiban

1. Kewaitban pihak penjual menyerahkan barang vang dijual kepada

pembeli

2. Kewajiban pihak pembell membayar harga barang yang dibeli kepada

penjuat®

Hal tersebut schagaimana fugs dinyatakan oleh Gunawan Widjaja dan
Kartim Mulyadi :

“...jual beli melahirkan keajiban secara bertimbal balik kepada para pihak
vang yang membuat peranjian {jual beli) terscbut. Dari sisi penjual,

* Kitah Undaig-undang Hukwm Perdota {Burgerlijk Wethoek), diteremahkan oleh R
Subekti dan R, Thiresudibio, cet. XXX, {Jakaria : PT Pradnya Paramita, 2003), hal. 366

* Abdulkadir Mubammad, Hukoon Perjanion, cer. TI, (Bandung : Alemni, 1986), hal. 243

® M. Yahys Harapan, Segi-segt Hukum Perjongian, cet. 11, (Bandung @ Alumni, 19863,
hal 181
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penjual diwagibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang menvaut
ketentuan Pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat (1) Kiteb Undang-undang
Hukum Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan
paling sedikit telah difentukan jenisnya, Selamjuinya dard sist perabeli,
pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut,
yang juga merupakan suatu bentuk perikatan notuk memberikan sesuats,
yang dalam hal ini adalah vang vang telah ditentukan nilal mata vang dan
jumlahnya (hal ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 1333 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Perdata).”’

Jual beli merupakan perjanjian konsensuil, yang artinya sudah dilahirkan
sebagai perjaniizn yang sah pada defik fercapatnya sepakat antars pembeli dan
penjual mengenai barang dan harga biarpun jual bell tersebut mengenal barang
tidak bergerak. Sifat konsensuil ditepaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang
berbunyi Jual beli dianggap telah terjai antara kedua belah pibak sewakiu mercka
telah mencapal sepakat tentang barang dan harge meskipon barang 3o belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar.®

Selain dari sifat konsensail, jual beu juga mempunyai stat oblipatoir, vang
artinya jual beli belum memindahkan hak milik. Ta baru memberikan hak dan
meletakkan kewajiban kepada kedua beiah pihak yaitn memberikan kepada si
pembeli bak untuk menuntut diserahkannya bak milik atas barang yang dijval
Sifat obligatoir ini terlihat jelas dalam Pasal 1459 KUHPerdata, yang
menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada
si pembell selama penyerahan belum dilakukan {menvrut ketentan yang
bersangkutan).”

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dan
segala tindak tanduk manusia itw sendin, sebab tansh merupakan tempat bagi
manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Berkaitan dengan hal
tersebut, seringkali terjadi sengketa yang berkailan dengan tanah, Untuk ita

7 Gurawan Widjaja, Jual Beli, cet. 1, {Iskatta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal 27
3 Subekts, Hukum Perjanfian, col. X3X, (Jakarta : PT Intermasa, 20023, hal, 80

¥ bt bat 79

Universitas Indonesia
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diperfukan adanya kaidah-kaidsh yang mengatur hubungan manusia dengan
tanah,'" '

Mengenai pengertian jual beli sendiri, idak dijelaskan secara nngi, namun
mengingat ketentuan Pasal 5 UJUPA yang menyebutkan bahwa Hukum Tansh
Nasional kite adalah Hukum Adat, maka pengertian jual beli tanah menurut
Hukum Tanah Nasional adalah pengerttan berdasarkan Hukum Adat. Hukum
Adat yang dimaksud dalam Passl 5 UUPA adalah Hukum Adat yang telah di-
sancer yang dihilangkan dani cacai-cacatnya aten Hukum Adat vang telah
disemnpurnakan atau Hukum Adat yang felah dihilangkan dari sifat kedaerahannya
dan diberi sifat nasional."’

Hukum adat di Indonesia merupakan kristalisasi milai-milai  luhur
kehidupan masyarakat Indonesia yang mengedepankan keseiumbangan antara
kepentingan bersama  dengan  kepentingan perorangan.  Pemilikan  dan
pemanfaatan tansh harus memperhatikan keselarasan dengan memposisikan
manusié dan masyarakatnya dalam posisi vang selaras, serasy, dan seimbang
sehingpa tidak ada pertentanpan antara masyarakat dengan individu,

Hukum adat di Indonesia dijadikan desar dan merupakan hukum aspiratif,
dalam arti jika sesvati,x ketentuan belum distur dalam peraturan, maka yang
berlaka hukim adat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwza dan ketentuan
undang-undang. Hukum adat schapal dasar bukan banya merupakan sumber
utama hukurn tanah, melainkan ketentuan-ketenizannys yang masih berlaku, tidak
berada di luar, melinkan merupakan bagian hukum tanah sepanjang belum
mendapat pengaturan dan tidak bertentangan dengan hwbum nasional yang
tertulis.

Pengertian jual beli tansh mernurut Hukum Adat merupakan perbuatan
pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil, dan terang. Yang dimaksud tursai adalah
penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh

¥ Adrian Sutedi, Peraithan Hok Atas Tanah den Pendafigransya, cet. 1, {Jakana ; Sinar
Grafika, 2007), hal. 31

B bid.

“Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Mok Milik Atas Tanoh, (Jakarta
Republika, 2858}, hal 57

W 1bid, hatl. 64

Universitas indonesia
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pembeli dan seketika ifu juga hak sudah beralih. Sifat riil berarti bahwa kehendak
vang diucapkan harus ditkuti dengan perbuatan nyate, misalnya dengan telah
diterimanya vang oleh penjual, dibvainya perianjian di hadapan kepala desa
Sedangkan sifat terang mengacu bahwa jual beli dilakukan di hadapan kepala desa
untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut fidak melangpar ketentuan hukum
yang berlakn ™

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu kebutuhan primer
manusiz adalah papan, yaitu kebutuban akan tempat Gnggal yang didivikan di atas
hak atas tanah. Memperoleh tempat tinggal dapat dilakukan dengan terlebih
dahuju membeli tapah pada svatu daerah Jika sudah terjadi kesepakatan antam
pembeli dan penjual, maka dilakukan jeal beli dengan membuat peganjien vang
mendasar: kesepakatan fersebut.

Pada vmamnya, dalam jual beli {anah, pembeli melakokan jual bel secara

angsuran, sehagaimana dinyatakan Sunarjati Hartono

“Kiranya syarat adanya penverahan panjar atau permulaan pelakeanaan
peganjian itu sebagai gyarat timbulnya perjanjian yang mengikat, sangat
erat hubungannva dengan keadaan, bahwa kebanyakan perjanjisn Hukum
Adat diadakan dengan cara lisan, schingga tidak terdapat bukti-bukt
tertulis tentang adanya perjanjian antara fihak-fihak vang bersangkutan,
jika tidak tegadi sustu penstiwa yamg syata, vaitu penyershan panjar
dengan disaksikan olch kepala desa, atau lain-lain saksi agar supaya
perjanjian itu menjadi “terang” ... "'

Perjanjian vang menjadi dasar kegepakatan dani jual bell secara anpsuran
tersebut adalah Perjanjian Pengikatan jual Beli yang dapat ditingkatkan menjadi
Akta Jusl Beli apabila sudah melunasi pembayaran, Sedangkan dalam hal jual beli
dilakukan secara tunai, maka dapat langsung dibuaikan Akla jual Beli, vang
merupakan salgh saty syarat uniuk melakukan perubahan pencatatan pada
sertipikat hak afas tanabnya.

1% Maria S. W. Sumardijonc, Kebijokan Perionshan seara Regalasi dan Implementasi,
cer, HY, ( Jakaria © Penerbit Buku Kompas, 2008}, hal. 138

' Sunarjati Hartono, Mencari Beniuk dost Sistin Mukem Perjonfian Nasional Kirg, cer 1],
{Bandung : Alumni, 1974), hai, 29

tiniversitas indonegia
Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



Maraknya industri properti di Indonesia menyebabkan tedadinya
persaingan usaha dalam bidang perumahan yang dikuasai developer. Pengertian
developer berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah “pengusaha
yang mempersiapkan Jahan, untuk perumahan (hunian dan sebagainya)™™®

Dalam melakukan penjuzlan kepada masyarakat, developer seringkali
memasarkan tansh den bangunan yang masife kosong dan hanya dipasarkan
melalui gambar. Pihak yang benminat membeli diharaskan membayar vang muka
dengan menandatangant Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Setelah rignah dilunasi
dan diserahterimakan kepada pembeli, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli
tersebut dapat ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli untuk kepentingan pembuatan
serfipikat hak atas tanah. Sebagarmana dalam Keputusan Memlen Negara
Perumahan Rakyat Nomaor : 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual
Beili:

“Aktz Jual Beli Tanah dan Basgunan Rumah harus ditandatangani eleh
Penjual dan Pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam bal telah dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut

a.  Bangunan Rumah telah selessi dibangun di atas tanah dan telah
siap untuk dihuni;

b, Pembeli telah membayar funas selurub harga Tanah dan
Bangunan Rumah beserta pajak doe biava-biaya lainnya yang
berkaitan dengan iy,

¢.  Proses permohonan Hak Guos Bangunan atas tanab sudah
selesai diproses dan sertipikat Hak Guna Bangunan terdaftar
atas nams Penjual™"’

Pada prakicknya, seringkalt pihak developer tidak meningkatkan
Perjaniiun Pengikatan Jual Bell monjadi Akia Jual Beli dengan alasan bahwa hak
atas tanahnya sedang diperpanjang, atau sertipikat belum dipecah, walaupun tanah
sudah dikuasai peritik selama 3 (tiga) tahun. Jadi, selama jangka waktu tersebut,
pemilik tanah hanya memegang Peganfian Pengikatan Jual Beli sebagai tanda
{elah dilakukannya mal i)eivi tersebut, Padahal dalam setiap jual beli tanah, terbuka

" Indrawan WS, Kumns Lengkap Bakasa fudonesia, (Jowbang : Lintas Media), hal. 132

PKeputusan Menteri Negars Pervmahan Rakyat Nomor : B9/KPTS/M/1995 ientang
Pedoman Pengikatan Juad Beli |, <hitpffoww pu o 3d/Ditjen mukindpenameran/Pembiayasn
£ _kpis 25.hiin>, 11 November 2608
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kemungkinan tuntutan pihak ketiga (dengan atau tanpa mengajukan tanda bukt
vang dapat diterima atau ditolak) bahwa tansh tersebut adalah miliknya. Akan
lebih merepotkan lagi apabia di atas bidang tanah tersebut sudah berdin
bangunan yang sudah ditempati atau dibeli pihak lain'® Walaupun demikian,
pihak developer, dalam hal ini Lippo Karawaci menjamin babwe tanah dan
bangunan yang dimiliki pembeli tetap dapat dipindahtangackan dengan cars
menpgahhkan Perjanjsan Pengikatan Jual Beli vang dilakukan di kantor developer
Lippo Karawaci.

Keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Bomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, vang
menyebutkan |

“Peraliban hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalyi
Jual beli, fukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusshaan dan
pertbuatan hukum pemindahan hek lainoya, kecuali pemindahan hak
melaie lelang hanya dapat didafiarkan jikn dibuktikan dengan akia vang
dibuat oleh PPAT yang berwensng menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlakn ™"

Tidak dibpatkennya Akta Jus) Beli yvang dibuat oleh PPAT, dapat
menimbulkan suatu kerugian bagt pemilik tanah vang baru, karena ia tidak akan
mempunyai Tanda Bukti Hak yang Xuat atas tansh vang dimilikinya itu.®
Ketentuan tersebut sejalan dengan pengertian sertipikat Hak Milik menurnt S,
Chandra “Sertipikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi
pemegangnya untuk memihid, menggunakan, mengambil manfaat lahan fanahnya
secara turun temurun, terkuat dan terpmuh”‘l’ Pengerfian ferscbut mengaco pada
- Pasal 20 ayat (1) UUPA mengenai pengertian Hak Milik © “Hak Milik adalah hak

¥ Sumardjonn, op. ot bal, 138
¥ Boedi Harsono, op. cit,, hal. 539

Pa Achmad Chomzab, Hukem Agravia (Pertanahan) Indonesia Jilid 2, cerl,
{Inkarta:Prestasi Pustaka, 2004), hal 69

*' 8. Chandra, Serfipikai Kepemilikan Hok oms Tanal; Persyavotan Permohonan di
Kantor Perianahan, (Takana: PT Grasinde, 2008}, bal. 22
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turun temurun, ferkuat, den terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”2

Pendaftaran tanah yang diwnjudkan denpan diterbitkannya sertipikat,
selain memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, juga
mempunyal  tyuan lain yang difujukan bagl kepentingan Negara, yaitu
kepentingan pemungutan pajak tanah®® Dengan tidak diterbitkannya sertipikat,
maka tentunya dapat mengurangi pendapatan negara dalam hal pajak tanah.

Berdasarkan uraian fersebut, dapat dilihat bahwa hak pembeli masib belum
diberikan. Hal ini dapat menimbulkan banyak permasalaban, Oleh katena itu,
penulis ingin menelitt dan mengetabui serta membahas lebih lanjut mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan Penanjian Pengikatan Jual Belt dan Akta Jual Beli
ramah berkaitan dengan hak pembelt atas hak milik atas fanah Dalam hal ini,
judul yang diambil adalah “Pemindaban Hak Atas Tanabh Yang Dilakukan
Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Kasus di Lippo Karawaci)”. Tesis
ini diblat olel penulis dan benar-benar merupakan karya ibpigh penulis vang
dilakukan untak menemukan solusi dari permasalahan yang ada.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam tesis ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan ditelit, vasta:
1. Bagaimanakab menurut Hukum Tansh Nasional mengenai keabsahan jual
bell hak atas tanah yang hanya dilakukan dengan membuat Peranjian
pengikatan Jual Beli?
2. Bagmimansakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli oleh
developer jika jual belr tidak dilakukan dengan pembuatan Akta Jual Reli?
3. Bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan jual beli yang tidak
dilakukan dengan Akta Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional?

* Roedi Harsono, Hukum Agrarix Indonesia; Himpunan Peraturan-peraturan Hukum
Tonah, cot XV, (Jakarte: Dismbatan, 2008}, hal 12

B o, Huknm Agravia hadonesia; Sejwradr Pembentukan Undong-undang Pekok
Agreia, [si dan Peloksanoounya, cet. X, (Gakarta: Dijambatan, 20085), hat. 83
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1.3 Tujuan Penelifian

1. Meneiusunl dan menemukan serta menganalisis secama jelas mengenai
perjanjfan pengikatan jual beli dalam Hukum Tanah Nasional.

2. Menelusori dan menemukan serta menganalisis bagaimana perlindungan
hukum yang diberikan oleh developer bagi pembeli tanah dan bangunan.

3. Menelusori dan menemukan serta menganalisis tata cara penyclesaian
terhadap tanah vang dijual berdasarkan Perjanian Pengikatan Jual Beli

1.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan, metode pencliian vang dipergurakan adalah
metode peneltian hukum yuridis normatif, yaitu penulisan yang menggunakan
bahen pustaka®™ yang mencakup penclitian terhadap asas-asas hukwm, seperti
misainya penelitian terhadap hukum positif tertulis atau perelitian terhadap
katdah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan sistematika hukom,
dilakukan dengen menelaah pengertian desar dari sistem hukum vang terdapat
clalam peraturan perundangan-undangan.

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam jenis penelitian evaluatif
dan penelitian problem solution, di mana peneliti akan menganalisis permasalahan
yang ada untuk kemudian dicari jalan keluamya. Jenis data yang digunakan dalam
penulisan ini adalab data sekunder, yaitz data yang sudah tersedia dan tidak
dibatasi oleh ruang dan wakiu yang mempunyai roang lingkup vang luas, meliputi
buku-buku, sampal pada dokumen-dokumen rvesmi vang dikeiuvarkan oleh
pemerintal®, Adapun data sekunder ini meliputi:

a, Bahan hukum primer, vaitz bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat, antara lain

1. Undang-undang Nomor 5 Tshun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (UUPAY,

zaﬁfmny Hanitijo Scemitro, Meiodologd Penelition Hukum dean Joriaretri, (Jakana: Ghalia
Indonesia, 19983, bal 16

*Soerjono Soekento, Penelition Hukum Normatif Suate Tinjeus Singhat, cet, 1X,
{iakarta: PT Raja Grafindo Pervada, 26073), hai 24, ’

Universitas indonesia
Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009

[FEE————LARLE S



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaflaran Tanah,

3. Peraturan Mentert Negara Agraris/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendafiaran Tanah;

4. Keputusan  Menteri  Negara  Perumaban  Rakyat  Nomor
QO/KPTS/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumab,

5. Peraturan Kepala Badan Pertanshan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Keicntuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan jabatan Pejabat
Pembuat Akt Tanah,

b. Bahan hukum sckunder, yaitu bghan yang erat hubungannya dengan
hukum tanah;

¢. Bahan hukum tersier, vaitu bahan hukum yang memberikan informasi

hikum antara lain kamus, terbitan pemerintah.

Dalam tesis ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi
dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajan
bahan-bahan pusieka yang berkaitan dengan permasaiaban yang dibahas, meliputi
peraturan penundang-undangan, buku-buku maupun artikel Penulis juga akan
melakukan wawancara dengan pibak terlibat langsung dengan jual belt tersebut.

Sifat analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah metodse analisis yang
bersifat kualitatif, karens tesis ini bertolak dari peraturan yang ada sebagal norma
hukurm positif, sedangkan kuatitatif dimaksudkan pada analisis data yang bertitik
tolak pada perumusan pembenaran melalui knalitas pendapat para ahli, teori atau

doktrin hukum, maupun rumusan nomra hukem ity sendiri.
1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang skan dilakukan penulis dalam pembuatan lesis ini

mempunyat 2 manfast, yaitu;
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Manfaat teoritis: penulisan ini dibarapkan dapat memberikan manfaat bagl
ilmu pengetahuan pada umumayz dan ilmu hukem mengenai Pengikatan
Jual Beli dalam Hukum Tanah Nasional.

Manfaat praktis; penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pernikiran bagi para pihak yang terlibat atau terkait dengan dilakukannya
jual beli berdasarkan Pengikatan Jual Beli, masyarakat pada umumnya
serta prakiisi hukum pada khususnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1

BAB 2

PENDAHULUAN |

Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, mjuan
penclitian, metode ponelitian, manfast penelitian serta Sistematika
penulisan,

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN
BERDASARKAN PERJANJHAN PENGIKATAN JUAL BELI
(KASTS DI LIPPO KARAWACT)

Bab Ini benist pembahasan. Sebapat pengantar pembahasan, dalam bab
int akan diuratkan tinjavan-tinjauan umom untek membantu membenkan
penjeiasan tentang permasalahan, antara lain mengenai hukum agraria
dan hukum fansh, yang mencakup fata cara mempereleh tanah, jual beli
menurut bulasn perdata dan mepurut hulkum adat, tafa cara pencatatan
peralihan hak atas tanah, dan uraian kasus vang berhubungan dengen
masalah vang sedang dibahas dalam tesis ini, serta analisis terhadap
permasalahan hukum yang dihadapi dalam kasus tersebut diatas.

BAB 3 PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang terdin

dari kesimpulan dan savan sehubunpan dengan masalah yang dibahas,
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BABH
TINJAUAN YURIDIS PEMINDAHAN HAK ATAS T&N&ﬁ YANG
DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL
BELI (KASUS DI LIPPO KARAWAUY)

2.1 Hukum Agraria dan Hukum Tanah

2,1.1 Pengertian Agraria

Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa
Yunani) berarti tanah pertanian, Ageer (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang
tanah, Agrarivs {Bahasa Latin) berarhit perladangan, persawahan, pertanian,
Agrarian (Bahasa Belanda) berarti taneh untuk perianian' Pengertian Agraria
menuarut Black’s faw Dictionary disebutkan dgrarian is of or relating 1o lond,
land terre, or a division of land properiv’Agraria menurut Budi Harsono
berdasarkan kutipan dari Prent X, Adisubrata, J Pocrwadarminta merupakan
“Ager (fatin) berart tanah atau sebidang fanah, agrariug berarti perladangan,
persawahan, pertanian™

Berdasarkan Undang-undang Pokok Agrana (UUPA), Pengertian agrara
dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian
dalam arti sempit. Pengertian agraria dalam arti luas mehiputi bumi, arr, ruang
angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, digtur dalam Pasal |
ayat {2}, sedangkan pengertian agraria dalam arti sempit melipuli permukaan
bumi yang disebut tanah, dizgtur dalam Pasal 4 ayet (1) Kemudian, ada pula
pengertian tanah, namun pengertian tanah yang dimaksud bukanlah dalam

pengertian fisik, melainkan pengertian yuridis, yaitu hak *

Y Urip Santeso, Hidvan Agravicr dant Hob-hok Atus Tonch, Cet. 1, (Jakarta - Kengang,
2005y, hal 1.

* Bryan A Guaener, Black s Laow Plictionory, West, & Thompson Business, 2004, hal. 73,

* Boedi Harsono (13, Hukum Agravia Indonesia {Himpinan Peroturan-Perateran Hulm
Tanak, {Jekarra: THambatan: 20068}, hal, 5.

! Suntoso, gp. ¢if, hal 5
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Pengertian agraria seringkali dikaitkan dengan corak kehidupan suatn

masyarakat, misalnya Indonesia sebagai negara agraris. Pengertian Indonesia

sebagai negars agrars adalah suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya
hidup dari bercocok tanam (bertant) atau berfumpu pada sektor pertanian. Dalam
Bal ini, sebagian besar penduduk Indonesia adalah petan) yang menggantungkan

kehidupannys dari jahan pertanian. Agraris scbagai kata sifat dipergunakan untuk

membedakan corak kehidupan masyarskat pedesaan yang berfumpu pada sekior

pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang berfumpu pada

sektor non-pertanian (perdagangan, industri, birokrasi)’

Ruang lingkup agraria/sumber daya agrane/sumber daya alem dapat

dijelaskan sebagai benkut

1.

Bumi

Pengertian bumi mepurut Pasal 1 avat {(4) UUPA adalah permukaan buami,
termasux pula tubuh bumi di bawahnys serta yang berada di bawah air.
Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adaiah tanah.

Alr

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalab air yang berada di
perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesis.
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang
pengairan, disebutkan bahwa pengeritan air meliputi air yang terdapat di
dalam dan atau berasal dari sumber-sumber giv, baik vang terdapat di atas
maupurn di bawah pormukaan tanah, tetap: tidak meliputi air yang terdapat
di laut,

Ruang angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 angka (6) UUPA adalah ruang
di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menanut Pasal 48
[JUPA, ruang di atas bumi dan aiv yang mengandung tenaga dan unsur-
unsur yang dapat digunakan untuk usaba-usaha memelihara dan
memnperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkufan dengan itu.

* Ibid
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4. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Kekayaan alam vang terkandung di dalam bumi disebut behan, vaitu
unsur-unsur kimia, miveral-mineral, bijib-bijih dan segala macam batuan,
termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam
(Undang-undang Mo. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan).

Kokayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain-lain kekayaan
alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan [aut wilayah Indonesia
{Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan}®

2.1.1.1 Pengertian Hukom Agraria

Menurut J.B Dalivo, pengertian Hukum Agraria adalah keselurghan
kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur agraria’ Sedangkan
peogertian Hukum Agraria menunat E, Utrecht adalah ;

“Hukum Agraria 2dalah menjadi bagian hukum Administrasi Negaza,
yang mengkaji hubungan-hubungan hukum, terutama yang akan
memnn%dnkan para pejabat yang bertugas mengurues  soal-soal
agraria’

Subekti juga memberikan pengertian mengenai Hukum Agraria, vaitu
sebagai berikut

“Hukum Agrana adalzh keseluruhan dari ketentuan hukum, yang
mengatur hubungan antama orang yang satu denpan orang vang lain,
termasnk badan hukum dengan bumi, air, dan reang angkasz dalam
seluruh wilayah dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada
hubungan tersebut™

8 Ihid, hal3
? L. Daliyo, Penganiar Hukum Indovesia (Jakarta - Preshallindo, 2007), kal. 134

SH. Ali Achmad Chomzah, Hubum Agraria (Pertanchun Indonesiey, Jilid | (Jukada -
Pregiasi Pustaka, 2004}, hal. |,

? tbiet hal. 2,
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Menurut Boedi Harsono : “Hukum Agraria mepunit pengertian UUPA
adalah keselurchan kaidah-kaidah, baik yang tertulis mangun Hdak teriulis yang
mengator agraria™®. Berdasarkan Black’s law Dictionary, Agrarian Law is the
body of leew governing the ownership, use, and distribution of rural Jand.!! Seperti
halnys pengertian Agraria, penpgertian Hukum Agraria dapaf dibedakan dalam
pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Pengertian Hukum
Agrana dalam arti fuas termuat dalam Pasal 2 ayat (1), yang memaparkan bahwa
sasaran Hukum Agraria meliputi bumi, air, ang angkasa, dan kekayaan alam
vang terkandung di dalamnya, vang iazimoya disebut sember-sumber alam,
Pengertian Hukum Agrana dalam arti luas merupakan keiompok begbagai hukum
vang mengatur hak-hak penguasaan atas sumbersumber alam Indonesis vang
meliputi:

1. Hukum Perlanahan, diatur dalam UU No. 3 Tahua 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokek-pokok Agraria,

2. Hukum Pengairan, diater dalam UU No, 11 Tzhun 1974 tentang

Pengairan;

3. Hukum Pertambanpan, diatar dalam UU No. 11 Tzhus 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

4, THuokum Kehutanan, diatwr dalam Ul) No. § Tahur 1967 tentang

Keientuan-ketentuan Pokok Kebutanan;

5. Hukum Perikanan.

Pengertian Hukum Agearia dalam arti sempit hanya mencakup Hukum
Pertanahan, vaity bidang hulkum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tansh.
Yang dimaksud dengan Tanah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) adalah permukaan
tanah, sedangkan yang dimaksud dengan Hak Penguasaan adalah hak-hak yang
memberi wewenang kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk berbuat
semata dengan tanah yang dikuasai.”

Stbid,
T Garner, op. cit, hal. 73

2 Chomaah, ap. ¢if, hal. 4
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2.1.1.2 Tamh

Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tansh”™ dipakai dalam arti wuridis,
schagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA yang
dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1, yang berbunyi: 12

“Atas dasar hak menguasai dani Negara sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 2 ditentokan adanya macam-macam hek atas permukaan bumi,
vang discbut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-crang baik sendin maupun bersama-sama dengan orang-orang lain
serta badan-badan hukum ™"

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang
disediakan cleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya
dan dipunyainya lanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jiks
penggunaannya terbatas hanya pada tanab sebagai permukaan bumi saja. Untuk
keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperiukan juga penggunzan sebagian
tubuh bumi yang ada di bawahoya dan air serta reang yvang ada diatasnyva. Oleh
karena itu datam ayat {7} dinyatakan bahwa hak-hak aias tapah bukan hanya
memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian terientu permukaan bumi
yang bersangkutan, yang dissbut “tasah”, tetapl juga wubub bumi yang ada di

bawahnya dan air serta ruang yang ada diatasaya

2.1.1.3 Pengertian Hukum Tanah
Pengertian Hukum Tanah memuut Boedi Harsono dalam buku Hukum
Agraria Indonesia dipaparkan sebagai berikut

“Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang terfulis ada pula
yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang
sama, yatty hak-hak penguasaan atas fanah sebagai lembaga-lembaga

¥ Boadi Harsone {23, Hrkum A graria bulpnesia (Sejarah Pembentufan Undmig-{ndmmg
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanacraya, Jitid |0 Hudum Tanch Nosionad, Jekarta; {Yambatan,
2005}, hal. 18

* Harsono (1), op. ¢it. hal. 6

1S thid | hal. 18
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hokum dan sebagai hubunpgan-hubungan hukum konkret, beraspek
publik dan perdata, yang dapat disusen dan dipelajari secara sistematis,
hingga l%ese:lumﬁamya menjadi satu kesatuan vang merupakan satu
sistemn”™

Hukum tanzh tidak mengatur tanah dalam segala aspeknya, namun hanya
mengatur salah satu agpek yundis yang discbut hak-hak penguasaan atas tanah,
Ketentuan mengenai hak-hak penguasaan atas tanah disusun dalam soatu kesatuan
yang disebut “Hukum Tanah™."’

Sebutan “tanab™ dapat dipakai dalam berbagai arti, oleh karena ity
penggunaan kata “tapah”™ harys diben batasan. Dalam hal mi, sebofan “tanah”
dalam Hukum Tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagal suatu pengertian yang
telah diberi batasan resmi oleh UUPA.'™

Tangh dalam pengertian yuridis mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UUPA
vaits permukaan bumi, sedangkan hak afas tanah adalah bak atas sebagian tertentu
permukaan bumi, vang berbafas, berdimensi dua desgan vkuran panjang dan
lebar. Hak terschut adalah bak wustuk mempergunakan atan memanfaatkan
scbagian tertentu dari permukaan bumi. Namun, berdasarkan Pasal 4 ayat (2);
wewenang menggunakan yang bersumber pada hak fersebut diperluas hingea
mehiputi penggunaan scbégian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta
ruang yang ada di atasnya.”

Tanah, sesuai dengan Pasal 1 ayat {2) UUPA adalsh karunia Tuhan, dan
karenanya, sesuai dengen Pasal 2 UUPA, Tansh dikuasa oleh Negara, yang
digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu,
diatur pula dalam Pagal 4 ayat {2) bahwa penggunaan tanah yang bersangkutan
harus berdasarkan keteptuan UUPA dan perataran-peraturan hukum lain yang
lebih tingmi ®

¥ Yarsono {2), op. oit, hal. 31
** Ibid,, b, 17

' Ibid, hal. 18

Y ihig.

* Chomzah, op. cit., hal. §
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2.1.2  Hak Milik

2.1.2.1 Hak Milik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesustu kebendaan
dengan leluasa, dan antuk berbuat bebas terhadap kebendsan itm dengan
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan U, ketertiban umum,
dan fidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 KUHPerdata). Pengertian hak
milik dalam Pasal 570 itu dalam arh luas karena benda yang dapat menjadi objek
hak milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi jupa benda bergerak. Lain
halnya dengan rumusan yang tercantum dalem Pasal 20 UUPA, dimana di dalam
rumusannya it hanya mengenei bends tidak bergerak, khususnya atas tanah *'
Pada dasarnya, pemilik atss tanah dapat mengganakan haknya sesuai
dengan kehendaknya, namun ULI membatasinya dengan memperhatikan fungsi
sosialnya. Artinya, apabila kepentingan srmum menghendakinya, maka tanah itu
dapat dibehaskan dengan memberikan ganti rugi yang laysk kepada pemiliknya.
Pembatasan dalam Pasal 20 UUPA hanya pada fungsi sosial, sedangkan pada
Pasal 570 K1JHPerdata dibatasi penggunaannya pada tiga hal
{1} Tidak bertentangan dengan UU
(2) Ketertiban wmnum
{3) Hak-hak orang lain

& Ciri-¢iri hak milik

a. Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain vang
bersifat torbatas, sebab dart hak milik it dapat lahir sejumlbah hak-hak
yang lain }

b. Hak milik merupakan hak vang paling sempurna

¢. Hak milik bersifat tetap. Arstinya hak milik tidak akan lenyap oleh hak
kebendaan yang lain, tetapi hak kebendaan lain dapat lenyap karena hak
milik

M Sakim M8, Pengamar Hulonn FPerdata Tertulis (8%, Cet |, (Jakarta : Sinar Grafika,
20023, hal. 161
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d. Hak milik merupakan inti dan hak-hak kebendaan yvang lain, siapa yang
memberikan hak memungut basil pada orang lain, berarti fa memberikan
scbagian dari hak miliknya, bukan secara kuantitatif suatu bagian tertentu,
tetapi suata bagian fertentu secara kualitatif

b. Cara memperoleh hak milik
Cara memperoleh hak milik diatur di dalam Pasal 584 KUHPerdata. Di
dalam Pasal 584 ditentukan lima carz mesmperoleh hak milik, sebagai berskut :

a, Pengakuan (foecigening}, vaitu mempercleh hak milik atas benda-benda
vang tidak ada pemiliknya (res mdiius). Res nullius hanys atas benda yang
bergerak. Contoh memburu russ di hutan, memancing ikan di laut,
mengambil harta karun, dan lan-lain

b. Pelekatan (natrekking), yaitu suatu cara mempercieh hak milik, di mana
benda ifu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contob tanah
bertambah besar sebagal akibat dari gempa bumi, keda beranak, pohon
berbuah, dan lain-lain

¢. Daluwarsa {verfaring), yaitu suatu cara untuk mempereleh hak milik atau
membebaskan dari sustu perikatan dengan lewatnva suatu wakiu tertenty
dan atas syarat-syarat yang diientukan delam UU  (Passl 194'6
KUHPerdata).

Ada dua macam daluwarsa ;
(1) acquisitieve verjaring
Aoepusitieve verjaring odalah suatu cara memperoleh hak malik
karena lewatiya wakiu
(2} extinciieve verjaring
Extinctieve verjaring adalah membebaskan seseorang dart suatu

penagihan atan tuntutan hukum karena daluwarsa/lewat waktu.

Ada empat syarat adanya daluwarsa (Fasal 1963 KUHPerdata) :
{1} bezitter sebagai pemilik
{2) bezit ity harus dengan jujur (itikad baik)
{3} bezit harus terus menerus dan fidak terputus-putus
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{4) bezit itu sudah berusia 20 {ahun atau 30 tahun

d. Pewarisan, yaitz suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dar
pewaris kepada ahli warisnya, Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua
macam : karena UU dan wasiat

¢ Penyerahun, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan
hak milik kepada pibak lainnya (pengertian yuridis)

Menurut pendapat Hoge Raad sebagaimana dikutip Salim HS, cara-cara
meraperoleh hak milik tersebut diatas tidak lengkap dan tidak terlalu sistematis.
Dikatakan tidek lengkap karena dalam Pasal 584 KUHPerdata t:dak discbutkan
cara-cara lain, padahal cara memperoieh hak milik tidak hanya pada kelima cara
itu, tetapi jugs dikenal cars-cara lain, sepertt pencabutan hak, pembebasan hak,
mbah wasiat, dan pencampuran harfa kekayaan pada gaat terjadi kebersamaan,
Dikatakan tidak terlaly sistematis karena segala jenis peroiehan hak milik terdapat
campur aduk, terutama pada nomor d dan e. scharusnya terlebih dahulu nomor ¢,

baru kernudian karena svarisan.?

2.1.2.2 Hak Milik Menurut Ketentuan Hukum Tanah
Menurut Sunarjati Hartono, sebagaimana dikutip darr buko kangan
Roscoe Pound, 4n Zntroduction 1o the Philosophy of Law, dinyatakan bahwa ;

“Hak milik bersumber pada kemyataan hidup, babwa untuk dapat
menghidupi diri sendinl, barang-barang tertentu harus dimiliki karena bagi
‘manusia ada sekelompok barang yang terientu, .yang merupakan “the
natural media on which humsan existence depends”. Karena stu, dalam

magyarakat tradisioni, hanya diakwi barang kepunyaan {(nafural

2 1bid hal, 103
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possession, bezit), yang kemudian menjadi hek milik (pesgertian
yu.ridjsjafzs

Lebih kuamya hak milik dibandingkan denpan lain-fain hak kebendaan
disebabkan karena hsk milik merupskan hak yang @run femuran (dapat
diwariskan) dan vang (seyogyanya) dapat dibebani dengan lain-lain hak
kebendaan di sainping hipotik™, Pengertian Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1)
UUPA adalah hak turun femurun, terkuai, dan terpenuh, vang dapat dipunyai
orang atas tanah denpan mengingat ketentuan Pasal 6,7 Hak Milik sebagai hak
turun-temuran karena hak ini dapat diperoieh dan pewansan dan dapat diwanskan
kepada ahli waris. Hak Milik sebagai hak yang ferkuat artinya Hak Milik stas
tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak
mempunyai batas waktu tertento, mudah dipertahankan dar ganggean pihak iai_n,
dan tidak mudah hapus. Hak terpenoh arfinva bahws dalam Hak Milik, seseorang
mempunyai §a§angan yang sepenubnya dengan tanah yang bersangkutan yang
membernkan hak sepenshnya bagh pernibk untuk menggonakan tanab tersebut
sesuai keinginannya, *

Secara khusus, ketentuan mengenai hak milik diatur dalam Pasal 20
sampal dengan pasal 27 UUPA. Menuruat Pasal 50 ayat (1) UUPA, ketenstuan febih
lanjut mengenai hak milik diatur denpan undang-undang, undang-undang yang
diperintahkan disimi sampat sekarang belum terbentuk. Untuk ttu diberlakukandah
Pasal 56 UUPA, yaitu selama undang-undang tentang hak milik belum terbentuk,
maka vang berlaku adalah ketentusn-ketentuan hukem adat setempat dan
peraturan-peraturan sepanjang fidak bertentangan dengan UUPA.

B Suearjati Hartono, Beberapa Pewvkiran Kearch Pembaharuan Hwkum Tonah,
{Bandung - Alumai, 1978), hal 52

 1bid., hal, 62
 Harsona (1), op. ¢it., hal, 12

* Santoso, op. ¢it, hal, 90
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a. Teradinya Hak Milik
Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara scbagaimana vang
disebutkan dalam Pasal 22 UUPA yaitu .
1. Hak milik atas tanah yang tegadi menurut hukam adat

Hak milik atas tanah dapat terjadi dengan jalan pembukaan tanah
{pembukaan huian} atau terjadt karena timbulnya ldah  tanab
(wanslibbing). Yang dimaksud dengan pembukaan tapah adalah
pembukaan tanah (pembukaan huotan) yang dilakukan secara bersama-
sama dengan masyarakat huknm adat vang dipimpin oleh ketua adat
melalui 3 sistem penggarapan, yaitu matok sirah matok galeng, matok
sirah gilir galeng, dan sistens bluburan,

Yang dimaksud dengan lidabh tanah {(@enslibbing) adalah
pertumbuhan tanah di tepi suopal, danau, atav laut, tanah yang tumbuh
demikian itu dianggap menjadi kepuoyaan orang yang memiliki tanah
yang berbatasan, karena biasanya pertumbuban fersebut sedikit banyak
terjadi ksrena usabanya. Dengan sendinnva terjadi hak mibik sscama
demikian itz juga melalni suatu proses pertumbuhan yang memakan

. wakin

Lidah tanah (cans/ibbing) adalsh tanab vang timbul atau muncul
karena berbeloknya arus suangai stau tanah yang timbul di pinggir pantai,
dan terjadi dan hempur, lumpur tersebut makin lama makin tinggi dan
mengeras sehingga akhimya menjadi tanah, Dalam hukum adat, lideh
tanah yang fidak begitu luas menjadi hak bagy pemilik tamah yang
berbatasan.

Hak milik atas tanah vang terjads di sini dapat didaflarkan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  setempat  untuk  mendapatkan
Sertifikat Hak Milik atas tanah. Hak milik afas tanah vang terjadi menurut
Hukum Adat akan diatur dengan Peratuwran Pemerintah.  Peraturan

Pemerintah vang diperintahkan di sim sampai sekarang belum terbentuk.
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2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah

Hak milik atas tanah vang terjadi disint semula berasal dari tanah
Negara, Hak milik atas tanah ini terjadi karena permochonan pemberian
Halk Miik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan
persyaratan vang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Apabila semug persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon,
maka Badan Pertanshan Nasional menerbitkan Surat  Keputusan
Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaflarkan oleh pemohion
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat uniuk dicatat
dalam Buku Tanah dan doerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tansh
Pendaftaran SKPH menandai telak 1ahirnya Hak Milik atas tanab.

Peiabat Badan Pertanahan Nasional yang berwepang menerbitkan
SKPH diatur dalam Pasa! 3 dan Pasal 7 Permen Agrania/Kepala BPN No,
3 Tahun 1992 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberien dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Prosedur dan
persyaratan terjadinya hak milik atas tapah melalui pemberian hak diatur
dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Permen Agraria/Kepala BPN No. 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembenan dan Pembatalan Hak Atas Tanah
DNegara dan Hak Pengelolaan,

. Hak milik atas fanzh terjadi karena ketentuan vadang-undang

Hak milik atas fanah inl terjadi karena undang-undangiah vang
menciptakannya, sehagaimana yang diatur dalam Pasal [, Pasal 11, dan
Pasal IV ayat (1} Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Terjadinya hak
milik atas tanah ini atas dasar kelentyan konverst (perubaban) menucut
UUPA. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1860, semua
hak atas tanah yang ads harus divbah menjadi salah satu hak atas tanah
yang diatur dalam UUPA.

Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah
schubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah vang ada
sebelum berdakunya UUPA dinbah menjadi hak-hak atas tapah yang
ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPAL
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Penegasan konversi yang berasal dari tanah hak milik adat diatur
dalam Peraturan Menteri Pertaian dan Agraria (PMPA) No, 2 Tahun 1962
tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas
Tanah?’

Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melahui dua cara, yailu -

1. Secara Onginair
Terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum
adat, penetapan pemeriniah, dan karena undang-undang.

2. Secara Derivatif
Suaty subjek hukum memperoleh tanah dan subjek hukum isin yang
sermila sudah berstatug tanah hak milik, miszinva jual beli, tukat menukar,
hibah, pewarisan. Dengan tegadinya perbuatan hukum atau peristiwa
hukum tersebut, maka hak milik atas ianah vang sudah ada berabh atau
berpindah dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukum vang lain

b. Hapusnya Hak Milik
Pasal 27 UUPA menetapkan fakior-fzktor penyebab hapusnya hak milik
atas tanah dan tanahnya jatuh kepada Negara, yastu :
1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasai 18
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh periliknya
3. Karena ditclanfarkan
4, Karena subjek haknya tidak memenuhi syaral sebagal subjek Hak
Milik atas tanah
5- Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanghnya berpindah kepada
pihak lain tidak memenubi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah,
Selain daripada hal-hal terscbut di atas, hak milik atas tanah juga dapat

 ihid, nal, O3

% 1Rl

Universitas indonesia

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



4

hapus karena tanahnya musnsh, misalnya karena adanya bencana
alam.”®

2.2 Jual Beli Hak Atas Tanah

Hak atas tanah yang dapat dipindahtasgankan (dipesjualbelikan) .
hak milk

hak gurm usaha

hak guna bangunan

hak pakat

noo T B

Semua hak atas tanah tersebut mempunyai sifat-sifat kebendaan (zatelifk
karakier}, vaitu

1. Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

2. Dapat dijadikan janiinan suati hutang

3. Dapat dibebani hak tanggungan®

Subjek hak atas tanah merupakan orang perseorangan atau badan hukum
vang dapat memperoleh scsuatu hak atas tanah, sehingga pamanya dapat
dicantumkan di dalam buku tanah selaku pemegang sertipikat hak atas tanah,
Sedangkan objek hak atas tapah merupskan bidang-bidang tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesoa yang dapat dipunyat dengan sesuat pemilikan hak
atas tanah oieh orang atau badan hukum mepwnyt ketentuan peraturan perendang-
undangan berlaky *

P fbid, hal. 98

3 1hid,

8 Chandra, Sertipthat Kepemilikan Hok atas Tanah : Persyaraian Permohonan di
Kantor Perfanoben, (akana © PT Grasindo, 20058), kel 7

2 thid bal, 11
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Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu

hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan
Hak Milik atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut -

1.

Beralih

Beralih artinva berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada
pihak lain dikarenakan suatu peristiwa bukum. Dengan meninggalnya
pemilik tanah, maka hak miliknya secars hukum berpindah kepada ahb
warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak
milik.

Dialihkan/pemindahan hak

Dialibkan/pemindahan hak artinya berpindahnya hak milik atas tannh dan
petliknys kepada prhak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum,
yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan {pemasukan) dalam
modal perusahaan, lelang. ™

Istilah juat beli {tanah) dapat difthat dari berbagat segi, antara lain

a. Menurt Bahasa *
Jual Beli {tanah) adalah menjual dan membeli {tanah)
b. Merurat Kamus Hukum

Jual beli tanah adalah suztu perjaniian untuk menyerahkan hak milik afas

tanah dengan menerima harga yang telah disetujui, harga mana berupa sang.
¢. Menurut Hukum Adat

1.

Jual beli (tanah) vaitu suaiu penverahan barang {tanah) oleh st penjual
kepada st pembell dengan maksud memindabhkan hak milik atas benda
{tanah) di antara kedug belah pihak.

Jual beli tanah dikenal dengan istilah “Jual Lepas™ merupakan  perbuatan
hukum pemindaban hak atas tamah dengan pembayaran harganya secara
tunai. Dengan dilakukannya jual beli itu, tanzh yang bersangkutan
berpindah tangan untuk selama-lamanya kepada pembelinya, artinya hak

 Santoso, op. o, hal. 9}
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atas tanah yang dijual it berpindah kepada pembelinya, yanag dengan
demikian menjadt pemegang hak yang baru,
d. Menurut Undang-undang Pokok Agraria
Pasal 26, jual bell dan lain-lain perbustan yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak millk serta pengawasannya diatur dengan Peraturan
Pemenintah

¢. Menurut Hukum Perdata
Pagal 1457, jusl beli (lanah) suatu persetujuan dimana pibak yang satu
mengikatkan dirinva unitok menyerabkan suatu kebendaan (tanah), dan pihak
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan ™

221 Jual Bel: Menurut Hukum Perdata

Pasal 1457 Xitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata)
mengatur mengenat pengertian jual beli, yailu “Suafu perjanjian dengan mana
pihak yang saiu mengikatkan dirinya untuk menverabkan suatu kebendaan, dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan™” Unsur-unsur
pokok (“essentialie”} perjanjian jual beli adalab barang dan hargz. Sesuai dengan
asas “konsensualisme” vang meniiwal hokum perjanjian KUHPerdata, perjanjian
juzl bell ity sudak dilabirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenal barang
dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan barga, maka
lahirlah perianjian jual bekli vang sah

Sifat konsensual dart jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1438 yang
berbunyi "Jual beli dianggap sudah teriadi antara keduwa belah pihak seketika
setelah mereka mencapal scpakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu

“Badan Pembinaan Hukom Nasional Departemen Kehakiman, Proyek Pusal Perencanaasn
Pembangowan Hokum Nasiongl, Arolisa don Evalwast Femtang Masaleh Cole dafam Jual Beli
Tanah, (Jakarts : Jarman, 19933, hal 7

** Bitab Undang-udang Hukson Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R
Bubekt: dan R Titeosudibio, cet XXX, (Sekana : Pradnya Paramite, 20603), Ps. 1457

% R, Subekti, Aneka Perjanjion, Cet X, (Bandung : PT Citrs Aditya Bakli, 1995, hal. 2
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belum diserahkan maupun harganya belum dibayer”.”” Konsensualisme berasal
dari perkataan “konsensus” yang berarti kesepakatan, Dengan kesepakatan,
dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan ferczpai suai
persesuaian kehendak, artinys apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula
yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertenu dalam “sepakat”™
tersebut. Kesepakatan tersebut dapat dilakvkan secara lisan ataupun dengan
pernyatan-pernvataan tertulis sebagat tands (bukti) bahwa kedus belah pihak telah
menyetyjui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.*®

Asas komsensusiisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUt Perdata,
yang mengatur mengenal syarat-syarat sahinya suata perjanjan, yaitu :

1. Sepakat

2. Keoskapan

3. Hai tertentu

4, Causa (sebab, isi} vang hatal”

Dengan hanya discbutkannya “sepakat” saja tanpa ditmtutnya sesuatu
bentuk-cara (formalitas} apspun seperti tulisan, pemberian ianda fangan atau
paryer dan lain sebagainya, dapat distmpulkan bahwa biiamana sudah fercapas
sepakat itu, maka sahlah sudah perianiian itu atau mengikatlah peganjian itu, atau
berlakulah ia scbagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.* Mengenai
perbuatan hukum jual beli, antara penjual dan pembeh, masing-masing memiliki
kewaniban. Penjual mempunyai dua kewapban utama, vaitu

a. Menverahkan hak milik atas barang yang diperjuaibelikan

b. Menanggung kenikinatan tentera, atas barang  iersebui  dan

menanggung tethadap cacat-cacat tersembunyi™

7 1bid
® rhid, hal. 3
P Ihid
* Iid., hal. 4

M 1hid, hal 8
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Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada wak
dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian” KUHPerdata
menganut sistem bahwa pegamnjian joal beli hanya bersifat “obligatoir™ saija,
artinya bahwa perjanjian jual beli barn meletakkan hak dan kewajiban bertimbal
balik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan kepada si penjual kewnjiban
untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sckaligus memberikan
kepadanya hak untuk memunint pembayaran harga yang telah disetjui dan
disebelah lain meletakkan kewajiban kepada st pembeli untuk membayar harga
barang sebagal imbalan haknya uniuk menantut penyerahan hak milik atas barang
yang dibelinya. Dengan perkatazn lain, perjanjian jual beli menurat KUHPerdata
ira belum memindahkan hak mihk. Adapun hek milik baru berpindah dengan
dilakukannya “Jevering” atau penycrahan, Dengan demikian, maka dalam sistem
KUHPerdata tersebut “levering” merupzkan suatu perbuatan yuridis guna
memindahkan hak milik (“rransfer of ownership™). Sifat obligatoir ini
sebaganmana dinvatskan daiam Pasal 1459 KlJHPerdata, -vang menerangkan
bahwa “hak milik atas barang yang dijual tidakiah berpindah kepada pembeli
selama penyerahannva belum dilakukan menwrut ketentuan-ketentuan yang
bersangkutan™

Berkaitan dengan “levering”, KUHPerdata menganut “sistem causal™,
yailu suaty sistem yang menggantungkan sahnya levering #u pada dua syarat,
yaitu

a. Sahnya titel yang menjadi dasar difakukannya levering,

b. Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas

(“beschikkingsbevoegd ) terhadap barang yvang dilever itu®

2.2.2  Jual Beli Menurut Hukum Adat
Undang-undang Pokok Agraria tidak memberi penjelasan mengenai apa

yang dimaksudkan dengan jual belt tanah, Tetapi biarpun demikian, mengingat

2 Ibid,, tal. 20
® 1hid,, Bal 11

 Ibidt, hal, 12
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bahwa hukum agrania yang dianut di Indonesia menganut sistem dan asas-asas
hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang barus pula diartikan sebagai
perbuatan hukum yang berupa penyeraban hak milik {penyerahan tanah untuk
selama-lamanya} oleh penjual kepada pembeli, vang pada saat itu juga
menyerahkan harganya kepada penjual. Yaitu menurut pengertian hukum adat.”?

Menurat hukum adat, jual beli tanah bukan merupakan perjanjian seperti
yang dimaksudkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan
hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada
pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pibak pembeli menyerahkan
harganya kepada penjual. * Dengan dilakukan jual beli tanah, hak milik atas tanah
beralih kepada pembell. Sejak itu menurat bukum, pembeii telzh menjadi pemilik
vang baru."’ Harga tanah yang dibavar itu bisa selurubnya, tetapi dapat juga
sebagian. Tetapl biarpun bamn dibayar scbagian, menurut hukum dianggap telah
dibayar penuh karena jual beli tanah menurut bukuym adai bersifat comtant atau
tuniai dae pembayaran barga dan penyeraban haknya dilakukan pada saat yang
bersamaan,”® Pada saat itu, jual beli terschut menurut hukum telah selesai. Sisa
harpa yang menurut kenyataannya belum ﬁibayar, dignggap sebagal utang
pembeli pada bekss pemiiik, atas dagar perjanjian viang piutang yang dianggap
terjadi antara pembeli dan bekas pemilik segera setelah jual beli tanah tersebut
dilaknkan.

Perjanpan utang piutang in tidak ada bubungan hukumnya dengan jual
belt tansh tadi. Ini berarti, babwa jika kemudian pembeli tidak membayar sisa
harganya, maka bekas pemilik tidak dapat menuniut pembatalan jual beli dan
dengan demikian diserahkannys kembali tanah yang bersangkutan. Penyelesaian
pembuayaran sisa harga tersebut harus dilakukan menurut hukum perianiian utang
plutang. Biasanya jual belt tanah itu dilakukan di muka Kepala Adat (desa), vang

® Effendi Perangin, Hikum Agraria di Indonesia : Swate Telach Dari Sudw Pandang
Prakeisi Hubzoan, Cet. IV, {Jakarta - PT Rajagrafindo Persada, 1994} hal, 13

* Ibid, hat, 15
* thid.

¥ 1hid,_ hal, 16
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bukan hanya bertindak sebagai saksi tetapi dalam kedndukannya sebagal Kepala
Adat {desa) menanggump bahwa jual beli tanah tersebut tidak melanggar hukum
vang berlaku. Dengan dilakukannya di muka kepala Adgat, jual beli itu menjadi
“terang”, bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Dengan demikian maka pembeli
mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan scbagai pemilik vang
baru dan akan mendapst perdindungan hukun jika di kemudian hart ada gugatan
terhadapnya dari pihak vang menganggap jual beli tersebut tidak sah.

Umumnya dari jual beli tanah itu dibuatken suatue akia berupa pernyataan
dart pihak penjual bahwa iz telah menjeal tanabmya kepada pembeli {istilahnva
menurut hukum adat : jual lepas, jual mutlak, adol turun maturun, adol plas pati
bogor, ado] kanggo, salawase) dan telah menerima barga yang ditentukan : behiwa
sejak saat itu i8 bukan pemilik lagi dari tanah yang bersangkutan karénz sudah
beralih menjadi milik pembeli, Pengertian raal beli mennrut hukom adat sebagai
berikut diambil sebagai hakikat jual beli menuret UUPA, yang berlaku pada saat
ini yang pelaksanaannya disesvaikan dengan keadaan dan sistem pendafiaran
tanah yang berlaku saat ini,*

Jual beli tanah yanp tidak dilakukan di hadapan PPAT dan kemudian juga
tidak dilakukan pendaRarannya menurut PP No. 24 Tahun 1997 tefap sah menurut
hukum, karena sekalipun jual beli fidak dilakukan di hadapan PFAT pamun
apabila syarat-syarat matenit mengenal jual beli ita dipenuhi, maka jual beli itu
fetap sah. Dilakukannya jual beli di hadapan PPAT bukan syarat sahnya jual beli
itu, tetapi hanvalah untuk mendapatkan bukt yang kuat (akta PPAT) mengenai
jual beli it Walaupun demikian, felap saja ada akibat praktis, jual beli tanpa akta
PPAT menyebabkan Kantor Perlanahan tidak akan bersedia mendaftarkan
peraliian hak karena junl beli ity, sehingga pembeli idak mempunyai bukti vang
kuat tentang pemilikannya. *°

Jual beli atas tanah yang belum memibiki sertipikat, sebatknya jangan
dilakukan, tetapi terlebih dahulu dapat dibuat janji akan jual beli. Jual beli akan

® Iid, hat, 17

* Effendi Perangin, 0] Pertamyazs dan Jowaban Tentang Hakwm Agearia, (Jakana :
Rajawali, 1986}, hal. 74
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dilakuian pada saat sertipikat telah selesai. Janji akan jual beli dibuet dengan akta
notaris. Boleh juga dibawah tangan, Urusan sertipikat dapat diserahkan kepada
pihak ketipa (pegawai notaris, migalnya} atau calon penjual atau calon pembeli.
Pada saat dibuat akta perjanjian jual beli, calon pembeli membayar sebagian,
misalnya 50% dari harga yang telah disetujui, sisanva dibayar pada saat jual beli
dilaksanakan >’

223 Tata Cara Jual Beli Tanah
Tanah yang dijual sumgkin
a. Sudah mempunyai sertipikat
b. Belum mempunya sertipikat

a. Sudsh mempunyat sertipikat
Penjual dan pembell datang ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) yang berwenang membuat akia mengenai tanah yang diual itu. Mereka
masing-masing dapat diwakili oleh seorang kuasa dan dalam hal ini, penjual harus
mempunyai wewenang untuk menjual dan pembeli barus mempunyal syarat
scbagai subjek hak atas tanah vang dijual itv. Sebelumnya PPAT harus
memastikan kedug hal itu.
Surat-surat yang harus diserahkan kepada PPAT untuk maksud jual beh
antara lain :
{. Sertipikat tanah yang hendak dijual
2. Surat tandz bukti pembayaran pendafiaran jual beli vang akan
diadakan itu.
Dalam hal ini, biaya pendaftaran itu dapat dibayar langsung kepada
Kantor Pertanshan, atau dapat pula dibayarkan melalul kantor pos
vang terdekat, Oleh karena itu, brasanya belum diketahut secara pastt
herapa biaya vang wajib dibayar, maka pembayarannya tu baru

# fhid hal 18

¥ Ihid

Universitas Indonesia

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



32

meripakan uang muka Penyelesaiannya dilakukan pada waktu jual
belinya dimintakan pendafiaran pada Kantor Pertanahan,™

PPAT dilarang membuat akta jual beli sebelum apa yang dsebutkan di atas
itu diserabkan kepadanya. Kewajiban untuk menyerahkan sertiptkat itu
dirnaksudikan untuk mencegah jangan sampal ferjadi penjualan taoah lebih dar
sate kali. Oleh karena i, setelah akis jual beli dibuat, PPAT wajib menahan
sertipikat tanahmya untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pertasahan, kecuali
kalsy vang berkepentingan sendrii yang akan menyampalkannya, Tetapi
bagaimanapun, serfipikat jangan tetap berada di tangan penjual sesudah akta jual
beh dibuat. Kalan adn keragu-raguan mengena: kebenaran daripada keterangan-
keterangan yang ada dalam serfipikat yang diserahken kepadanya, maka PPAT
dapat meminia supaya yang bersangkutan meminta “surat keterangan pendaftaran
tenah” {Kantor Pertanahan) pada kepala Kantor Pertanahan untuk dicocokkan.
PPAT pun wajib menolak permintaan untuk membuat akia jika tanah yang akan
dijua! itu terayata masih dalam perselisihan. Tika yang datang menghadap PPAT
itu bukan pemilik dan pembeli sendin akan tfetapi kuasanya, maka wajlb
diserahkan kuasa untuk memben wewenang kepada mereka untuk melakukan jual
beli im. Jika pemilik yang nmamanya tercamtum pada sertipikat tanah sudsh
meninggal dunia, sedang yang aken menjoal itw ahlt warisnya, maka perubahan
itu harus dicatat lebih dahulu oleh Kepala Kantor Pertanahan pada buku tanah dan
sertipikatnya sebelum akta jual belinya dibuat oleh 'PPAT. Setelah menerima
surat-surat yang diperfukan, PPAT membuat akea jual beli tanzh dengan dihadin 2
{dua) orang saksi.

Akta joal beli beserta sertiptkat dan warkah-warkahnya lain yang
diperfukan untuk pembuatan akta itu, oleh PPAT sepera disampaikan kepada
Kantor Pertanahan vang bersangkutan, Akia dan lainlainnya itu dapat juga
dibawa sgendiri oleh yang berkepeniingan ke Kantor Pertanshan, dengan
memberikan tanda penerimaan kepada PPAT. Setelah menerima dan memeriksa

segala surat yang bersangkutan, apabila semuanya beres, maka Isngkah

2 mhid, hal 19
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selanjutnya iaiah pendaftaran jual beli itu dalam buku tanah yang bersangkutan
dan pencoretan nama penjual dan pencantuman nama pembeli dalam sertipikat.
Tika bell itu tidak memerlukan izin pemindshan hak, maka pendaftarannya dalam
huku tanab sepera dilakukan, Demikian juga pencoretan nama penjual dan
pencantuman nama pembeli dalam sertipikat langsung diselesaikan Kantor
Pertanahan, Tetapi, bila diperiukan izin pemindahan hak, maka selain surat-surat
yang ferscbut di atas disampaikan pula permichonen izin pemindahan hak
{(rangkap 4} pada Kepala Kantor Pertanahan disertal salingn akta jual belinya
untuk diteruskan kepada instansi pemberi izin. Kepala Kantor Pertanahan segera
menyampaikan permohonan win pemindahan hsk kepada instansi yang
berwenang. Jika izin pemindahan haknya diberikan atau dianggap telah diberikan
karena tidak diambilnya sesuatu keputusan oleh instangi pemberi izin dalam
tenggang waktu yang ditentukan, maka diselengparakan pendafiaran jual belinya
oleh Kepala Kanior Perianahan sebagai tersebut di atas. Jika pennchonan izin
pemindahan haknya ditolak, maka pada akta jual belinva (vang bermateral)
dibubuhkan catatan mengenai penolakan jiu. Kemudian semua warkah vang
diterima, termaspk akiz jual beli tersebut di atas dan sertipikatnya dikembalikan
kepada vang berkepentingan, kalau semuls diterima dari PPAT pengembalian
warksh-warkah tu dilakekan dengan perantaraan pejabat tersebut.  Yang
berkepentingan akan menenima kembali biaya pendafiaran yang telah dibayarmya.
Sertipikat oleh Kantor Pertanshan diberikan kepada yang berhak >
Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tzhun 1997 tentang Pendaflaran Tanah, yaitu : “Sertipikat hanva boleh
diserahkan kepada pihak yang namanys fercantumn dalam buku tanah yang
versangkutan sebagal pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan
kepadanya ™ Hal ini dilakukan untuk menghindari diterfmanya sertipikat pada
orang yang tidak berhak yang dapat merugikan pemilik tanah yang sebenarnya.

* Ibid  hal. 21

5 Harsono {13, ap. cir., hal. 536
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b. Belum mempunyai sertipikat

Tanah yang belum mempunyai sertipikat mungkin :

a. Tanah yang sudsh perneh didaftar menumt peraturan schelum
bertakunya PP No. 10/1961 jo PP No. 24/1997

b, Tanab Indonesia yang belum pernah didafiar, tefapi karena perbuatan
atau peristiva hukum tertentu waiib didaftar

¢. Tarah Indonesiz yang belum pemah didaflar dan belum wajib
didaftar.’®

Tanah yang belurn memiliki sertipikat harus dikonversi. Pengertian
konversi dalam hal ini adaiah perubahan status dari hak afas tansh menurut hukam
agranan scbhelum berakunys UUPA, menjadi hak atas tanah menurut ketentuan
yang tercantum dalam UUPA. Hak-hak atas tanah yang berasal dart hak adat yang
menyerupai hak milik seperti hak yasan, hak druwe desa, hak pekulen, hak
ahanggaduh turun termurun, hak pesini, hak gogolan, dan lzin sebagainya dengan
nama bemgam (lergantung adat istiadat/mukum adat setempat), yang bersifat tetap,
dapat dikonversi {dizbah statusnya) menjadi hak milik menuwrut keientuan
UUPAY

Terhadap kepemilikan hak atas tanah yang belum mempunyai sertipikat
dari Badan Pertanahan MNagional (BPN) berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemenintal Nomor 10 Tahun 1861 atau Peraturan Pemerintah Nomeor 24 Tahun
1997, maka pemibk ferkait depat menempub mekanisme kobversi, untuk
kemudian mendapatkan sertipikat atas nama pemilik terkait itu sendid ¥

Mekanisme konversi ini dapat dilakukan di kantor pertanzhan seternpat
dengan membawa syarat-syarat sebaga berikut

1. Surat permohonsn yang ditsndatangani pemohon atau  kuasa

hukumnyz

* Ihid, hal. 22

¥ Bko Yulian Ysrar, Fate Cara Mengurus Surat-suret Rupieh don Tanch, Cet |
{Yogyakarts . Penerbit Pustak Yustisia, 2008), hal. 42

* 1bid
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2. Fotokopi KTP pemohon yang telah dilepalisasi oleh pejabat
berwenang
3. Surat keterangan dari kepala desa/lurah tenfang penguasgan dan
kepemilikan hak atas tanah
4. Bukti kepemilikan hak atas fanah sebelum bersertipikat, dapat berupa
salinan Letter C yang diketahui oleh kepala desa, Model D asli, Model
E asli, serta pemeriksaan desa yang diketahui oleh kepala desa terkait.
5. Potwokepi Buku € yang memuat infonmasi identitas tanah yang
dimohonkan, Dasar pencatatan Zefter C terletak pada subiek pemibik
hak atas tanah bukan pada bidang tanshnya. Petbeds dengan
pendaftaran di kantor pertanahan yang mengandung administras
kepemilikan hak pada masing-masing bidang tanah
6, Surat pernystaan yang ditandatangan! oleh kepala desa/lumh fentang
pemasangan batas-batas permanen pada bidang tanah
7. Surat pernyataan persetujuan zkan luasan bidang tanah. Swrat im
ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan
bidang tanah vang didafiarkan dan diketahui oleh kepala desa/turah
setempat '
8. DI 20 (risalzh penelitian dala yundis dan penetapan batas tengah),
yang dibuat per bidang tanah
9. Bukti pembayeran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)™
Selain ity, terdapat beberapa hal penting vang jugs perlu diperhatikan,
yaity
a. Pada kasus tertentu, seperti &i daerah Jawa Tengah atau Yopyakarta,
untuk menghindari pembebanan pajak pada era penjaiaban, banyak
tansh milik seseorang disatukan {di-gandhok-kan) dengan nomor surat
tanah milik orang lain. Akibatnya, kini banyak tanah yang pada

kenyataannya dimiliki oleh sesegrang namun tidak tercatat dalam surat

* Kian Coenawan, Panduan Mesrus Sertipikat Tonah & FProperi, Cet. 1, (Yogyakarta ;
Penerbit Best Publisher, 2009}, hal, 42
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tanmah Letter . Hak milik seseorang tersebut,akan dapat dilihat pada
berita acara pemisahan tanah gandhok (petil gandhok). Melibat contoh
kasus tersebut, apabila hak atas ianah terjadi karena adanya pemecahan
gandhok (petil gandhok), maka harus dilampirkan Surat Pernyataan
dari pemepgang hak (ndung gandhok/pemilik letter C) dan sumt
pemyataan pethil gandhok (pemisahan), yang keduasduanya diketahul
oleh kepala desa setempat.

. Apabila pengurusan permohonan / pendaflaran tanah tidak digjukan
sendinl oleh pemilik hak atas fanah melainkan melalui kuasa hukun,
maka Surat kuasa sebaiknya dilegalisir oleh pejabat vang berwenang,
dafam hal ini adalah Notans/PPAT.

. Apabila bukti dasar hak hanya berbennik fotokopi Pemeriksaan Dess,
maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyatean penguasasn Fisik
Tanah selama 20 tabun lebih berturut-turui, tanpa ada pihek yang
menggugat serta mempermasalahkan, yang diketahwi oleh kepala desa,
dan lebih baik lagi jika ada saksi-saksi yang mendukung kebeparan
fakia penguasaan torsebut ™

Tanah vang belum bersertipikat tatap dapat diperjualbelikan asalkan
setelah jual beli terjadi, segera dilakukan pensertipikatan atas namsa pembeli.

224 Pengikatan Juai Beli Tanah

2.2.4.1 Perjanjian Jual Beli

Jual bel) adalah suste peganiian bertimbal balik dalam mapa pihak yang
satu (si penjual) bedanii untuk menyerahkan hak milik atas suaty barang, sedanyg
pihak yang lainnya {si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas
sejumiah uang sebagai imbalan dan perolehan hak milik fersebut. Kewajiban
pertama dad si ponjeal adalah penyerahan barang yang felab dijual kepada si
pembeli (Pasal 1457 jo 1474 KUHPerdata). Kewajiban periama dari si pembeli

= tsnur, Op. Cit, hal 44
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yaitu pembayaran harga pembelian kepada s1 penjual (Pasal 1437 je 1513
KUHPerdata),*'

Menurut pendapat E. W Chance, dibedakan antara jval beli dan perjanjian
jual beli, sebagaimana dikutip oleh MR. Tirtaamidjaja, MH dalam bula “Pokok-
pekok Hukum Perniagaan”, discbutkan :

“A contract of sale Is a contract whereby the seller transfors or agrees to
fransfer the property in goods to the buyer for u monsy consideration
called the price, so that a coniract of sale mayhe either an agreement (0
sell or an actual sale. Where under the contruct of sale the property in the
gonds is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a
sale; but where the transfer of the property in the goods is fo take place ot
the future time, or subject to some condition there after to be fulfilied, the
contruct is cafled an agrecment 1o sell,

An agreement fo sell become a sale, when the time elapses or the
conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be
transferred” "

- Berdasarkan hal terscbut, disebut jusl beli jika objek vang vang
diperjualbelikan sudah dialihkan dari penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli
adalah jika objek yang diperjualbelikan belum dialihkan atau akan beralih pada
wakiu yang aka:n datang ketika syarst-syaraf telah terpenuhi. Perjaniian jual beli
int akan menjadi jual beli jika syarat-syaratl telah terpemubs dan objek yang
diperjualbelikan iclah beralih kepada pembeli® Jadi, menurut pendapat EW.
Chance, ada perbedaan antara perbuatan jual beli dan perjanjian jual beli. Hal ini
berarti, dalam praktek peniualan secara indeat ika dihubungkan dengar pendapat
E.W. Chance islah bahwa praktek penjualan secara mdent sama dengan apa yang
disebuinya sebagal peganjian jual beli, yaitu perjanjian jual beli adalah jika objek
yang diperjuaibelikan belum diabhkan atau baru akan beralih pada waktu yang
akan dalang ketika syarat-syarat yang berhubungan dengan perjanjian jual beli itu
telah ferpenuhi dan objek yang dipegualbelikan felah beralih kepada pembeli

® Dicriati Fabertine Pardede, “Penpikatan Just Beli Satuan Rumah Susun Pads
Apartomen Casablanca,™ (8kripsi Sarjanz Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1996}, hal. 24

2 rbid

3 fhid, hal. 25
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Jadi, selama objek yang diperjualbelikan belom beralih kepada pembeli, maka
belum dapat disebut sebagai jual beli. &

2.2.4.2 Pengikatan Jual Beli

Sebelum jeal beli dilaksanakan, antara penjual dan pembell tentunya telah
dicapai kata sepakat mengenai akan dilakukannya jual beli tersebut, yang
mencakup tanzh mana vang akan dijual dan berapa harganya. Kaifa sepakat itu
menimbulkan perjaniian, yang kiranya dapat disebut perjanjian akan {melakukan)
jual beli. Menurut hukum adat, untuk sshnya perjanjian it disyaratkan adanva
apa yasang discbut “panjer” berupa vang atau benda vang oleh calon pembell
diserahkan kepada pemilik tanahnya.®

Menurut Maria S. W, Sumardjono berdasarkan kutipan dani bukue Ter
Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, disebutkan bahwa tentang peganjian
dengan uang pengikal yang sifatoya konsensuil {teradi berdasarkan kata sepakat),
dengan unsur ik, dalam arti hubungan kedus pihak terjadi, bila di samping kata
sepakal juga ielah diserahkan sesuatu (biasanya vang) sebagai tanda pengikat atau
panjar.®® Tanpa uang pengikat, para pihak tidak merasa terikar nntuk melakukan
prastast di kemudran harl. Pada umuomnya bila calon pembeli inglar jani, maka iz
akan kehidangan vang mukanya, Sedangkan jika calon penjual ingkar janj, maka
ia harus mengembalikan vang 1tu dan menurut hukum adat biasanya dibaruskan
mengembalikan dua kali lipat.®

Menurut hukum perdata yang distur Burgerlijk Wetboek bahwa tanah
selaku objek hak bukan saja dipandang sebagal benda (zoak) fak berperak
berwujud yang dapat dilibat secara nyata melalui pancaindra, jugs dipandang
terpisah sebagal benda sk bergerak dan tak berwwiud (onlichamefijk zaak),
schingga ketika terjadi peralihan haknya harus diikuti dengan penyerahan haknya

 rhid,
S thid, bal, 17

“ Maria §, W. Sumardiono, Kebijakan Pertanahan Antare Regrlaxi dan fmplenertasi,
Cet. HE (Jukanis - Penerbit Bukn Kompas, 2005), hal, 136

& thidk
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(levering), sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata ** Berbeda menurut
hukum adat di Indonesia, tanah selaku objek hak merupakan benda tak bergerak
berwujud, karena dapat dilihat secara nyata {conkreet denkesrr). Sementara hak
atas tanah hanya dipandang sebagai bagian yang tidak berpisah dengan bendanya
schingga sewaktu terjadi peralihan haknya tidsk perlu ditringi penyerahan hak
(levering), sebagaimana ketentuan Pasal 612 KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan
unsur juat beli tanah dalam hukum adat, yaitu tupai, ml, dan terang. Walaupun
pada kenyataanmya pihak pembeli belum membayar lunas harga pembelian atas
tanah, namun kepemilikan hak atas tanah sudsh beralih dan pihak pembeli dapat
menggunakan tanah tersebut sesukanya.”

Pads prakteknya, untuk menghindzri adanya pempuan, pihek penjual
biasanya fidak langsung menyerahkan bukfi kepemibkan atas tanah, vaitu
sertipikat kepada pembeli, Jual beli tidak dibuatkan Akia Jual Beli, tetapi terlebih
dahulu dilakukan Pengikatan Jual Beli. Akta Pengikatan Jual Bell adalah suatu
perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut mengunakan
svarat-syarat tangguh yang harus dipenulii oleh satu atan kedua belah pikak””

Hal-hal atau svarat-syarat tangguh inilah yang menjadikan latar belakang
pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli. Hail-hal atau syarat-syarat tangguh adalah
yang melatarbelakangi terscbut amara lain

1. Jual beli tersebut dilakukan secara menpangsur/cicilan

2. Jual beli sudah dibayar secara tunai (lunas) akan tetapi dikarcnakan pajak-
pajak yang suncel karena jual beli tersebut nilainya terlalu besar maka
dibuatizh akla Pengikatan Jual Beli
Objek vang akan diperjuslbelikan masih dalam cicilan pihak penjual

Lo

{selaku debriur) dari svatu Bank {selakv Kreditur), akan tetapt sebelum
melakukan transaksi perfu dimintakan izin terlebih dshulu dari pihak
kreditur tersebut

% S. Chandra, op. ¢ff, hal. 12
* phidd
" Aristiawan Dwi Putranto, *Aspek Hukum dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah,”

{Vhesds Program Magister Kenotaratan Faluitas Hukum Universitas Indonesia, Jakarla, 2004),
hal, 458
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Objek yang akan diperjuaibelikan ternyata masib menjadi agunan/jaminan
utang dari pihak penjual dan baru akan melunasi hutang tersebut apabila
sudah menerima pelunasan darl pthak pembeli. Hal ini pun diperfukan izin
terlebih dahulu dan pihek Bask (kreditur/penertma jaminan) terlebih
dahulu

Objek tanab jual beli tersebut belum bersertifikat dan pihak pembeli
menghendaki pelunasan jual beii baru terlaksana bila tanah tersebut sudab
bersertipikat

Tidak tersedianya blanko akts jual beli di kantor pos dan gire,””

Dalam hal dilakukan pembuatan Akta Pengikstan jual beli olch Notaris,

maka Notaris harus menjamin bahwa isi Perjanjian Pengtkatan Jual Belt vang
dibuatnya, dengan memperhattkan hal-hal sebagai berikut

a.

Waktu dan tempat pembayaran serta jumiah angsutan yang akan
dibayarkan telah ditetapkan oleh para pihek yang membuat perianiian
Waktu dan tempat peniyeraban hak kebendaan dari pihak penjual kepada
pihak pembeli pada saat terjadioya pelunasan pembayaran harga jual bels
yang felah disepakati dan seketika dilanjutkan dengan pembuatan akia
pengalihan hak {Akta Jual Belt)

Pihak penjual menjamin ebiek (tanah) dalam Peganiian Pengikatan Jual
Beli ini adalah miliknys, tidak dalam sengketa, dan atau tidak menjadi
jaminan vtang kepada pibak lain

Bahwa Perjanjfan Pengikatan Jual Beli ini telap diberlakukan Pasal 1813
KUHPerdata

Pihak pembeli dibenkan knasa untuk dan atas nama pthak pernjual untuk
menghadap dan menandatangani Akta jusl Beli tersebu!, dalam hal
pengalihan haknya atas nama diri sendiri, ?

* Ihid. het 46

"2 [bid, bal, 5}

tinlversitas [ndonesia

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009

s T



41

Di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli terdapat suatu kuasa Khusus yang
isinya yaitu pemberian kuasa kepada pihak pembeli untuk melanjutkan proses
pengurusan dalam hal menghadap dan menandatangani akta di hadapan PPAT.
Langkah ini merupakan bukti dari telah dipenuhinya syarat-syarat tangguh yang
meiatarbelakang pembuatan Penangian Pengikatan Jual Beli sebelumnya. Kuasa
dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini bukan merupakan kuasa muilak, hal ini
dapat dibedakan antara kuasa khusus yang terdapst dalam Perjanjian Pengikatan
Jual Beli dengan kuasa mutlak. Kuasa dalam Perjanjianz Pengikatan Jual Beli
tujnannva memberikan jaminan kepada penerima kuasa (pembeli), setelah syarat-
syarat yang diharuskan dalam jual beli tanah dipenuhi, untuk dapat melaksanakan
sendiri hak-hak yang timbul dalam Pengikatan Jual Beli stau mepandatangan:
sendiri Perjanjian Pengikatan Jual Belt tanpa perlu kebadiran pemberi kuasa
{penjual) di hadapan pejabat yang berwenang, 2

Istilsh ‘kuasa mutlak™ sebagaimana dikutip Aristiawan bercasarkan
pendapat Picter E. Latumenten dalam Jurnal Renvol, adalah istilah yang dikenal
dalam Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tanggai ¢ Maret
1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak menurut Instruksi Menters
Dalam Negeri tersebut adatah kuasa yeng berdmn sendin: dengan objek bidang
tanah dan yang membenkan kewenangan ferhadap penenma kuasa untuk
menguasai dan menggunakan fanah serta melalukan segala perbustan hukum
yang menjadi wewenang pemberi kuasa sclaku pemilik dan digkhir kvasa tersebut
dicantumkan klausul bahwa kuasa ini Hidak dapat dicabut kembali oleh pember

kuasa.
_2,3 Peadaftaran Tanah
2.3.1 Pelaksanaan Tertib Pertanzhan

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negert Nomor 14 Tahun 1982, disebutkan
catur tertib perfanahan yang terdiri dari .

M rbick, hal 52

* Ibid
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Tertib Hukwm Pertanaham

Tertib Administrasi Pertanahan

Tertils Penggunaan Tanah

Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan

How N e

Pelaksanaan tertth pertanahan bertujuan melancarkan setiap urusan yang
akan menunjang lancarnya pembangunan, khususnya bidang keagradiaan, Hal ini
dikarenakan setiap pembangunan tentu memeriukan tansh sebagal sumber daya,
ruang atau faktor-faktor produksi.”™

Masalah-mnasalah pokok di bidang tertib pertanahan antara lain -

1. Belum terpusatoya sdminisitzasi pertanshan dalam  sstu fangan

sehingzga pengelolaan tanah belum berdalan secarg terpadu

2. Organisasi dan tata kerja yang belum mantab dan terkonselidasi

3. Keterbatasan kemampuan para petugas peiaksama tingkat terendah

{Camat dan Kepala Desa) batk kemampuan teknis maupus non
teknis.”®

Dalam menanggulangi usaha-usaha peningkatan teriib perfanahan, perlu
diusshakan sugty pola kebijaksanaan vang menyeluruh  batk  mengenai
organisasiftata kerja, personalia, keuangan maupun prasarana demi fercapainya
tertib tersebut” Dengan tercapainya  konsolidasi organisasi dan  tingkat
ketramptlan para petngas serta anggaran yang mencukupi dan iata kerja vang
jelas, maka segala urnsan Keagrariaan akan dapat diperancar. Di lain pihak,
uniuk mencapai twjnan fersebut diperiukan adanya dukungan positif dari

masyarakat sendiri.” Harus ada sikap akiif dari masyarakat untuk membantu

¥ Departemen Penerangan Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia, Divekiorat Jendral Apraria, Perfenahon Dalam Kra Pembangrnan lndonesia, {(fakarta,
1982}, hai 170

* hid.
7 1hid,

® bid

Univarsitas indonesta

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



43

menyukseskan tertib administrasi perfanahan, dengan cara antara lain berperan.

serta mendaflarkan hak atas tanah yang dimilikinya, memperpanjang hak yang
sudah dimilikinya ataupun mengajukan permohonan hak baro.

232 Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh badan Pertanahan Nasional (BPN}
yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Depariemen yang bidang tugasnya
meliputi bidang pertanahan, Kantor Pertanaban adalah unit kerja Badan
Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamasya, yang melakukan
pendaflaran hak atas tanah dan pemiiharaan daflar umaem pendafiaran tanah
Dalam melaksanakan tugasnya, BPN dibanta oleh PPAT, yaitu pejabat umum
yang dibeni kewenangan untuk membuat alta-ak{a stas tanah.”®

2.3.3 Asas-asas PendaPRaran Tanak

Pendaftaran (anah dilaksanakan berdasarkan ases sederhans, aman,
terjangkau, mutakhir, dan terbuka sebagaimana tercantom dalam ketentuan Pasal
2 PP No. 24 Tahun 1997 dan penjelasannya.

a. Asas sederhana dalam pendafiaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedumya dengan mudah dapat dipahami
ofeh pihak-pihak yang berkepentingan, terulama para pemegang hak atas
tanah.

b. Asas aman dimaksisikan untuk menunjukkan, babwa pendaftaran tanah
periu disclenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai fujnan pendaflaran tanah ity
sendin.

¢. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkasan bagi pihek-pihak yang
memerfukan, khususnya dengan  memperhatikan  kebutuhen  dan

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam

PFiorianus S.P. Sangsun, Tata Cara Menguras Sertifikat Tomah, Cet. 1, {aksrta
Vigimedia, 20473, hal. 19
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rangka penyelenggarasn pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para
pibak vang memeriukan

d. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya Data
yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perda
ditkuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubhan yang
terjadi di kemudahan hari,
Asas mutakhir menuntut dipeitharanya data pendaftaran tanah secara terus
menerus dan berkesinambungan, sehingga data vang tersimpan di Kantor
Pertanahan selaly sespat dengan keadaan nyata di lapangar, dan masyarat
dapst memperoleh keterangan nengenal dale vang beépar setigp saat
Untuk ftulah dibertakukan asas terbuka,*

Asas-asas tersebut diatas merupakan landasan dilakukannya pendaftaran
tanzh bagi kepentingan pemegang hak atas tanah.

2.3.4 Tats Cara Pendaftaran Tangh

Pemerintah mengadakan pendaflaran tanah unfuk seluruh Indenesia
dengan maksud memberikan jaminan kepastian bukum hak atss tanab yang
dipunvai seseorang. Scbagai tanda jaminan kepastian hukoum yang dibenkan oleh
Pemerintah atas sebidang tanah, maka Pemerintah memberikan surat tanda bukti
hak atas sebidang tanah fersebut. Surat tanda bukt! hak yang dimaksudkan di sim
dinamakan sertipikat dan berlaku alat pembuktian yang kuat M

Dengan dilakokakan pembuatan akta di hadapan pejabat serta pendaftaran
peraliban untuk tanah-tasah yang sudzah dibukukan, maka adanya sertipikat
merupakan syarat mutigk. Jika suatu sertipikat hilang, maka untuk memperoleh
gantinya harus ditempuh suatu prosedur yang agak sulit. Tujuannya tidak lain
adalab untuk mencegah agar satu hak jangan sampai beredar lebth dari satu

® Harsono (13, op. cit., hal. 557

¥ Departemen Penerangan Ropublik Indonesia das Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia, Dircktorat Jendral Agraria, Pertmuahan Doicss Eva Pembongunem Tndonesia, {(Yakanta,
19823, hal. 88
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sertipikat® DI samping sertipikat hak atas tanah, Peraturan Pemerintah juga
menyebutkan sertipikat hak tanggungan, yang dikenal dengan Akia Pembernian
Hak Tanggungan. Sertipikat tersebut dibuat oleh PPAT dan dinerikan kepada
kreditur yang berhak dan mempunyai kekuatan eksekutorial

Penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah merupakan rangkalan
kegiatan, dari pengajuan permohonan hak oleh pemohon hak yang dilengkapi data
pemilikan tanah, kemudian kegiatan admimstrasi ketatausahaan yang meliputi
penelitian kelengkapan berkss, pencatatan dalam dafiar-daflar isian, penelapan
petugas dan waktu kegiatan lapang. Dilanjutkan kegiatan operasional di lapangan
mulai dari penctapan batas, pelaksanaan pengukuran dan penandatangan bernita
acara penctapan batas, bersamasn dilakukan penclinan fisik yang meliput
keadaan Iokasi, penggunaas tanah, adanya benda-benda dan kepentingan pihak
ketiga atas tanah serfa fwayat pemilikan tanahnya yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah. Setelah diperoleh data lapang, dilanjutkan kegiatan
administrasi meliputl pemetaan dan pambuatan Suvrat Ukur, penerbitan Surat
Keputusan Hak oleh Peiabat Tata Usaha Negara vang berwenang, Berdasarkan
surat keputusan hak atas ianah dilakukan pencatatan dalam Buku Tanab, vang
selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak atas tanah. Kegiatan kegiatan pendaftavan
hak tanzh sebagaimana diursikan diatas, berlaku dalam rangka pemberian hak
milik, penegasan konversi maupun pengakuan hak railik ™

Peneiapan letak tepat bidang tavah merupakan salah satu aspek yang
sangat menentulan nilal kepastian hukum hak ates tanah yang ferdaflar. Terkait
dengan kepentingan itu, maka tersedianya Peta Dasar Pendafiaran sangat
diperluan, terutama untuk memasiikan letak fepat sebidang tanah vang sudab
dilekati sesuatu hak, serta keberadaan bidang-bidang tanah tanah lainnya, baik
vang sudah terdafar maupun yang betum terdafiar®

2 Ihid
5 thied

¥ Muchtar Wahid, Memoknal Kepastion Hukek Hak Milik Atas Tonah, (lekarta
Republika, 2008}, hat 115

 1bidd,
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Untuk memenuhi prinsip kebati-hatian, maka pengukuran dan penetapan
batas tanah harus disertat persetujuan oleh tetanpgga berbatasan {coniradictoire
a‘eiimz‘z’:‘.zzz}e)‘86 Upaya untuk membuktikan keberadaan hak yang dimohonkan,
dilakukan dengan menelaah riwayat penguasaan/pemilikan tansh sejak awal
sampai  dikvasa/dimiliki pemohon hak, termasuk proses perolehan hak
{penpuasaan langsung aiau peralihan atau pemindahan hak) Dari kegiatan itu,
Nampak adanya itikad baik atan sebalikaya sebagsi salah satu aspek yang
menentukan kadar kepastian hukum pemilikan tanah ¥

Untuk keperluan pendafiaran konversi bekas hak-hak lama, dengan
mengingat sistem pemilikan tanah menurut adat yang tidak menganut bukti
tertulis, maka ketelitan penelosuran riwayat  pemilikan  tansh  sangat
membutehkan ketrampiian dan kehati-batian aparat pertanahan. Sedangakan
mengenat pendaftaran hak baru, selain pepelitian proses penguasaan, juga
diperlukan pertimbangan terpenuhinya syarat untuk pemberian hak terulama
mengenai status tangh, peruntukan/penggunaan, subyek hak dan kepentingan vang
lebih tinggi termasuk kepentingan vmum. Hak atas tanab yang telah ditetapkan,
baik melalul penegasan konversi, pengakuan hak, mavpun pemberian hak milik,
selantutnya dicatat dan dibukukan dajam buku tanah yang memuat data fisik dan
data yuridis serta data subyek hal.™ Selanjutaya diterbitkan sertipikat tanah untuk
kepentingan pemegang bak tanah vang bersangkutan sebaga salinan dan buku
tanah dan beriaku schagai tanda bukti hak yang kuat® Dengan dimilikinya
sertipikat, pemegang serlipikat mempamyai hak pensub atas {enah yang
dikuasainya dan mempunyal hsk penuh ferhadop fenah tersebut, uniuk
mengalihkan, menjaminkan, dan schagainya.

¥ thid,
 fhid
5% Ibid, bal 117
¥ rvid,
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2.3.5 Tujuan Pendaftaran Tangh

Pendaftaran atas bidang tanah dilakuken agar mendapatkan kepastian
hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain vang herkepentingan
dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertipikat,
pemegang hak afas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Dalam
serfipikat fersebut fercantum daia fisik dan data yuridis tanah termasuk jenis
haknya antara lain hak milik, hak guna usaha, hzk puna bangunan, dan lain
sebagainya. Oleh karena im, sertifikat atas tanah sangan penting keberadaamya,g"

Pasal 3 PP MNo. 24 Tahun 1997 tentang pendafiaran tanah menyebutkan
pendaftaran atas tanah memiliki tujuan sebagat berikut

1. uniuk membernkan kepasttan hukum dan periindungan hukum kepada
pemegang hak atas suate bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdafiar agar dengan mudah dapat membukiikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan; S

2. untuk menyediakan informasi kepada pihwk-pihak yang berkepentingan
fermasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah swsun vang sudah terdafiar; untuk
melaksanakan fungsi informasi tersebut, data fistk dan data yuridis dao
bidang tanah dan satuan rumah suson yvang sudah terdaftar terbuka untek
umuom,

3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Sctiap bidang tanah
dan satuan rumah susun termasuk pemiiban, pembebanan, dan hapusnya
hak atas bidang tanah dan hak milik atas sstoan rumah susun wajib
didaftar,

2.4 Sertipikat Hak Atas Tanzh

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat {2) huruf ¢ UUPA, yang
menyatakan babwa sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka

? Sangsun, ap. it hal. 16
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hal int ditegaskan kembali dalam Pasal 32 PP no. 24 Tahun 1997, namun dengan
satu klausui balrwa hal ini berlaku selama behun berhasil dibuktikan sebalilknva,
yang olch sementara pihak dinilai dapat melemabkan kedodukae sertipikat
sebagai alat bukti yang kuat. Akan tetapi dengan adanya tenggang waktu 5 {lima)
tahun untuk mengajukan gugatan, maka kepastian hukum justru lebih terjamin.

Dalam praktek, masih seringkali terjadi kesimpangsfuran mengenai siapa
yang berhak membatalkan svatu sertipikat hak atas tonah yang dimiliki wargs
masyarakat. Kadangkaia tegadi, Pepgadilan secars  iepas  menyatakan
mengabulkan permohonan gugatan darn seorang penggupat vang menunfut
pembatalan pada Pengadilan dan ada kalanya tegadi Pengadilan memerintatikan
kepads instansi yang berwenang untuk membatalkan sebuah sertipikat vang
diterbitkan secaea kelituatan terdapaf kesalahan dalam panez’z}ifannya,“

Sertipikat tanah terdini dari satinan Bukn Tanah dan Surat ukur yang telah
dijatnt menjadi sata dengan diberi sunta kertas sampul yang telzh ditentukan oleh
Menteri Dalam NegerifDircktorat Jendral Agraria dan dibertkan kepada seseorang
yang mempunyal hak atas tanah sebagal bukfi hak dan bukti telah dilakukannya
pendaliaran afas tanah vang bersangiutan, Menumut Pasal 19 ayat (2) humuf ¢
LIUJPA, dinvatakan bahwa sertipikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat, jadi
bukan merupakan suatu alat bukti yang bersifat mutlak.”

Pengpunaan serfipikat sesuai dengan sistem pendafiaran tanah yang dianut
di Indonesia yaite sistam negatif, dimana sertipikat berfongsi sebagai alat bukii
yang xuat fentang adanya suatv hak, Hal ini mengandung pengertian bahwa
keierangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan bukum yang harus
diterima terutoma oleh pihak Pengadilan schagai suatu keterangan vang benar,
Selama dan sepanjang tidak ada slat bukti lain yang membukiikan sebaliknya,
misalnya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan orang lain, Dalam
hal yang demikian, maka Pengadiianiah vang akan meniiai alat bukti manakah
vang benar. Bilamana temnyata keterangan dart kantor pendaflaran tanah

} Abdurrahnan, Beberapa Aspekta Tentang Hulnmn Agraria, (Bandung © Alumni, 1983},
hat 101

2 Ibid., hal. 102
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sebagaimana dinyatakan di dalam sertipikat adalah tidak benar, maks dapat
dilakukan perubahan, pembetulan, atan  pembatalan  sertipikat  yang
bersangkutan,” Tentunya diperlukan peran aktif dari masyarakat dan penegak
hukum dalam menghindani adanys sertipikat-sertipikat bermasalsh yang pada
akhirnya dapat menciptakan kepastian hukum bagi pemilik tanah vang sah.

2.5 Kronologis Kasus

Dalam tesis ini, penulis mengangkat kasus jual beli tanah dan rumah yang
terjadi pada perumahan Lippo Karawaci. Pada prakicknya, jual beh antara
developer dengan pembeli hanya ditandai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli,
Pihzk developer menyataken akan mengeluarkan Akta Jual Beli vang difkuti
dengan penerbitan sertipikat hak atas tansh setelah serah terima dilakukan, yang

diperjamitkan akan dilakukan 12 {dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian
_ Pengikatan Jual Beli dengan tenggang waittu 4 (empaty bulan dan dengan
ketentuan bahwa semua kewajiban pembavaran telah lunas.

Pada perkembangannya, sclelah serah terima dilakukan dan semua
kewapiban pembayaran felah diselesaikan, ternyata pibak developer belum juga
meningkatkan Peranilan Pengikatan Jual Beli menjadi Akta Jual Beli, yang
berakibat tidak dapat diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Beberapa pembeli
berilang kall menanyakan perihal penerbitan sertipikat kepada developer, namun
pibak developer tetap menundsz-nunda dan beralasan behwa sertipikat belum
dipecah. Pihak developer juga memberikan solusi pada pembeli apabila ingin
menjual rumah tersebut, dapat dengan mengalihkan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli kepada pibak ketiga yang dilakukan di kantor developer. Dengan demikian,
pembel hanya memiliki Perjaniian Pengikatan Jual Belt yang menjadi dasar jual
beir dengan develeper Lippo Karawaci, Jika dilakukan jual beli maka yang
dipindahiangankan adalah hak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.

 Ibid,
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2.6 Analisis Masalah

261 Keabsahan Jual Beli Tanah Menurot Fukum Tanah Nasional Yang Hanya

Dilgkukan Dengan Membuat Pengikatan Jual Beli

Jual beli vang dilakukan hanya denpan Pengikatan Jual Beli tidak sah
menurut Hukum Tanah Nasional, Jika jual beli hanya dilakukan berdasarkan
Pengikatan Jual Beli saja, maka pada prinsipnya beJwm terjadi pengalihan hak.
Pengikatan Jual Bel hanyalah merupakan janji-janji antara penival dan pembeli
mengenai akan dilakukannya jual belt alas suatu fanah fertentv. Hak afas tanah
baru beralih pada seat ditandatanganinya Akia Jusl Bel dihadapan PPAT uniuk
kemudian dijadikan dasar pembustan sertipikat hak atas tangh. Sepanjang belum
dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli, maka hak kepemilikan atas tanah
masth berada di tangan penjual.

Dalam kasus tersebut di atas, jual beli hanya dilakukan dengan Pengikatan
Jual Beli. Scbagaimana telah disebutkan, adanya penandatanganan Pengikatan
Jual Beli bukan merupakan dasar pemindghan hak Dalam hal ini, tanah masih
merupakan milik developer. Pengikafen Jual Beli merupakan kesepakatan
dilaksanakannya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata,

Di Indonesia, akta PPAT merupakan akta yang berdiri sendiri tanpa harus
diawali oleh perjaniian lain. Mesorut ketentuan dalam Hokum Tanah Nasional
yang mengacy pada hukum adat, tidak dikenal adanya Pengikatan Jual Beli. Jual
Beli {(peralihan hak} dilandar dengan pepandatangansn Akta Jusl Beli
sebagaimana dinyatakan dalam ketentoan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menter
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nagional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemenintab Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tenah (Permen No. 3 Tahun 1997}, yang menyatzkan bahwa Akta
Jual Beli merupakan salah satu akia yang dibuat oleh PPAT vang dijadikan dasar
pendaftamn pervbahan data pendaflaran tanah,

Dalam jual beli menuwrut KUHPerdats, dikenal adanya penyerahan yang
sah (juridische levering) yang baru tenadi jika akta penyerahannya (acte van
fransport) telah didaftar dalam Buku (Registery Tanah, Indonesia fidak pernah
menganut asas juridische levering scbagaimana diatur dalam KUHPerdata. Tetapi
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tundok pada Hulaan Tansh Nasional yang roengacu pada hukum adst, dan
menurut hukum adat, jual beh fanah buken merupakan perjanjian seperti yang
dimaksudkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum
yang berupa penyerahan tanah yang bersangkuotan oleh penjual kepada pembeli
untok selama-lamanys pada saat mava pmhbak pembell menyerahkan harganya
kepada penjual.

Pada dasamya, alasan tegadi penundasn pembuaian Akla Jual Beli
sehingga dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yait antara Jain karena adanya
kondisi-kondisi yang sebagai beban atau syarat-syarat vang harus dipenuhi oleh
kedua belah pibak yang mempunyal pegangian, antara lain:

8. Tanah tersebut harss sudah bersertifikat

b. Pembayaran pelunasan harga jual beli vang dilaksanakan oleb pihak

pembell dilakukan secara mengangsur (dengan cara cicilan)

c. Jual bell tersebut sudah dibayar lunas, ietapi pembayaran pajak-pajak

tersebut masih belum dibayarkan karena jumlahnya terfalo besar”

Alasan-alasan fersebut diatas sebenarnya lidak melanggar ponsip-prinsip
Jual beli yang diatur dalam Hulum Tanah Nasional yang miengadopsi konsepsi
jual beli menurut hukum adat, yailw funai dan terang Tunai berarg saat
pembayaran sudah ada kata sepakat dan disertal dengan pembayaran vang muka,
sedangkan terang berarti permbayaran tersebut dibadapan eleh pejabat urmumm atau
kepala desa dan disaksikan para saksi.” Naman, dalam hal syarat-syarat tersebut
diatas sudah dipenuhi, maka schatknya segera dibuatkannya Akla Jual Bell vnfuk
kemuodian ditingkatkan menjadi sertipikai, yang berguna sebagai bukii
kepemilikan se¢seorang atas suatu bidang tanah. Tanpa adanya sertipikat, dapat
safa orang lain mengklaim fanah yang ada scbagai mihknya. Jual beli menunst
Hukum Tanah Nasionsl bare terjadi saat dilakukan penandatanganan Akfa Jual
Beli dan tanah baru beralih pada saat itn

™ Aristiawan Dwi Putranto, "Aspek Hukum dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah,”
(Thesis Program Magisier Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004),
hal. 60

* fhid,
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Perbedaan akta jual beli denpan akta pengikatan feal beli adalzh
merupakan akis yang berbeda, dimana perbedaannya adalah sebagai berikut

Akta jual beli dibuatkan apabila

1. Pengecekan sertifikat (syarat formil)

2. Transaksi jual beli telah dibayar lunas

3. Karena point 1 ferpenuhi maka wajib dibayarkan pajak penjual dan
BPHTB atas nama Pembeli

Akta pengikatan jual beli
I, Transaksi jual beli belum lanas ateu pembayaran secara mengangsur
2. Karena point 1 belum terpenubi maka pajak-pajak tidak perfu dibayarkan
3. Ada beberapa syarat tangguh yang melatarbelakangi,”’

Sebagaimana discbuikan di atas, dalam wndang-undang telah dikemukan
secara jelas bahwa penyeraghan yang sah harus dibuat akia penysrahannya melalui
PPAT, namun masih banyak ditemupl tepadinya jual bell tasah yang tidak
dilakukan ¢i hadapan PPAT, musainya dalam hal jual beli rumah di kawasan
Lippo Karawaci schagaimana dipaparkan ¢t atas. Jual beli itu dilakukan dengan
tidak menggunakan akta ofentik melainkan hanya kesepakatan dan
nenandatanganan surat joal bell yang dilakukan di hadapan pthak Lippo Karawaci
yang berwenang mengadakan petjanjian tersebut. Kesepakatan itu dituengkan
dalam Peranjian Pengikatan Jual Belf vang ditandatangant oleh pihak pemual dan
pihak pembeli serta pihak Lippo Karawaci yang berwenang turut serta
menandatangani perjanjian tersebut. Hal inl terjadi dalam hal pembeh membeli
langsung dani develeper Lippo Karawaci, Kasus yang sama terjadi dalam hal
pembeli tidak membeli langsung dari developer, melainkan membeli melalui
pthak vyang memiliki rumah df kawasan Lippo Karawasi, maka buki
kesepakatannya juga dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pengalihan Hak

% Ibid., hal. 59

%7 Ihid,
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yang merupakan kesatuan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diterima
pada saat membeli dari developer.

Hukum Tanah Nasional kita bersumber pada hukum tanah adat yang
mengandung asas terang dan tunai dalam perbuatan hukum jual belf. Jual beli
menumt hukam tanah bersifat tunai, yaite dimana dengan dibavarnya harga obiek
fual beli, maka pada saat 1fu juga haknya sudah beralih kepada pembeli.

Banyak terjadi, jual beli diakokan dengan sistem inden, yaitu dilakukan
pembayaran uang muka aias tansh dan bangunan yang belum dibangun, dan calon
pembeli hanya membell berdasarkan gambar vang ditawarkan pihak penjual.
Dalam hal ini, meskipun calon pembeli telah memberikan sejumlah vang
semacam uang muka kepada si penjual, hak atas fanah tidak beralih kepada
pembeli pada saat itw juge, kerenz objek jual belinya tidak ada. Inilah yang
membedakan penjuzlan itn dengan sistem indesr dengan sistem penjualan
menurut hukum adat®™ Pembeli tidak mempunyai hak untuk mengklaim bahwa
tanah yang dimilikinya merupakan miliknya karena belum memibiki tanda bukti
hak yang sah.

Walaupun demikian, praktek jual beli secara mdear fHidak bertentangan
dengan hukumn adat, sebagaimana dinvatekan oleh Dr. Mana SW. Sumardjono
yang dikutip oleh Dioriati Fabertine Pardede dalam skripsi berjudul “Pengikatan
Jual Beli Satuan Rumsh Susun Pada Apantemen Casablanca™ behwa jika
pembayaran yang dilakukan pada sagt bangunan belum ada atagp masth dalam
proses pembangunan, vang ditempuh bukan jual beli niil namun pengikatan jual
beli. Jadi, pengikatan jual beli bukanlab perbuatan hukum joal belt yang bersifat
rifl dan tunai. Sehingpa dengan demikian, praktek jual beli secara indent tidak
dapat dikatakan bertentangan atau melanggar hukum adat Indonesia, karena
memang bukan merupakan perbuatan hukum jual beli yang bersifat riil dan tunai,
melainkan hanyalah pengikatan jual beli,”

® Diotiati Fabortime Pardede, “Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Pada
Apartemen Cassbisnca™ (Skripst Sarisns Hukom Universitas Indonesis, Depok, 1998}, hal 78

¥ Ibid
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Saat jual beli terjadi yang ditandai dengan lahimya Perjanjian Pengikatan
Jual Bel, developer menampik bahwa mereka telah melakukan jual beli. Yang
dilaknkan adalah perjanjian pengikatan jual beli. Artinya baru merupakan proses
untuk melakukan jual beli dan belum masuk pada peganjian jual beli. Dengan
demikian fidak funduk pada ketentuan-ketentuan atan peraturan-peraturan
smengenai jual beli menurnt Hukum Tanah Nasional Dalam hal ini, tyjuan
pengikatan jual beli hanvalah untok mengikat seatu prestasi yang terlaksana di
kemudian hari, schingga akibat hukwwnya hanyalah janji untuk melakukan
sesuatu di masa datang, dengan demikian, developer sendiri mengakui bahwa jual
beli vang hanya dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli bukan merupakan jual beli
vang sah menumit ketentuan dalam Hukumn Tanah Nasional.

Berkaitan dengan belum beralihnya hak atas tanah dari developer atas
tanah dan bangunan yang diperianjikan dalam Pengikatan Jual Beli, maka dalam
Pengikatan Jual Bell scharusnya fidok memuat ketentuan mengenai pembayaran
pajak yang ditanggung oleh pihak pembeli, sebagaimana dalam Pasal 17 ayat 1
dan 2 Perjanjian Pengikatan Jual Bell beokut :

12.1 Terhitung seiak tanggal PPIB segzla pajak, IPKL, iuran-iwran dan
beban-beban lain yang ferhutang aplara lain fapi tidak terbaias pada
Paiak Bumi dan Bangonan untek tahun berjaian, Pajak Penambahan
Nilai Barang Mewah (PPn-BM) dan Pajak-pajak serta beban-beban
lain yang dipungut oleh pihak berwajib, baik yang sekarang ada
maupun yeng akan ada dikemudian har seluruhnya menjadi beban
dar fangpungan Pembel

12.2 Iikz oleh suatu pemfuran atau keadaan ferientu, suatu paiak, iuran
atau biaya vang menjadi tanggungan Pembeli tetapl karena alasan
kKhusug diminta oleh pemenintab/Instansi fertentu untuk dibayar
terlebih dahulu oleh Pengembang dan atau Pengelols, maka Pembeli
berkewajiban untuk membayar kembali pembayaran tersebut sesuai
tagihan yang diajukan'™

Tanah dan bangunan yang diperjaniikan dalam Pengikatan Jual Beli belum
beralih kepada pombeli, oleh karena ity, tidak ada kewajiban dari pithak pembeli

1 pengikatan Jual Befi Lippo Karawac, hal. &
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untuk melakukan pembayaran atas pajak yvang timbul setelah ditandatanganinya
Pengikatan Jual Beli. Pajak-pajak meropakan kewajiban yang harus dibavarkan
oleh penjual yang dalam hal ini developer dan bamy merupakan kewajiban dard
pembell saat tanah dan bangunan beralih haknys, vaitu dengan ditsndatangani
Akia Jual Beli.

Berdasarkan hal tersebut, jual beli vang hanya dilakukan dengan
Perianjian Pengikatan Jual Beli saja, tanpa ditkuti dengan pembuatan Akta Jeal
Beli dihadapan PPAT bukan merupakan jual beli sebagaimana ditentukan dalam
Hukum Tanah Nasional, Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian
pendahuluan yang hanva memuat janji-janjl antara pihak penjual dan pihak
pembeli. Walaupun telah dilakukan pembayaran, yang dalam hal ini pembayaran
uang muka, narmun persbayaran tersebut tidak dapat dikatakan masuk dalam asas
tunat menurut Hokum Tangh Nasional. Pembualan Perjanjian Pengiketan Jual
Beli pada dasamya tunduk pada ketentuan hukum perdata, yaitu adanya
kesepakatan sebagal syarat sah melaksanakan perjaniian.

2.6.2 Perlindungan Hukum Olek Developer Kepada Pembell Dalam Hal Jual

Beli Tidak Dilakukan Dengan Pembustan Akts Jual BRell

Palam kasus tersebut, pembeli diwajibkan membayar vang muka sebaga
kanda jadi kepada developer, yang diwujudkan dengan Pengikatan Juai Beli. Saat
developer mulai membangun rumah vang dibeli pembeli, kewajiban pembayaran
harus terus dilakukan sampai lunas. Saat rumah sudab jadi dan siap
diserahtenimakan, biasanya pembeli sadah melunast harga rumah fersebut.

Berdasarkan Keputusan menteri Negara Peromahan Rakyet Nomor
O9/KPTS/M1998 Tentang Fedoman Pengikatan Jual Bell Rumah, maka
developer yang dalam hal ini adalah penjual dalam membuat pengikatan jual beli
sebaikrya memuat antara lain klaosol

{. Penjual wapb mengurus pendaflaran perolehan hak atas tansh dan

bangunan rumah, scketika setelah terjadinya pemindahan hak atas fansh

dan bangunan rumah atau jual beli rumah (ianah dan bangunan) di

hadapan PPAT
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2. Apabila penjual ternyata melalaikan kewaiibannya untuk mengurus
pendafiaran perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah fersebut, maka
pembeli mempunyai hak dan diangpap telah diberi kvasa untuk mengurus
dan menjalankan tindakan yang berkenaan dengan pengurusan pendafiaran
perolchan hak atas tanah dan bangunan rumah fersebut kepada instansi
yang berwenang,

Bayanguya, pada Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh devef&g:sr Lippo
Karawaci tidek memuat hal tersebut, Sehingga hak pembeli untuk segera
mensertipikatkan tanabnya tidak dapat deppan cepat dilaksanskan. Kepulusan
Menteri fersebut hanya bersifat pedoman saje, sehingpa tidak ada sanksi apabila
tidak mengikuti pedoman tersebut, Hal ini dapat merugikan pihak pembeli, karena
tidak ada pernyataan dari Pihak penjual mengenai kewajiban dari perjual untuk
mendaflarkan haknya. Alangkah lebih baiknya bila diatur mengens: sanksi yang
fegas yang diatur dalam peraturan perundangan,

Dalam Pengikatan Jual Beh antars devefoper Lippo Karawael dengan
pibak pembell, tidak memuat pemyataan dari pihak developer untuk memberikan
perfindungan hukwm atas tanah dan bangupan yang dibell oleh pembeli. Jamman
yang diberikan oleh developer hanyalah berupa jaminan bahwa tanah yang
diperjualbelikan dalam Pengikatan Jual Beli ini adalah memang merupakan milik
developer, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Lippo Karawaci mengenai jaminan pengembang, bahwa :

“Pengembang menjamin kepentingan Pembeli, bahwa kavling vang
menjadi objek dan PPIB ini adalah hak Pengembang sepenuhnya, tidak
berada dalam keadaan senpketa, tidak dikenakan sita jaminan oleh tnstansi
vang berwenang, dan Pen%embaag membebaskan Pembeli dari segala
tuntutan di kemudian hari,”'!

Menurut penulis, jaminan yang dibenkan oleh developer imt tidak
memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pembeli, karena Pengikatan
Jual Beli tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertahankan hek di

wt Pengikatar Jual Bedi Lippo Karawasi, hal, |
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hadapan pengadilan. Pengikatan Jual Beli hanya merupakan perjanjian antara
developer dengan pembeli vang tidak dapat dibatalkan scpihak, yang memuat
jaminan dari developer bahwa tidak akan menjual kepada orang lain atas objek
yang sudah diperjaniikan dalam peganiian tersebut,

263 Cara Menyelesatkan Permasalahan Jual Beli Yang Tidak Dilakukan

Dengan Akia Jual Beli Menurut Hlukum Tanah Nasional

Menurut ketentuan Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tzhun 1997,
perjanjian yang menyangkuf peraithan hak atas tanab tenmasuk jual bell taneh,
semestinya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh
karena inz, dalam melaksanakan transsksi jual bel:, Pibak Penjual dan Pembeli
harus datang menghadap bersama-sama ke kantor PPAT, wtuk kemudian
membuat Akia Jual Beli Tanah. PPAT adalah pejabat vmum yang diangkat oleh
Kepg!a Badan Pertanaban MNasional, vang mempunyai kewenangan uniuk
membuat akta peralthan hak atas tanah, termasuk Akta Jual Bell Tanah,

Apabila transakst jual beli tanah terjadi di daerah vang belun/masth jarang
terdapat PPAT, maka dapat menghadap ke camat dalam jghatan dan kapasitasnya
selaku PPAT sementara.'™ Hal vang perlu diperhatikan oleh Pihak Penjual dan
Pihak Pembehi tanah adalah bahwa PPAT yang akan diminta membuat akia jual
beli tamah adalah PPAT yang {empat kedudukan dan kewenangannya meliputli
daerah keberadaan tanah yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli tersebot.
Jadi, bukan PPAT yang kedudukan dan kewenangannya meliputi daerah
keberadaan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jusi beli tanah '

Dalam hal jual beli hanys dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli, maka
pihak pembeli dan penjoal harus segera membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT
setelah semun persyaratan yang ditangguhkan dipenuhl. Dengan demikian, tanah
dan bangunan yang merupakan objek jual beli telah sah beralih kepada pihak
pembeli dan dengan adanya Akta Jual Belr tersebut periindungan kepada pihak
pembeli menjadi lebih maksimal, karena Akta Jual Beli merupakan salsh satu

Y2 thidd,

W rbid hat. 73
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syarat penerbitan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang otentik, yang kemudian
digunakan untuk melakokan balik nama atas nama pembeli.

Mengenai akan dilaksanakan pembuatan Akta Jual Beli) perjual tidak
boleh mensyaratkan hal tertenfu yang wajib dilakukan oleh pembel: sebelum
dilaksanakannya Akta Jual Beli, sebagaimana dalam Pagal 12 ayat (4) Perjangian
Pengikatan Jual Beli Lippo Karawact:

12.4 Sclama Pembeli belum membayar biaya-biaya sebagaimana
ditentukan pada ayar 1 sid 3 diatas, maka Pengembang dapat
menunda serah tenma Kavhing, pelaksapzan AJB, penyerahan
sertipikat dll, sampai Pembeli menyelesatkan kewaiibannya dan
Pengembang dibebaskan dan resiko dan fanggung jawab atas
penundaan fersebut.

Pelaksanaan Akta Jnal Beli tidak dapet diawali dengan peganpan lain
Ak Jual Beli merupakan perjaniian vang berdin sendiri. Jadi, dalam bal akan
di!aicﬁkaxmya pelaksansan Akta Jusl Beli, tidak diperkerankan adanya suatu
syarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (4) terscbut diatas,

Developer atas tangh perwmahan memilikn sertipikat yang dinamakan
sertipikat induk. Pembeli bak atas tanah akan memperoleh sertipikst yang
diperoleh dard perecahan bidang tanah. Yang berwenang untuk memecah bidang
tanah tersebut adalah developer dengan mengajukan permohonan kepada kantor
pertanaban. Bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurmna
menjadi beberapa bagian yang masing-masing merupakan satuan bidang baru
dengan status hukum yang sama dengan bidang isnah semula. Untuk tiap bhidang
dibuatkan surat ukor, buku tanah dan sertipikat votuk mengpantikan surat ukur,
buky tanai¥ dan sertipikat asainya. Tanuh vang dipecah mnemiliki status hak yang
sania dengan tanab yang semula, dengan kata lain, jika developer memiltk tanah
dengan hak guna bangunan, maka satuan bidang tanah yang dipecah yang dimiliki
pibak pembell tentunya juga merupakan hak guna bangunan.

Pada umumnya, hak atas tanah yang dimiliki oleh developer adalah hak
guna bangunan. Dengan demkian, dalam hal sertipikat dipecah antuk pembeli
dan dibalik nama atas nama pembeli, maka sertipikat yang dimilild pembeli
adalah sertipikat atas hak guna bangunan. Setelzh memiliki sertipikat tersebut,
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pemegang sertipikat (yang dalam hal ini adalah orang pribadi} berhuk untuk
meningkatkan haknva menjadi hak milik atas tanah untuk lebih menjamin
kepastian hukumnya, Peningkatan hak atas tanah yang dimiliki pembell bukanlah
merpakan kewajiban dari developer. Pemilik dapat mengajukan sendiri secara
perorangan kepada kantor pertanahan untuk melakukan permohonan peningkatan
hak,

Khusus dalam kasus sebagaimana di atas, para pemibik tanab dan
bangunan yang sudab melakukan gsemua kewajibannya kepada developer, dapat
secara bersama-sama mengajukan permohonan kepada developer agar developer
segera melaksanakan jual beli di hadapan PPAT dengan membuat Akta Jual Beli,
Dalam hal pihak developer tetup tidak mau mengabulkan penmchonan pembeli,
maka pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan agar
pengadilan menetapkan pembeli sebagal pemifik tanah tersebut atas dasar itikad
baik, untuk kemudian Penetapan Pengadilan dipergunakan dalam melaksanakan
pemecahan sertipikat dan melakukan balik nama atas namanya. '

Jika jual beli dilakukan dari pembeli vang satu kepada pembeli lainnya
yang hanva didasarksn pada Pengikatan Jual Beli, maka pada ssst pembeli
terakhir berniat mensertipikatkan tanah yang dimilikinya, maka ia haros terlebih
dahalu mencan pemilik-pemilik tangh sebelumnya dan masing-masing diboatkan
Akta Jual Belinya, Apabila terdapat pemilik tanah yang sudah meninggal, maka
harus dicari ahli warisnva berdasarkan Surat Keterangan Mewaris. Namun,
apabila sulit menemukan pemilik-permlik tanah sebelumnya, maka pembeli

terakhir dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan scbagaimana disebut di
atas,
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BAB3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan urzian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut :

1.

Jual beli yang dilakukan hanys dengan Pengikatan Jual Beli antara pengual dan
pembeli tidak sah berdasarkan Hokum Tanagh Nasional Pepgikatan Jual Beli
merupakan perjanjian vang diangkat dan dibuat berdasarkan konsepsi
KUHPerdata. Pembuatan Pengikatan Jual Beli merupakan perwajudan dan
kehendak para pthak unfuk melangsungkan jual beli yang sesunggubinya, vaitu
jual beli yang dilangsungkan menurut ketentuan UUPA, yang bersifat terang
dan tunai, yang dibuat dihadapan PPAT, Kepemilikan fansh beralih dani
penjual kepada pembeli dengan dilangsungkannya jual beli di hadapan PPAT,
yang ditandai dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli. Dengan demikian,
berarti dengan dibuatnya Pengikatan Jual Beli, kepemilikan hak atas tanah
tidak atau belum beralth dari penjual kepada pembeli, meskipun selurub harga
atsu nilai transaksi telah dibayar penuh atan telah dibayar lunas oleh pembeli.

Developer tidak memberikan perlindungan hukum atas jual beli vang hanya
dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli Dalam Pengikatan Jual Beli Lippo
Karawaci, tidak ada pemyataan yang memberikan jaminan bahwa developer
akan memberikan perlindungan hukum kepada pembeli atas tamah yang
dibelinya, karenanya Pengikatan Jual Beli tidak dapat dijadikan sebagai dasar
untuk mempertahankan hak atas tapah di hadapan pengadilan. Pengikatan Jual
Beli hanya merupakan perjanjian antara developer dengan pembeli yang tidak
dapat dibatalkan sepihak, vang memuat jaminan dari developer bahwa tidak
akar menjual kepada orang lain astas objek yang sudah diperjaniikan dalam
perjaniian tersebut.
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3. Atgg jual beli yang tidak dilakukan dengan Akfa Jual Beli menurut Hukum
Tanah Nagionzl, harus segera dibuatkan Akia Jual Beli yang menjadi dasar
pembuatan sertipikat sebagal bukti kepemilikan terkvat. Perdindungan bagi
pemilik tanah adalah berdasarkan sertipikat yang dimilikd olch pemiliknya
sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sesuai dengan sistem pendaftaran hak
di Indonesia. Pembuatan sertipikat didasarkan pada Akia Jual Beli scbagai
bukti berpindabnya hak dari penival kepadz pembeli. Pada realitanya,
sertipikal pun masih dapat digii kebenarannya. Afas jual bel yang hanva
ditakukan dengan Pengikatan Jual Bel fentunya tidak menimbuikan hak bag
pihak pembeli karena tidak berdasarkan ketentwan dalam Hukum Tanah
Nasiona! dan tentunya tidak memberikan perlindungan hukum.

3.2 Saran

I. Periu dilaksanakannva sostalisast kepada masyarakat dari  pemerintah
mengenai pentingnya Akts Jual Beli sebagai bukti olentik jual beli tanah,
sehingga masyarakat mengerti pentingnya Akta Jual Beli dan tidak
terpengaruh tawaran developer untuk melakukan Pengikatan Jual Beli Tanah,
Sostalisasi dapat dilakukan melalui iklan layanan masyarakat dengan media

televise, radio maupun media cetak.

2. Perlu diadakan penyuluhan hukum secara terus menerus mengenai penfingnya
sertipikat hak atas tenah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat apar
mampu bersikap kritis atas hal-hal yang menyangkat kepentingannya.
Kurangnya pemahaman dart masyarakat mengenai periindungan hukum vang
merupakan haknya disebabkan kerena kurangnya pengetahuan hukum yang
dimiliki masyarakat dan kurangnya akses informasi mengenai hal tersebut
Seringkali masyarzkat mengetahui suatu hak dari kebigsean yang kemudian
dianggap sebagai hal yang benar, tanpa mengetahui secara pasti dari mana

sumber tersebut.
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3. Perlu adanya kecermatan dan Notaris dan PPAT dalam melakokan
pengecekan pada kaator pertanahan setempat, agar calon pembeli tanah dapat
mengetahui secara pasti mengenai status tanah yang akan dibelinya, sehingga
dapat terhindar dari masalah yang mungkin akan timbul.
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APPENDIX 1
LANAI DESIGN

1. ATAF
Bahan atap yang diperkenankan harus sesuai dengan bahan atap bangunan asli yang tslah dibangua
oleh pengembang. Diluar spesifikasi tersebut harus mendapat persetujuan dard pengembang,

2. WARNA,
Wama yang diperpunskan adalah warna — wama yang telsh dipakai oleh pengembang di ares tersebat,
dijuar warna - wama tersebut harus mendapat persetujuan dart péngembang.

J PERGOLA DI MUKA RUMAH

Pembuatan pergola hanya diijinkan uatuk dacrah carport saja, disain den warna barus sesual dengan
standar pengembang.

4, KETENTUAN — KETENTUAN KHUSUS

a) Pagar
« Dilarang menambah ketinggian don mengubah disain pagar -yang feish dibangun oleh
pengembang.

«  Kelinggian pagar adalah + 18Gom dari peal +/- 0.00 berupa pagar masif alaw maksimal +2.20,
dengan 40cm stsanya berupa pagar transparan,
«  Pagar depan tidak difjinkan,

b) Pengembangan / periuasan bangunan )
Konsep pengembangan bangunan berlako sebagat berjkat

b. 1) Bangsnas Satun Laniasd
b.1.1 Denah Standar T-—.EQG—-?
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Denah dan tampak pengembangan harus mendapat persetuivan dari pengembang.
b.1.2 Denzh Standar Sudut
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SMEFIRLASE 1P
Hallrroun | gad

Perincian dan Jadwal Pembayaran se;?m Ketentunn Khusus (PFPKK)

Jalgn ., 2O Lyas Tansh : 200 M2
Me. o 8083
{5TD)Y
{E2m Spinhy
A Harga Jual ) e
TUNAF KERAS

Harga Sehalum Discount 148060058

Dlacount Panjatan 255 28 090 000

Harga setwkd doant 47850000

PPH [10% tanah} 5,708 464

Hirga Mel+ PPH BE 766,000

Hzapunt smbahan 1 2 oEE S 22

Harpa Hel Hel » PRY 74,637 380

Oiscount amnahan 2 2,423,9&6 2%

Hagu Met Net Het + PPN 73,200,530

B. Pesactan Pefmtayaran

1 Booking Fee
2 Pambayaran Sisa

5,685,044

71,508 286

73203 530

PHEAN PEMBAYARAN

Tyttt
wnomg o TR
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‘ DXL VMBI RZAGI0 ]

LAMDMISLAN 0 PRIE
Hglarman 2 4 8

|

C. Ketentuan Khusus LANAI_iIESI{?N ¢

Transaksi yang dipakai dalam FPIB in! adalah dalam Rupish, karenanya ketentusn Fasal 3.3 Ketentuan-
ketentnan dan Syarst-ayarat PPIB tentang devaluasi disyatakan tidak berlaku tegl

Rekening Pengembang adainh ¢

FI.DARMA SARANA NUSAPRATAMA
# A/C. No: S5030-75777-7

Bank Lippo - Cabang Nyl bag Melati

JL Nyi Mag Malsti No, 51, Tangerang

Berzh terbma okan dilakukes 12 {duz belas) bulan seiak tangpal PPIB dengan tenggang wekin 4 {empat )
bulan dan semus kewajiban pembayaran telah lunag,

Lainlain

A. Biaya Alih Hak : 4% das harsa + PPN

B. Harga tidak termasuk antars Iaju
- Pajak Pertambahas Nitel (PPN) - Blaya Akta fugl Beli
~ Biays penyambungan zir bersib & (clepon - Biaya pemecaban sertifikat dan balik sama
» Bizya PemeliharoanMaintesance

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



Parm. & Tl
BLS404C | 05709411 7

Lampiran III PRYE
Halaman | dari 8

KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PPJIB

Pasat 1
Letak

1.1 Pengembang dengan inl beganji dan mengikatkan
dirinys sckarang dan untuk kemudian pada waktunya
menjuat dan menyerahkan kepada Pembeli schagaimans
Pembeli dengan ini berjanii dan mengikatkan divinya
sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli
dan menerima penyershan dari Pengewbang atas
sehidang Kavling vang dischutkan dalam Gambar
Kadaster dan PIPKK,

1.2, Peapembang dan Pembeli sepakat sstu sama lain

bahwa apabila Juas Kaviing yang dicantumban dalun
Gambar Kadaster dan PIPKEK, berbeds denpan lons
vang ditentukan dalem Serdipikat Tanah yang nudnh
dipecah  alas Kaoling, dimana  kelebihsn  alap
kekurangan Juss Kaviing terscbut Tebih dari T M° (atn

meier persegi), maks para pibak sepakat saty sama ladn

untek segera mengadakan perlhtungan satw terhadap
Tainnya sesuai deogan harga pada PIPKK dan segera
melunasi selisih harganya. Dalam hal ketebiban atan
kekurangan loas Kavling tersebut 1- M2 (sar meter
persepi) atae korang dart 1 M2 satn melor porsegd),
maka parz pihak sepskat sata sama lain nntek tdak

memperhitungkan komball Harga Jual Beli dan tidak -

skan saling mengadakan goghtanfturdutian,

1.3 Pengerbang dan Pembeli sepakat satu samm lsis,
babwa kelebibnn atae  kekurangan Inss schagainmns
tersobut dalam Pasal 1.2 di atas dibatasi sampsi deagan
10% {sepuinh persen) dad Inas vang iorcantmn dalam
PIPKK (sclanjstoya discbut "Batay Maksimam™),
Dalam hat. lerjadi kelebihan luas Kavling yang
melewati  Batas  Maksimum, maka  Pembeli
mempunyai pilihan untuk menerima dan membayar
kelebiban lvas Kavling tersebut atan mengajukan
peruskaran Kaviing senilai dengan nilai transaksi atan
mengajukan  pembatalan PPIB  dengan  mensrima
kembali selureh pembayatzn yang sudah dibayarkan,
Schaliknyn jika leradi kekurangan luss Kavling
malewarl Batas Mabsimum, maka Pembel Borbak
antok mengajukan penvkaran Kaviing senilat dengan
pilal transaksi atav mengajukan perbatalae PPIRB
dengan menerima kemball selnrah pembayaran yang
sudal: dibavarkarn

Al IEAAR A PR A NG TETP R L1 R T or

Pemindahan Hak...

Pagal 2
Faminan Pengowhang

Pengembang menfamin  kepbolingen Pembeli, bahwa
Kavling yang menisdi obyek dari PPJB ini adalah hak
Perngembang sepeuuhuys, tidek bomda dalam keaduan
sengheta, tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi yang
berwenang, dan Pengenibang membebaskan Pembeli dari
segala tuntutan yang timbul dikemudian hari.

£

3.2

33

- Pasal 3
Hargs

Peagembang dan Pembeli scpakal sate szaw lain
bahwa Harga Jual Bell atas Kaviipg adalah
sehagaimans tercaniu dalun PIPKK, untuk ssat ind
sarapai dengan dilanazinya seraos kewaithan-kewajiban
Pembeli tidak mengalami perabshan, kecuali @

Transaksi dilakukan dalarm roaw wang Dobay
Amerika Serikat dan terjadi pemnninan atas
mata vang Rupiah terhadap mata vang Dollar
Amerika Serikat tersebut scbagaimana diatur
pada ayat 3 passl ini terkecuali bilamana
ditentukan secara kKhusus pada FIPKK.

3.la

fejadi perbedaan Juas dari hasil perhibungia
seperti yang distur pada pasal 1.2 di atas,

teriadi kelortambaian pombangunan bangoman
sesuai pasal L7,

3.1

Pasaf 3.1 ind fidak beriakn bilamans ditentakan secar
khusus dalam PYPKIK.

Pembeli sepakat untuk membayar dan wajib melunasi
pajak pajak vang senmiata-mata raenjadi Kewajibannya,
termasuk namun tak terbalas pads Pajak Pertambahan
Nifal (PPN} dengan jumlah seria jadwal scbagaimana
tercantum dalam PIPKK.

Apabils dikemudian hari tedadi pepuronan alag vang
Rupiah terhadap uang Dollar Amerika Serikat dai kurs
satn Dollar Amerika Serikal vang fercanbhom pada
PJPKK, muaks selyrph  sisa pembavaran  yang
terbutang/masih menjadi kewajiban Pembeli kepada
Pengembang termasuk pajak-paisk nya akan dibitang
ulang dan disesuaikan deogan kurs {engah baru Bank
Indonesia yang beclake pada saat  pembayaran
dilaksanakon, Dalam  bal Bank  Indonesiz  tidak

, Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009
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4.1

4.2

43

34,

4.3

mmnetapkan kurs jeal, maka kurs yang dipergunakan

adalab kors jual rata-mis pada 2 {dus) Bauk Pemerinish

pada saat pembayaren dilaksanskan.

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembeli  telsh melunasi Booking Fee schigpimana
tercanfum  dalam  PYPKK  sehelum PRIB  ind
ditandatangani. Untuk pembayaran Hang Muoka dan
Risa Pembayaran dengan caza Tonal atay Tunai
Bertahap muka Pombell wajit membuka dan
menyerahkan Giro Bifye! atau Surat Perintah 7 Surat
Kuasa untak mendebit rekening dan atan ixbungsn

" milik Fembeli schanyak yang tercantum di PIPKK.

Semma  Giro Bilyet ataw Sural Perindak /7 Surat Kuasa
gk merdebit rekening dan atau tabungan yang
diseraldan olch Pembeli kopada Pengembang hang
diisi lengksp dengan data-data sebagai berikut antara
lain, tanpgal haras digesuailcan dengan Mnggal jatuh
tempo pembayaran, besarnya Giro Bilyet sesuai dongon
}m‘zﬁaﬁ yang wajih dibagar, nomor rekening harus diist
dicantumkan pada PIPKIK Pada hajaman
belakang Gire Bilyet / Surat Kuoasa / Surat Ferintzh
tersebut dilengkapl dengan data-data antars lain mama
pembell, nama falan, nomer kavling, nama produk dae
LCara Pemmbayaran.
mememehi

Dalam  hai  Pembeli tidak  dapat

kewajibannya scbagaimana tercantum pada pasal 4.1
aias dan atau terjadi perubshan perstoran gehingps

sarana pombayaran yaug ditstapkan dalin pasal 4.1 41
atas tidak dapal dilakesnakan, maka Peagembang
hgrhak menenmkan sarana pembayaran lainnyz,

Apabila Pesmbeli membayar Sisa Fembayaran dengan
menggunakan fasilitas kredit melalel Bank, maka Siss
Pembayaran lersebit akan diserablan langcung oleh
Bank kepada Penpembang pada saat jatuh tempn
pembayscan sebagaimana lercantvm dalam PIFEK
Uptuk hal ins Pembel harus meserbitkan “ingtrukst
pembayaran” yang tidak dapat ditarik kembali kepada
Bank dengan cara mentransfor vang secars olomatis ke
rekening Pengrmbang dan untuk peneritazan jumiah
wang tersebut Pengembang akan memberikan kwitansi
kepada Bank. .

Pembell dan Pengewmbang sepakal satu sama lain
bahwa untuk syahnya pembayaran harga tanah berikut
Pajak Yang timbul schubungan dengan PRIB yang
wajib dilskukan oleh Pewmbeli kepada Pengembang
hanss mengikuti tafacars sehagai benkot :

£ TR dow

PRI AS PRIB-

Pemindahan Hak...

31

3.2

53

4.5.d,

Fagm.# Tel ¥

| STEO040C | osioorol § 7
Lampiran 1 PEC
Halaman 2 darj

452 Pewbayaran dengan usng tanai dan bilyet gi

haras difakukan pada Kasir,
45356 Pembayaran dengen tramsfer ditginkan |
rekening back Pengembang sesuni PIPK
dan mengirimkan  copy  transfer  kepa
FPengembaoyg.
4.5¢  Pembayaran tersebnt pada hutir £.5a dan 4.5
baru dianggap telah diterima jika vang ya
dikliringkan / ditrangfer ada dananys dan tel;
masuk ke  dalam rkening Pengembax
selanjutnys Penpgembang zkan menerbitky
Lewitansi uniuk ftu,

Apabils pembayaran wang  dilakukan ok
Pembeli monyimpang dari cara-tara yar
. dimnaksud pada pasal 4.5, maka pembayars
tersebn bukan merpakan susiy perabayars:
yaug svah den oich karenanys meniadi resik.
dan tanggungjaweb Fembeli sepenulinya.

Pasal §
Penda Keterlambaian Pembayaran

Apabila Pembeld lidak selaksanakan kewajibanmg
untuk membayar tepat wakfs schagaimans tels
ditentukan dalam: PYPKK maka lews? dard tanggal fat
fempo pembayarzn, Pembeli akan dikenakan denc
sehesar 2% {dua permil) natuk setiap hari keterlambata
dihiting &ar jumlabh pembayaran yvang tulsh jatw
tempo, iaope  mengurasei hak  Pengemsban
sehagaimana tercantum dalam pasal 7.

Denda keterlambatan pembayaran tersebut 6i atas, hary
dibyayar oleh Pembedi seksbigos bersama-sams denga
jumiah pokek pembayaran yang teiah jatuh tempo.

Keterlambatan pembayaran olel  Pembeli denga
sepditinys dapat  mengakibathan  keterlambata
penyerahan Kavling kepada Pembeli- dati sencan
tanggal penyerahan yang telak ditentalran pada pasal
tan Pengembang dibebaskan darl segala tuntitan akibs’
keteriambatan serab terima tersebut, deagan tide.
mengurangi kewajiber pembayaran denda.

Pasal ¢
Pengatihan Hak

. Apabile  Pembeli iogin mengaiihkan A
memindshkan hak atas Kavling vang divrsiken pad:
Gambar Kadaster dan PIPKK kepada pihak ketig
sebelum  perandatanganan Aktn 3 al Beli (AJE

\wm Aot

, Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



B2

6.2

0.4,

dihadapan Peiabat Pembual Akta Tansh (FPAT), maka
untuk keperiuan tersebut Pembeli harus terdebib dabuin
mendapatkan  perseipjpan stosrs  ferinlis  dan
Pengembang,

Jika Pembeli membaysr Sisa  Pembayaran
menggunakan fasilitas kredit dari Bank | pembeli juga
hares mendapalkan persetujuan tertulis dari Bank
sebelum mengalihkan alauw memindabkan hak atas
Kavling kepada pihak ketiga dan apabilz antara
Pembeli dengan pihak Bauk timbul masalal, maka
Pengembang atas permictaan Bank bethak memblokir
; transakst ataz Kavling wm&m

Sega}a kak dan kewsifban dm Pombel vang timbal

‘berdasurkan PPIB beratih kepada dan yenisdi hek dan

kewaithan pihak keligs tersebut Pihisk ketizs haves
pula mengetabnl  menyetuint dan fundek kepada
ketentuan-ketentuan atay svarmb-syarat kepemililon dan
penpzunsan Kaviing ierselut schapaimana ditentukan
dalarn PPIB; untuk itv kelorkstan pibics ke‘izga
tersebul akan  dilegaskan dalam  susin pea;angm
tambahan/Addendum tersendin,

Dialam hal tegadi pengalihan hak terscbul, Pembeli
wajib membayar biaya administrasi sebesar 5% (lima
persen) dar harga beli ditaobah Pajak yang timbul
schnbungan dengan PRIYB, kecwali ditentukan lain
dalam PYPKK atzu kalsu peagafihen hak lerscbat
discbabkan karena warisan, peopaliban hak kepada

seambistd, pengaliban hak kepade orangtoa/anak,”

raaka Pembell dibecbaskan dari biays administrasi
tersebiit. Khusus opeink  pengalithae  hak  vung
dibebaskan dari biaya adminictast terscbut hanya dapat
dilakekan satu kali ssia,

. PPJIB ini fidak akan beoaldir karens salah satu pihak

meninggal dunia atsn dilikwidic, Dalam ksl Pembeli
meninggal duniz Scdangkan kewajiban sebagaimana
ditelapkan dalam PIPKK belum selosai dilaksanakan
selorvhmya, maka dalam hal demilian segala hak dan
kewajiban Pembeli diteruskan oleh  para  ahli
wvarisnya, dan dalam jangka wakiu 60 (cnam puluk)
hiari terhitang sefak meninggaboya, para ahii warisnya
yang sab haros menunfuk satah sate ahi wars wniok
meswakili pars abli waris yang lain untok meoeruskan
hak dan kewsjiban menurut kukem berdasarken PEIB
dan  atas dasar bulti-bulzl vang ada  sepem
memberiiahukan kepada Pengembang,

Apsbila pada saat skan terjadi pumdndahan hak den
kewahban  tersebut 4i  atas  masih  mempunyai
tunggakan berupa apapun iuga kenads Pengsmbang
dan atau Pengelola, maka inggakan terssbut wajib
terlehih dahnls dilenasi.

HAC sprumn PP TEOMARAS-FPIE-AR NP IRWPEIA-LP )R T a0 %

Paraf ...~ Wl ‘.
/

Form. & Tel R
SLE-684C 1 D8/90/01

Lampiran [l P?JB
Halamar 3 dari B

87, Segala Ixban das bipa vase mungkin tmbul
bedenean deagan pemindahan juk dan kewsiban ini

menjadi beban dan dipikad oleh Pembeli / bl waris
atau pihak ketiga,

Fasal 7
Permutusan Ferjanjian

71 Pengembang berhiak untuk setiap saat memutuskan,
FPPIB scoara sepibak, bordasathan aIasan-alasan scbagai
berikut t

7.ia Pembel lhalasi uniok  mememehi  kewajiban
pembayaran sebagaimans diater dan ditentukan
dalam PIPKK dan kelslalan i bedangsung
terus sefarna 7 {uinh) bard berturat-tundt terhitong
scizk saal kewzjiban pembayaran jainh oo,
dimana lowatnyas wakie saja sudah
bukti yang cukun akan kelzlaian Pembell {anpa
diperlukan susty surat peringatan secara rosmi
atan surat latn yang serupa dengan itw, kecmati
ditentakan lain pada PIPKE.

7.1.b., Pembeli yang mengpgunakan fasilitas kredit dard
Bank wajit suengorus sendini kepada Bapk agar
pencairan Kredit tidak melewst tanggal jatoh
kmpe  Siss Pewbayaran.  Kelerlambatan
pergairan kredit tersedat yang mengaldhatkan
kelerlambatan Sisa ?mbayam sehasmimaha
dicantunkan pada PIPKK ini mergpakas bukts
yang cukup kelalaizn Pembel tanpa diperinkan
suaty sural perinfatan secara resmi-alan mupat
fain yang serupa dongan ia '

7.1.c. Pombeli baik atas permohonan senditi slzw atas
permohonan gihak lain dinyatzkan - padit atag
dltaryh di bawah pengampuan  (curmtcly) dan
masth ada  sise  kewajibeanya. l:q:ada
Pengembang dan Peagelola, -

7.1.d4. Perabeli meninggal dunia dan dalam jangka
waktn 60 Conan puloh) han  seiake saat
meninggalnys, para  ahli varisnya- tidak
mematuhi kewndiban scbagsimana dﬁezmzkzn
datar Pasal 6 ayet 5 dimana dengan lewatnya
waldy 60 (enam puluh) bhari terhitmg sejsk
1anggal meninggal donis, wézhmmpamm
yang cukup akan ketidek sanggupen pama abH
waris melarjutkan kewajiban bukum sepanjang
masih  ada kzvmzbm&mﬁban yang hsimg
dipenuhi olch Pembeli k,cpaﬁa Pengembang dan
Peapelola.

N
\‘})’J Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



7.2

7.3

7.1e Seluruh atan salah salu kegistem Pembeli
ditwbarkan dan/atan kekayaannya disita, dlambil
alik atau dikenakan tindakan lain olch Pengadilan
dan/atsu Instansi Pemerintah  lsinnys dom
Pembeli tidak mampa mengambil Gndakane
tindakan untuk mengamankan kepentingan
Pengembang dalam waktu 14 (empat belas) har
lerhitung  sejak adanya pembubaran, pensitaan,
penrgambil aliban atav  pengenaan lindakan
hinnya tersebut o atas, sepamjang mesib ada
kewajiban-kewajiban yang harus dipeouhi oleh
- Pembeli kepada Pesgerabang dan Peagelola
H
1.5 f Pembell tidak meomenuhi kewajiban da/atan
“melapgpar salsh saty kemwslusn vang
tercamdomn dalam PRIB ini, antera lain vamg
berkenaan dongan Retentuan yang diater dalam
pasal 107 dan pasal 13,5,

Pengembang dalam rangka melaksanakan haknya untuk
memutuskan  PPJE, cukup dengan mengiritakan
pemberitahnan terulis kepada Pembeli.

Akibat dat pomstusas PPIB oleh Pengembang, maka
Baoldup Fee dun Uang Mula yang telah dibayar oleh
Pembeli, seria ditambah 10% {(sepuluh pemsen) dari
Hargz head Beli Gecuall diterukan lain pada BIPKED
dam Pajak yeng timbul sehubuagan dengen PPIR
antara lain PPN yang telah diselorkan ke Kas Negara
tidak dapat dikembalikan kopada Pembell, sedangkan

sisanya akan dikembalikan sefelah Kavling terscbut -

terjual  kepada pihak lzin. Pengembong fidak
berkewajiban untuk memberikan bukt  penyetoran
pajak-pajak tersebus,

74 Kavling yang wmenjadi obysk dari PPIB  ind tetep

735

merapakan milik Pengembang sepenubinya dan oleh
karenanya Pemrhelt waiil potuk menyembkannys dalam
keadaan kasong sohunbat-lambatnya dalam waktn 14
{cmpatbclas) bhari terhiming sejak hari das mnggal
PPJB menjadi batal, nnpy kewaliban dart Pengemdbang
untuk membayar gantl regl dalam bentik apapan

Pembeli berbak untuk memutuskan PPJB  sccara
sepihak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikmt ©

7.5a Peogembong  Jalai  untuk  memenuhi
kewajibannya meryerahkan Kaviing
sebagaimwana  difentukan  dalam PIPKE,

seddongkan Pembeli elah memenubi selursh
kewalibannya

7.5b. Pengeombang baik a(as permohonan seadin atap

atzs permichonan pibak lain dinyatakan pailit

L

TACamman PPTEANAL RIB- A WP L g R ) oy,

Pemindahan Hak...

7.6.

L

18

8.1

8.2,

Form # Tel
SLEDD4C | O&/0901

Lampiran III

yang belum dipenubi
75.c
schagaimans dimaksod pada pasal 1.3 FRJIB ini,

Pemnbeli dalam rangka melaksanakan haknya untok
memutuskan  PPIB,  dengan  terlebih  daholw
menyampaikan pemberitalioan secara tertulis kepada
Pengembang,

Akibat dan pemntusan PPIB olch Pembell sehagnimana
iercantum dalam pasal 7.5 wrsebut di atas, maks soivruh
penbayaran seniial Havpa Jual Beli yang telah dibayar
olgh Pembeli kepads Pengembang ghan dikembalikan
kepada Pembeli, dobun waktu paling lambat 14

{ompatbelas) hari ketjn terhifung sgak  pemutusan

dilaksanakan, dengan  dianda Surat
Permyataan Pembatalan PPJB, dan Pembeli i¢lah
menyerahkan kembali kepada Pengembang selurub

dokumen-dokumen  yang asi dan  bukti-bukdi
pembayaran  asli  yang  ielah  diletbitkan eleh
Peagembang.

Para pthak dengan ind sefvin bzhwae pemutusan secara
sepihak inf fanpn dipstiokas campar langan Haldm
Pengadilan Wegerl dan karenanya pata pthak dengan inl
seeara fogas melopaskan ketenuasn-ketentvan yang
diatur dalam pasalpasal 1285, 1266 dan 1267 Kitab
Undang-{indang Hukuns Pecdata.

Pasal 8
Penyerahan Kavling

Kavling akan disergbkan Pepgembaung  kepade
Pembell sesuat dengan wakte yang ditentokan pada
PIPKK dengan  Letentuan Pombelt telah melunast
sclumah pembayaran dac/stap melaksanakas segals
kewsithanmya, sesusl dengsn waldn dan jumish yang
telah ditetapkan dalam PPIB dap Lampirannays beserta
surat-surat, denda<denda/sanksi (bilamana ada).

jika Pengembang lalai uniuk menyerahkan Kavling
kepada Pembeli keonali karena hal-bal  yang
discbabkan oleh stan tegadinya Force Majewrc
sehapaimana vang dimaksud pada ayat 3 pasal ind pada
wakiu vang felab ditentokan, mzka Pengembang
diwajibkan untuk membayar deuda keterlambatan
penvershan tersebut sebesar 2% (Jua permil} per hari,
yang diperiitungkan dard sisa pekedaan yang belam
terselesaikan untuk ketseiambatan penyerahan Kavilng
terssbut, sepanjang ketentosn-ketentuan pasal 8.1 tzlak
dipennhi cleh Pembeli, Untmk pelsksanaan denda

, Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009
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tersebut 'Pemizeii‘ memberikan tenggang wakiu mulal
berlakunys denda  tersebul  selama  scbagaimana
gisshntkan datam PIPKK,

. Apsdbila terjadi keadasn memaksa {force wajeure)
antara lain horu<mrs, perang, pemomskan bupah,
kebakaran, kelangkaan bahan bakm, banjir, bencana
alam dén keindian lainnys vang tidak dapat dikeasas
manusia  dans” peraturan-peraturan [ kebijaksanazn
Pernenntah, yang dapat mengzkibatkan keterlambaian
penyerahan  Ravling muaka Pembelt tidak dapst
menenit penbayaran denda atag gantd yugi atau biaya
kepada Pengembuaang, 3

. Palam waktn 2 (dua) minggu sebelum ditakakan serah
terirma Kaviing, Pengembang akan memberitabukan
gecara terutis kepada Pembelt vatuk datang ke tesapat
dan pada harl zeria tanpeal vang akan diientkan
kemudian sleh Pengenmbang, untuk menandmangsm
Berita Acarg Sersh Terdma (BASTY. Apabila daiam
janpka wakiu 10 {sepuinh) hart terhitung sejak langgal
serah terima yang diclapkan dalam sndangan ataw
vang ditertukan lain dalam PIPEK, Pembeli tidak
datang  dan belum berkchendak wntuk menerima
Kavling tersgbul, maka dengan lewatnyn wakitn saja
sudak  menjsdi bukti bagl Pemgembasg, bahwa
Pembedi  disnggap iclah menpciima dengan baik
Kaviing lersebul dan bilamoang teriadi hal demikian,
maka Pembel dengan ind memberd kuasa sepenchnys
kepada Pengembamg untuk berindak atas nama
Pembeli menznda-tangani ~ semua  dokumen. yang
berhubungan dengan serab tenma Kaviing tersebul,
dengan  demikion Pengembang (wlah  memenuhi
kewaiiban untek  menysrabkan Kaviing, zeldngpa
Pembell harus membayar lunas segals kewajiban
keuangan vang masih terhutang lermasuk  dends
dan/saniced sdmanisirasi (bila ada) dan segala pekogiann
tambaban den biavabiaya vang disebut dalam Pasal
8.5, dan seiak saal itn segala restks dan tanggung jaswab
atas Kavling  tersehbit menjadi beban dwn langgung
Jawab Pembett sepenuhaya.

Terhitung sejok tamggal sorah lecma ataw tanggal
dianggap serah terima Kaviing dilakukan, maks Faran
Pengelolaan dan Kesmanan Linglomgen {IPKL),
ran-mean latanya das pajak-pajul ates Kavling
tersebl wajth dibayar oleh Pembeli semal dengan
tagiban ysng dikirim Pengembang dan stau Pengelola
aaupun pemeriniah,

At FPTIN ARAS- PRS- SpRE R KPR, e

2.1

Fonn.# Tel -4
SLE-D04C_| BG/09/01 | 7
Lanpivan JH PPIR
Halaman 5 dari §

Fasal 2
Pemehbaraan dan Pesgamanan

Dengan dilalakannya scrah terima Koawling sesaal
keterstuan pasal £ di afas, maks segala tanggung jawab
untuk memelihars dan menfaga Kavling menjadi tugas
dan tanggung jawab Pembeli sepembrya,

9.2. Pembeli mengerli dan setufn bahwa membeli Kaviing di

2.3

Kawasan bersrti  mempunyat  kewaliban  unfuk
berpartisipast memelihara dan mengamankan Bngkuscan
Kawasan, putuk im  Pembell  memberi  kuasa
sepeanhnya yang tidak dapat dicabut kembali kepada
Pengembang uniuk melaksanakan pemelihaman dan
pengamanan lingiungan, baik dilakukas langsung oleh
Pengembang astsn dilakukan oleh Pengelola yang
ditunjuk oleh Pengembang

Sehubungan denpgan pasal 2.2 di alas Pembeli =ajib
membayar TR sebesar vang  ditetapkar  oleh
Pengelsla dan telah disetuiut cleh Pengembang, setiay
bulannya terhitung  sejak Fanggal Serab Tarima
dengan ketentuss IPEL sewakmo-wakin dapat bonsbah
dengan pembesitabuan secara tertudis tsriobih dobubs daz
Penpelola serta felah disetujid olch Peapgembang
selambat-lambateya 1 (satw)  bulan sebelam
diveriskulon

Pasal 18 |
Bangunan 4i atas Kavliog

.5 Rancang fdesain] dari bangunan-bangunan di atas
Kavling wajib mengiooti kelentuan-ketentuan POP.
10.2. Pembeli dalam  melaksanakan  pembangunan

bangman juga waiib mniak mengadaken kourdinasi
dengan Pengembang dan atan Pengelsla dalam
mendapatkan ijin, dan mentaati semwa tata ferlid
yang berlaku di Kawasan,

183,  Pembeli sudah haros mnlat meadivikan banganan &i

atas Kaviing tersebnl sesuai deagan desain yang
ielah disetuivi oleh Peogerabang dan stay Pengelola
selambut-lambainyas  pada  bulan  sesual  yang
tercantam pada PIFEK,

10.4. Apabila terjadi pengaliban hak, maka jangke waku

sehagaimeam diuraikan pada pasal 10 ayal 3 i alas
tetap  berlaly  dan wajib  dilaksanakan  oleh
penggantinya tanpa keonali,

1.5 Pembangonan bangonan lersebut dilaksanakon sleh

Pembeli atay konteaktor yang ditanjuk oleh Pembeli
gan Pembeli wijib aatuk :

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009
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10.6.

167,

HAC

1.5,

10.5.amembayar segala biaya-biaya dan pajak-pajak
dalam bentuk apapun yang timbo! sehubungan
dengan pembangunan bangunan sersehut.

memberikan laporan kepada Pengembang dan
atan  Pengeloda mengeaai  perkembangan
pembangunan sesuat poraturan pemerintah dan
PDP,

Kontraktor tersebut barss momatuhi peraturan

pembangunan  banguean i Kawasan  seportd
fecantum pada POP, dan Pespembang dan ateu
Pengelols harhak memberikan peringatan, bilamana

konualdor tersebut ddak  mwematuhi peratoran-
peraturan  dimaksad,  Apsbila selciah  ditesur

sebanyak 2 {dual kali oleh Pengembaog dan atau
Peogelols ternyats teguran terselan tidak dipatuhbi,
maka Pemdeli hars mengemtannys denpan
kontraldor yang bara,

Pengembang bersedia untuk membanty Pembeli

undnk mendapatkan arsitel, persncana ifin dan
kontrakios, yang dapat melaksanakan pembangunan
Pangunan sesual peratursn pembangunan banpman
yang diberlakukan & Kawasan dongan fee dan
biaya yang skan dibicarakan tersendiri,

Pembeli dan atan konteaktor yang ditunjnk wajib
untek memelihara kebersiban dan keletiban selama
masa pembangunan bangunan di atag Kaviing secara
keseluruhan dengan baik. Bilamana terjadi kerusakan
atas material-material yaog terdapat ditempat-lempat
aau  bagian  pekerjaan pembangonan  bangnnan
tergebot,  Pembeli  diwajibksn  memperbaikinya
dengan segera tanpa ditunda.

Dalamy  hal Pewbeli  belmm  fuga  mombangun
hangusan di stas cetelah loswat wakdo vang ditentokan

pada PIFKK, maka

1008 Semua biaya-binys denatau rosikogesike
vang tmbyl dard Perataman Pemerinish,
sepenulmys ditangmung oleh Pambell,

10.75 Pengembavg berhok meninfao kesshali

hargs teoah baik dongan monghapuskan

discount yeag foreantum pada PIPKK
mautn disesuaikan dengan harga fnal

Penpembang yang tesakhir di Haglongan

jarsebut #an  pemmlusan PP

schagaimana distur dalam pasal 7, kecuah
ditentaian kain dalasn PIPEKEK.

PR IARI R Y e

111

112

113

11.4.

115,

12.L

Forys ¢ Tl i
SLE00A0 | O&O8A] 1
Lampiran HI PPJIB
Haloman 6 dari 8

Pagat 11
Ketenhran-Keteotoan Lain

Unbok mewyjudkan Hnghungan Kawasan yang
bersih, terth, indah serla aman, maka pada saat
renanda {angaran PPIB Pembeli  bersedia dan
wajib  menandatangant  Kontrak  femtang
Pelaksanan Tata Tertib di Kawassan (Kontrak
Tatih).

Pembel waiih dan iorkal usluk menggunakan
tanah sexual dengan tujuan peruntokannys seperti
yang disebut di Gamhar Kadaster, Sogala akibat
yang timbul kareas pengennnan vane Udak sesasd
dengan fujuan don perunikannyg lersebot, meniadi
resike dan tanggongan Pembeli sondird, Sehubungan
dengan penggunaan Kaviing, Pembell mengilat din
akan mematohd ketentuan-ketontonn atan peratur-
peraturan  pemgrintah  dan 7 stau peraturan
lingkangan dan perstoreneperatoran 7 kelentuan.
ketentuan dayi Penpembung dan stau Pengelola,
diantaranya ictapi lidak tefbatas pada keterthan
nmum, kesusilaan dan kzamanan goria keborsihan,

Pemheli denpgan ini menyeiuisi Pengembang dan
atau Pemgelola untok sewakio-wakmn melakokan
pervhahan nama proyek dan /7 atan nama jakan
dimana Kavling berada, tanpa diperinkan ijin dan /
atau perseinjusn lerichih dabubs dari Pembeli.
Perubahan mana dilakukan  dengan
pemberilahuan  oleh  Pengembang  dan  alac
Pecogelola kepada Pembeli, ‘

Palam hal Pewbeli  melakukan  perubaban,
pengurangan, pecambalian atas banguean, maka
Pembeli wajib teltap mengikutt ketentoan yang
tercantimn dalam PRI,

Ketentuan-kelenhian.  scbageimana  yang  diatur
datam pasal 5, pasal 11,1, pasal 11.2 dan pasal 11,3
tetap berlaka dan mengikst Pewbell stay penenima
haknys, schalipua telah  dilgkukan AJR dan
Bertipikat Tanah twiah {orcatal otns pams Pernbielh

Pasal 12
Pajai-Paiak dan Blava-Biaya

Terhitung sgjak tangeai PPIB segals paink, IPKYL,
turan-furan dan beban lain yang terhotang antars Iain
tapi tidek terbatas pada Pajak Bumi dan Bangonan
untuk fahun berjalan, Pajak Perfassbahan Nila
Harang Mewah (PP-BM) dan Pajakepaick seria
beban-beban lain yang dipungut oleh pibak berwajib,
batie yang sckarang ads maupun yang akan ads
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123

7

12.4.

131,

dikernudian hari selurahnya menjadi beban dan
tanggungan Pembeli.

Jika olek soatn perstueag atay keadsan tertent,
suate pajak, fuan atan bisya yung menjadi
tanggungan Pembeli tetap! karena alesan kboms
diminta oleh pemerintah 7 instansd ferienty untuk
dibayar terlebih dabudu olch Pengembuny dan atay
Pengelols, maks Fembeli bodewsiiban  unik
membaver kemball pombavamo forsebut  sesuad
tagihan yang disjukan,

Bisya-biaya yang Bmbol schobusgan dengan jual .

bell aias Kaviing dued Peogembang kepada
Pembell, termasuk alen telapt tidel terbatas sada
bisya pembaatan AJB 4 badapan PPAT, biava-hinyg

untuk pemscabac soodipikat dan kepentingan balik

nama sertipilst serta Blasabiaya ladonve meniadi
belan dan langeuagan Pembeli

Selama Pembeli behom  membaysy  biava-biaya
sehagaimana ditentukan pada ayat 1 s/d 3 distas

- maka Pengembang dopat memnnda serali terima

Kavliag, pelaksasaan AYB, penyeraban sertipikat dli
sampat Pembeli menyelesaikan kowajibarnya dan
Penpembang dibebaskan daci resiko dan tanggung
Jjawab atas penndaan tersebhut,

Pagal 13
Penanda Tanganan Akia Jual Beli:

Pengembang dag Pembell sepakat sate sama lain
batiwa para pihak  sken  melangsungkan  dan
menandatangani AIB mengenal Kavling di hadapan
PPAT yang diturduk Pengembang, dslam hal iolah
dipenuhi aspek-aspek scbapal bevikut:

13.1a Pembell twlsh melenest pembayaran
sehagaimans  iclah  dilentuken  dolam
PIPKK dan Kelentuan-ketenlonn das
Syarat syarat PPIB

13.1b. Pembeli felah menandaangani BAST

dengan  Pengembang  schagalmana

dimaksnd dalam pasal 8.4 dan tidek ada

tustutan  apapon, atas  Kavling  vang

dissrahkan rsebui,

13.1.c. Pembeli telzh  memenshi  ¢elurudh

persyaratan/peratucan yaog ditetapkan olsh

Pemerintal,

e A, Y

HAC e MR IR TR AR BN L P ) e
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13.4,

13.5.

' terhitung

Foren i Tl R
SLE-ODAL | 06/ |

Lampixan I} PRB
Halaman 7 daxi 8

13.1.d. Pembeli jelah selesal membangon sesvai

dengan peruntukaunya dan  mengilonti
sehuruh ketentuan pada POP,

13.Le. Sertipikat Tapak kb diperoleh dan
iercatat atas nama Pengembang,

Peagembanyg akan memberihalum secars tortuldis
kepada PembeR untuk datang kelesmpat peds hart
dan tangpal veng akan ditentukan oleh Pengembany
untok mmazzdaimgam AJB di hadspan PPAT
tersebut
H H

Segera setelah dilakukan pesandatangaman AJH &
hadspan PPAT, mmka skan difalokan proses
pemecatun Sertipikat Induk dap atav Balik Nama
Sertipikat menjadi 3493 nama Pembelt

Bila Pembeli melungsi Sisa Pembayaran dengan
menggunakan fasifitas krodit dark Bank, maka pada
zaat pelaksanaan AJB  dihsdapan PPAT,
dilaksanakan juga penands tangandn Sural Kuasa
Membebankan Hak Tangzungan ("SKMHET) dan
atau Akta Pernberian Hak Fanggungan (APHT) serta
dokumen lain vang diperdukan,  Selanfutnya
Pengembang akan menyerahkan selumb  asli
dokumen sehubungan dengan jual beli fersebut
sebagai jaminan kepada Bank.

Apabila dalam jangka wakiu 15 (Hmabelasy hari
sejak - tangpal  yang  ditentokan
Pengembang vaimk pelsksangan penands faoganan
AJB dihadapan PPAT, Pembeli tidak dapat hadix
atay mengtug wakilkuasanya dan tidak memberi
Yabar wntek wemndatangani AJB tersebut, maks
Pengembang zkan  {fetapi tdek berkewajiban)

mengirimkan pemberitalamn kedua secars teinlis
kepada Pewbeli. Bilamann dalam jangka wakw 15
dimshelasy hari perpaniaogan  {orhitmg  dan
pemberifahnan yang kedua} temselnt Pexabelt tetap
sidak melaksanakan kowabanya, meka Penbell
setaju dan memberikan kussa sepenuhrys kepada
Pengembang, dan merupakan hak Pengembang
unfok mengpunskannys atan tdak menggaoakan,
unfok memilih sendin salnh sat df antars ndakan
hulum schagai borikut

135.5.3, Pengembang berlindak untuk dan atag
nama Pembeli menandutangand AJS sexta
melskukan ssgala tindekan hulum yang
giperlukan wntuk melaksanakan pesnanda
tanganan AJFB fersebut,

Pengembang melaksanakan haknya untuk
memuiuskan  PPIB secara  sepihak

13.5b.

, Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



sehapaimana diptor dan ditergukan dalsm
Pasal 7 ayat 1.£ tergebut di atas,

Bisva-biayz yang timbul sehubungan dengan ketenhan
pasal 13.5.a dap 13.5.b sepenuhnya menjadi anggung
jawab dan walib dibeyar pleh Pembeli.

13,6, Sebhapaimana dischuikan dalwm pasal 115 di ates,
mraka pada saat penandatanganan AYB, Pembeli wajib
mehandatangani Kesepakalan Boesamz, yang mana
para pilak sctujn bahwa walanpun para pihak felah
memenuhi kewaiibannys dalzrs PPYB iai dan telah
~menandafanpani AJB, kelentuan-keteniuan dslam
pasal-pasal PPIR yang tdok distur dalam AYH 1etap
herlakn dan mengikat para pitak

Fasal 14
Perubahan Alamat

Serwa suma! antuk Pembeli akan disampaikas di alamat
sepertt vang tercantum pada PPIB dan jika tedgadi perubahan
#lamat karen Pembeli pindsh ketempat iais, maka
selambat-tarabatnya 7 (nemb) hari sejak kepindahasnys
texsebut Pembeli  harus  memberitshukan  kepada
Pengembany alamat baraomya, Apsbila Pembell Inlai
megsherttahukan alamat bare ssbagaimana dister dalam
keteritpan ni, maka serana akibat yasg mongkis dimbul dan
menigikan ditangpung seponuhya ofeh Pesbeli.

: Pasa} 15.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Hka tegadi perselisiian, porbedaan  pendapal msupua
sengheln yang tmbul dizrdara pava pihak mengens PRYB
berilnt semua lampirannya dengsn segala akdbat dan
pelaksanasnnye, maka para pihsk akan menyelesailian secara
musyawareh uatuk mencapai mufaket. Jika penyelesaian
secara musyawargh tidak tercapal, maks para pihak sepakat
vtk memilh penyelssaiannya melaiul Badan Arbitrase
Masional Indonesis (BANI, dan putssan dari BANI adafah
bersifar fina! dan mempunys kekvatan huokom @elep dan
mengikat para pibak

Pasal 16
Pengganti Hak

PPIB ini tidak borakhir dengan meninggainya atau bubarsys
safah saty pihak dalam PRIB ini, 2kan tetapi diteruskan dan
beraiih kepada ahli warls, para pensrus ek dan stan
pengganti hak dari korhua belgh pikak

FEAE AN SRR AT TN PO LR LR T ot

Formn. 2 T

SLS-D94C | Q54901
Lamnpizan I #F
Halamas 8 dari

Pasal 17
Knasa

Pengembang despan ind menerangkon menerdma kuaga-
kpass torsebat dalans PPJB beriicwt sclurah Lampiranaya,
kuasa-kussa terschut merupakan bagian yang penting dan
{idak terpisabkan, dari dan karemanyz menjadi kesatvan
denpan, PPIR ind, yang tanpa adanya kuasa-kuass tersedat,
PPJE ini tidak skan dibaat. Kusss-kaase tossebd tidak skan
berakhir karepa sebab-sehsb yang lercanturn dalam. pasal
1813 Kitab Undang.-Undang Hukom Perdata dan £ atas
perataran-peraturan Iainnya yang beriske,

L 1

000
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PEDOMAN DESAIN DAN PEMBANGUNAN (PDP)

Selamat Datang di Lippo Karawaci

Merupakan cita-cita Pengembang di kawasan Lippo Karawaci membangan sust komunitas yang memponyai perencanazn
hangunan Hunian berkcuabitas tingph dalam arti mempunyal keserasian desain antars bangenan dog lingkungan serfa menyaty
dengan bangunay fain di sekelilingnya schinpgs kawssan Lippe Karawned di keoudiaa hard menjadi suate kotz bare yang
indah, nyaman, tertib, aman dan menjadi fempat tinggal idaran bagt setiap keluwargn dan tempat wsaha yang menyenangkan

bagi konsumen dan pengusaka

Tujuan PDP inj adalah untuk aremberikan petunjuk dan panduan kepada Pembeti, Peaghani, koasultan dan kontrakios yang
2kan membanty Pembeli dalam merencanakan dan evembangun serte merenovasi baagunas 41 alas KavBing,

{si PDP ini dibuat PT. Lippo Karaweci Thk beserta anak porusabasnnys schagal Peagumbang di dalam Kaxwasan uatyk
memmastikan bahiwa seluruh bangunan i Kawasas meskipun beragam pamun ietap trencsna dengan badk, Mm;m fingei
dan harmonis fanpa monpuranpi kecatifitas sefiap Individe dalam mengembanpkas keelkter swsiopemasing desain

Bangenannya.
POFP ini dibust unlek berlake secars vmum disclurch Kawasan, schingpa ada beboraps ketontuan yang kwrang relevan/tidak
purlaka disuatn Koawssan semata-mats Rarcna ada perbedass ketersedinan den jenis infosirokiur sera uiilias yang
dibanganftersedia. )

+ 5
Adginh penting dan menjadi kewsjiban bagl semuu pilink untak wmendukang PP jul sebioges menizmin rifel lnvestast 41
Kawasan Sspat fenis berkembang,

¢DF ini dibuat dengan memperhatilan pemmm Peoiecintah yang add schinzgs Fengembaog, b«kzym akin enendapat
dukungan penvh dird Pmmn%aﬁ&mﬁ iamanya l"ﬁ? ini ook semun ;}'i‘t&k yxz:g tc:tkaat. i

fSE B halzman

PENGANTAR : t
L PRA-PEMBANGUNAN 2-3
) LI Kewaiiban Fembelf
I:2 Persyarstan Teknis
a GSB/AKDB/KLB/DCKUPagar .
b Utilitas (Lisurid/Aid/LimbaliTelchsmunilasi dan TV)
¢. Kriteria Bangunan ;
d. Persyaratan Teknis Lainnya - '
1.3 Perizinan dan Penyambungan Utilitas (Persyaratan Now-Telnis)
Syarat Persetujuan Gembar Rencana -
Syarat Memperoteh Izin Mendirikan Bangunan {IMB)
Syarat Penyambungan Listrik
Syarat Penyambunpan Utililas Lsunnya

apmp

il SELAMA PEMBANGUNAN ! §-10
£t Kebersihan ;
_ 2 Kebuighan thilitas Sementara
- b, RKebersihan Lokasi, Kenusakan Sarana dan Prasarana
. Pembuangan Alr Limbah
d. Angkuien Bakan Bangonum
c. Bedeng Keniraktor dan Kundia
i.2. eamanan
i1.3. Ketentuan Lainnya Sslams Mombungon
a.  Papan Proyek Semeatira
b. Pertzmanan
€. Pembuanpan Sampak Bangunan
HE LANGKAH KERIA
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. PRA-PEMBANGUNAN

.1 Kewsjiban Pembeli

Sebetur smulai membangun, Pembeli berkewsjiban untuk
1. Menandmangaal PPIB don menyelesaikan segals tunggekan yang terfadi kepada Pengembang.
2, Sudsh mempunyai BAST dari Pengembang, tidak ada tunpgakan dan bebas dari tuntutan dolas bentuk apapun.

3. Mendapatkan persetujusn Komile Pengawas Bangunan yang anggotanya ditetapken sleh Fengembang stas gambar
rencana hangunan yang akan dilbsngun dan reemelal prmbangunannya pada wakws yang ditetapkon dalam PPIB.

4. Mendogatkan fzin Mendirikan Bangunan (IMB} dan persetujuan penyarabungan utilitas atas beban Pembeit,

5. Melonast TPKL yang jath tempo sepesti yang tercantum dalam pusal 9 Ketentuan-Ketentuan dap Syarat-
Syarat PPJB.

6. Menitipkan sejumleh vang jaminan yang besamya ditetaphan oich Pengelola yang ditunjuk oieh Pengembang.
Jomiah g tersebut zken dimasukkan ke rekening lak berbunga mijik Pengelels, scbagal jarminan bahwa
kantraktor stan sub-kontrakior mentaati peraturas gan POP selama prmbangzunan.

Apabila Pembelifkentrakior melanggar peraturan dan PDE vang tela ditentukan, maka Penyelola dapat maneiong
lsngsung semua bizya uptuk perbaikan afsu ponggantias Xergsskan pada sarama dan toman di lear Kavling serta
prmbecsihan jalan, perbaiban jalan dan selokan. Jika biaya perbaiken kerusakan fersebit lebih besar daripads jumlah
jaminan, maka Pembeli dalam waktu tajsh {7) hari setelah ade pemberitabusan darl Peogelols svaiib melonasi
kekurangsnmya,  Bila ads kelebiban, sisu nang akan dikembalikan pada sunt pekedfaan telah seiessi.  Penilaian
kerusakon dan biaya untwk perbaiken mutlak mensaruf kebijaksanaan Pengelola.

1.2, Persysratan Teknis = -

.22, GRB/HKDBR/KLB/ DOKYU / Pagar

Pengernbang sangal romperhatikan keharmonisan antars bangunan dengan Bingkunigan sckitamya schinggs dajam
mendesain basgunan periu diteraplas ketentuan-ketentyan seperti @ Garis Sempadan Banganan (GSB), Keefisten
D3asar Bangunse {KDB) Koefisien Lups Baagupsn (K1.8), Doerah Cadangan untuk Kepentingan Usmum (DCRU}
dan pagar priubatas. Selain itu, perls diperhatikan juga keserasian antara bahian stap, bahan dan warss bangunan, jlan
masuk Kavling (drivewsy} dan hal-hal lain yang menyanghet otititss uminn sepert! saluran alr bersih, adc kotor dan
fimbal, serta pelayanan telekomunikasi das felevisi, termasuk sogi pengaturan pertamanan dan pansmpatan papan
nomor danfatau nama Muniaa, sangat peniing wduk menunjang pembenlukan ciri serta nilai dari komanits di
Kawasan.

i.  Garlks Sempedon Baogunan (GSH}

GEB adalab ganis bates dart dinding bangusen terluar yang boleh didirikan 4 Kavling hunian rersebug dan dapat
dilihet padd Gamber Kadaster vang dilstmpirkan dalam PPJ8. G5B dientukan aich Pengembang,

2. Keefisien Basar Bungunen {KDB}

KD8 menvajukan luas daser {(footprint) bangunan msksimun yang boleh dibangun dibanding luas Kavling. KDB
siddnl boleh melebiBi rasio maksimum vang diperboiebkan seperti terfihat pada gambar kadaster yang terlampsir

4w R FENGAFRIRLPE L oy
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- dalem PPIB. Parsenlase KDB berheds mczmrut tokast, luas dan bentuk kapling skan ditentukan didalom Geambar -

Kadusier gleh Progembang.
Xaeﬁﬁm Luny Banpunan (KLE)

KLB menunjukkan luas keseluruhan bangunan makstmum yang belch dibangun dibanding fuas tanah, KL tidak
bolsh melehili standar yang ditenitukan gleh Pengembang, rasio KLB berbeda menurut fokasi, luss dan bentuk
Kaviing yang terlihat pada Gamber Kndaster yang terlampir dafam PPIB.

Daeral Cadangan untuk Kepentingan Urnem (DUKLR

Pengembang berhisk untuk menstapkes paksimuny 13 meter jarak bebas bangiman yeng terdepat pads sepanjang
bates belakang atau depan sebogal cadwngan julur wiilitas. Hoberapa kapling akan mempunyai. dek kontrol
- {inspection Chamber = IC} berukuran maksimum 900 mrs x 900 mm dalam DCKA ok, yang harus dapat dicapai
alch Peagemibang den/atiu Pesgeloln dan’atau pejabat Preacrintah yang borwenzng, guna pecmelihamay sistem
wrsebut.  Bilamsena saluras foschut memeriuken porbaikan, maks Pestheli harss mmgzzmlwl :xiw]a dari
mﬁmzst«mstmsi temebit vatuk melakukan podaikan yang diperivkas, ; .

Selain DOKU di dalass Kaviixg, i beborapa tempat ada DOKU 41 har Kavling yzmg dissbut Dacrsh Hijsy,
Beberapa sarua {utilitac) akan diterapatkas baik di DOKU di dalon Kavling menpus Dasesh Hifang ysng skon

diteatukan pleh Pgagmbwg Addipun vtilitas yang dimaksnd antara Lsin @ sistem drainase, lnupu jalas, petuijul -

mmmmwmmmmzmwwmmamurmmm
keotor, m;ﬁmmmmmmmmwmmmmmﬁwmwmﬁm

UL d3:0: 90

i i Pfggml’mba:m

 Pembeli diperkenanken smbangun pagar pembatas baik pendiri meupan dmgm Pembeli se:bchh st Pewbeli
tainnya dengan ketentnan seperti berikot © .

Untuk, Hunian Non Komersial 1

» Papar bclakmg singei maksimus L% éari pmi remah (2 800}, mkmr tambahien maksimim sdmgah
meler (0,50 m) berupa kisi-kisi besi kecuali. Xmlmg yang bagisn belzkanyayl brrbatasen img,m:g dmgm
fapangan gcif
Pambeli yang memiliki Kevlinp berbiiasax iang,sung dengnn Iapangan golf udxk disnjuckan mmmm:g pagar
pada bagien belaksng Kavling terschut wntuk meagoptimumkan peadangn ke lapangan golt dan melestarikan
lingkungan scvbuka, liks dipasang pagar, makn menggunaken pagwt tensinen #ia0 pagar Kisi-kisi besi yang

ditutup dengan tanaman dengan ketinggian roaksimurn saty (1.0 m) meler yang diletalkan peds posid 5 {hmu} ‘

] mmke&lw&ﬁbm&h%ﬂﬁmgkm&&tmmkm luod&hm!«wmdml

- 'Fzgwmpmgkainggim maks;mnmiSmdmwlmzh(tDw}mwdmgmmes&dapm Dui -

batas Kavling muka snmpai dengan batas GSB tidak diperbolehkan ditempun pagar kecuall ditentidken laia
dalam Appeadix ).

«  Pager muks tidak diperkenankan kecuali ditentukan fain dalam Appendix i

Lintuk Husten Komersind <

« Pagar belakang tinggi maksimum 220 m dari peil ruko/ rukan (4/-8.00), Pembeli tidak diperkenankan’

mierubah alzu menaribah pagar prmbatss belakang kecuali ditentukan lain dalsm Appendix 1.

» Pagar samping di belakang rukol rukan ketinprion maksioum 220 m dan poil rukod rukan (#4000}, Dari
batas depan banguran sampai dengan batas Kavling ﬁzpan tidak diperbotehkan dibangun pager. Psgar muka
lidak diperkenankan.

-
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Fixlsrian 4 darl § §

I*mymbmg,an utifitzs mengikuti keteranganfinformasi pada Georbar Kadsster. Uta!nas harus dibuat dmgm
pedoman berikut int untuk menghmdarkm asalah pmyawbaagm uhl:tas .

i,

Listrik @

*

 Kebutohao Tistrik sken disediskan ofeh PLN (Perusabasa Listik Negam). Biaya untik mymbungan dan

pemakaian listrik menjadi tsggung jowab Pesmbell. Untuk kebutuban Hetrik setiap Kaviing oleh Pengembang
disedizkan’ maksimun daya” ysng tercantmm pada Gambar Kadwster yang dilampitkan pada PPIR. . Apabila
kebutuhan days lebil besar daripads yang disediakon tersebut, Pembeli havus dapat persefijjuan fesfebih dahuly
dasi Pengembmg dan stz Pengelola sortn WenNANZEUNg semua biaya yong diﬁwiumﬁan akibat iambaﬁm taschut.

Pcngmbaag dan. am Pm;m dapat mmwkm peocmpatan graciator mimgm dmgan catatan babwa' -

kebisingan yang diskibatian olch penerator terssbut hanuy ditekan seminimal msngks Syars yaug kelusr dari
wwm&ammaowmmsmm ammm bescrta ram umm&m&mm "

| Hunisn fetenges atme ﬂm;a.lan. . ‘
Aw&mm‘:

Untuk fokasi yaag méapa: sumbunzan xi bersih dui Mgcuhang dmfaiazz i*ausnhaan i)aax& A;r Mmum

{WM}MMMMﬂmMMWMWmmM pesgzunass. air. - Diameter
pipa sambungar Huisk diteatuken olch P‘“WW seperti yang terosntam pady Gassbar-Kadaster; spabila

- d‘bﬁ:ﬁm 4admbterpmyﬁzg Jehih besi, Penﬁﬁikm dupat persetujuan Wi&d&m&h‘:l‘mmm

mwﬂmmmmmmmmmammmamdmw
Pengembany dan stau Pesgelols mempunyst hak witak tidzk meluluskan peemobonan penggunasn pips dehigan
dizmetor ymg tehih besar deripads yeng ditentukan.

,;mmmwgmmmgau sir bersth dued ?ugmMMW?MM&Aanm{PEAM}'

dan/azay wakilaya yang sah, sumur dalam dan suonur danghat tidak diperbiolebkan. Prrkecualian banys dibetikoan
pads tahap pemnbangonen saja dan dwintakon presetujuas tesiehih da&uiss dart Pengunlmug dan st Penpeloln

manpun Pomeriatah

dw'&’o?w {I.-mbab Rumak ?’W

Pada Icawasm yaag sudaly ad.a;np&zirimbah rumah mwyang dmlu:icm pa:h pengelolasn sir inbab m&
maka Perabeli wajib membuang air Hmbah nn&k agza ke saluran tovsebul, . Heswmya diametor pipa maupun

" letsk pipa ditentukan oleh l"*eag-mhmg saperti pada Gambar Kadaster dan atsn Appendin L l’mlvcii harus

membayar blaya pmyzmtmng,m manpus biayz operasi dun ponclitraan bulanas,
Apahlla bedum ada fasilitas tessebut batas maka pembuangan air limbak romah tangga hanss ditaksanakarn sesusi

- dengan ketentuan ying ditctapkan ofch Pengembing pada Appendix L B .

Air }'Isg‘an ) . »

Air hujan disalurkan ke drainase di dajam Kuvling dan zithubungkm ke selokan di tepi pxiazz meialui titik yang
ditentukan/disediakan oleh !’wgmbang

Felekonunikasi do Telpvisi

Pada dacrah yang ada kabe! komunikasiflelevis, maka parabola milik perorangan atau kelompok, aniens radio dan
antera TV didak dipsrbolohkan,

Pelayanan sc:pe&i Cable TV, film dan vides, layar visua! perbankan, pertokoan, teletext, keamansy dan pemadam
kebzkaran yang telah direncanakan akan ditawarkan kepada setisp Priubeli dengan harga testentu apabila di

. a ﬁ ‘
Ol EEITRLE rt 1
T N
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lingkungan tersebut ada prasaranz yang Jisedizkan oleh Pengembang stae pihak lain yeng ditunjuk oish
Pengembang.

L2.e Kriteriz Bangunan

Kualitas desain, suleksi dan warna bahan beagunan serta atap untuk setiap banguran harus sesuai dengan Master Plas
Pengembaag, schingga bahen-bahan dan wams-wama yang digunekat untuk bagian fuse {chsterior} serasi denpan
rancangan Buar {ekstemal design) dari banpunan-bangunan lain di sekelilingnys Oleh karena itn, beberaps bahan
bangunan dan pola wama, bahan atep, bohan kacs, serta bahan-bahun lainnya harus dithsjan dan disetojui oleh
Pengembang, '

Pembatasan Kelinggian

Tinggi basgensn Hunian Men Koemersial tidak balel melebihi 14 {empat belas) meter disicur dari permukaan As
Jalan di depannya sampad ke Biik tertingei dard pangusas. Jumlah laatad yang ditzinken maksisum 2 (dua) lantad,

Tinggi bangunan Hunian Komersial 1idek boleh melebibi perataran yang ditetspkan oleh Pemeriniak dalam daersh
tersebut sesuai dengan keiteriz KPB dah KER, Penambahan ¢lovasi bangunan yang diizinkan dapat dilthat pada
Appendix i,

+

Babhan Bangaman, Atap dan Wamz

Bakan bangunan, atap dan wama harus messiptakan keharmonisan dan serasi dengan bangunst-bangunan yang
berdekatan maupun dengan Hughungan sekelilingaya. Bahan bangunan, atap dan wams harus diajuken dan
dizetujui terlabif dabulu wleh Pesgembang kecoal sudah ditentukan jals dalam Appendiz §

Pergola

Lintuk lokasi yang ditestukan oleh Pengembang dipcerkenankan memasang pergoels sesuai dengan design, bahan
dan warna sepsiti tercantam datam Appendix 1.

Seiasar

© Selasar Hunian Non Komersial yang bierada dissmping bangunan tidak boleh ditutup kecuali ditestukan Jain oleh

Pengembang di dalam Gambar Kadaster dan itupun hanya beleh ditutup dengan bahas atap transparan atan bzhan
yang sama dengan baugunan siama pamun dak dipakenankan menambah ketingpian pagar tembok samping
kecuall menggunskan pagar kisi-kist besi maksimum setengah meter (0,30 m).

Helasar Hunian Komersisl yang berada 4i depan bangunan tidak boleh dirubah dan ditutup.

Teras

Lintuk Huniaa Non Komersiaf teras terbuka di depan diperkenankan maksimum satu {1,0 m) meter melewati GSB.
Sedangkan untuk ras terbuka di belakang diperkenankan sampal dengan satu setengah {13 m) weter dari pagar
Gielakang. Teras tertutup dikarang melewati GSE,

Untok Hunian Komersial teras terbuka dibelakang diperkenankan, letapl tidak boleh terfutup dan melewati GSB.

Jalan Maguk Kendaraan {Urivewsy)
Untok Hunian Mean Komersial jalan masuk kendaraan di juar perbatasan Kavling ditentukas lelaknys sleh

Peagembany menwut Site Plan dan sesual dengan Gambar Kadaster. Jalan masuk fambahon tidak diperbolebkan
dan jalan masuk yang sudah ditenjuk tidak boleh dipindalikan,

Kalam Kepang

F Teliha TR EEFIRL, Pk ot
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. ' Cmepiran 1V
. Haloman & dari #{

Uptuk Hunian Non Xomersial kolam renang hanya dapat dibuat di halaman belakang banpunan dengan jarak

¥ ,

minimum satu setengah {1,560 m) meier dari pagar belakang. Gambar struiural harus disampaikan nntek dmemju:

wieh Pengembang dan atau Pengelola schelam pembangunan dimulai.
Rumah jaga
Untak Hunisn Non Kooveralsl rumah jaga dapat dibanpm <i depan GSB, luas maksimum sabs sefengah tnster

peavegi (1,50 1 berdasarkan desain dan lokasi yang lelsh disetgui olch Pengembasg dan atau Pengelohs, Rumah
Jaga tovsebat haroas beriarak minial mmwmmmg Kz*f&gmm&m Kaviing.

Peazurakan .

Standar ketingginn peovuukaan taazh ditntken olch Peagembang sepeci pads Gambar Kadaster vang.
dilamapirkan dalan PPIR. Pengwrekan hanys diperbolehkan untuk kcgaﬁm {aman {lmdscapmg} dengan

persetujuan dari Pengembang, ) . :
Peil Bangunan ' \

Untuk Hanian Nox K&mﬂ peil fantai dasar bengunan yang diizinkan maksimum satn {1.0 m) eseter dari level - Q

Ax Ixtzn di depan bangunan, bifamena kefingeian Kaviing yang dizediaksn oleh Progembasyg sudah mencapad

satu (1,0 m) metor atags lebib dard jalan maka Kavling pads bagian depan sampai dmgwbammmdtwwg

sehingga sesual dengan ketinggian maksimun yang diperbolelkan,

Untuk Huwian Komersiat peil lantal dasar bangunan yang diizinkan maksimum dari lsvel As Jatan didepan roko/ -

rukan ditentukai pada Gambar Kadaster yang difamppitken dalam PPIB.

Pengembang dan/atay Peugmu‘élmn mengadakan peninfavan dari waktu ke waktu terhadap bangunan bersanghoutan
yang dibangun untuk mr:yakmkan bahiwa bangunan tersebut telaly dibanpun menumt rencana dan spesifikagi yang telah

disetujuoi,
1.2.d. 'mni's Lainn
I3 mmrmms«m

* Limbah padat dan &a.mpah waib dikumpulican dan ditempatican dalam kontainer sampah | bietoda kesualk dsmmkm ‘

Tain oleh Pengembang dan atan Pengelols, Pengefuls akan mengumpulkan sampah-sampah tersebut secara tevatar

‘dan yuengirvim ke tempal pembuangas akhir yang ditentukan oleh l’eugmlnug dan afay Pevgeleia maugan

pemerintah seternpat, Seliap Pesmbeli don atru Penghupi haras mempanysl tempat sampah yang higicols yang
dapat mencegah bau dan fafat sects bebas darl gangenan kewan.

Pemeliharaan Jolos dan Pertomanan

Jalan-jalan dan pestamanan di Dasrah Hijau akan dipelifiara, disagu, rumput dipofong secar teratue aleh petugas

Pangelols yang ditunfuk oleh Peapembang, Pembell akan dikenakan biaya untuk pelayanan ind Kaviing yang
belum dibangun walib dipolihara dan difaga olch Pembeli, dan dalam hai tidek dipeliham schingga morusak
kebersihan linglungan maks skan diums téé{ nge%a!x stz pihak yang éﬁanp&& oich Pengelola atas bebay dan
biaya Pembell.

‘Pohon-pohon yang ditanam olch, %m&;g dan atau Peogeiola di BCKU merupakan bagian dari pertamanan

keselurahan, Pohon-pohon itu tidok boleh dipangkas, ditchang alays dirusak lanpa izin tertulis dari Pengelola dan

 ditarang melakukan kegiatan apapun yang mengakibathan kenssakan pada pohon-pohon tarschut,

Apabila Pembeli ingin meribah taman ¢ DCKU, Pensbeli wajib mendapat perstiujuzn terlebih dabhuly dan
Pengelols, dun Perabeli bortangpung jawab atas pemeliharsan laman di DCKU tersehut. Bilamana Pengebang
dan stay Peagelola sewaktuowakn memerfukan DCKYU tersebut untuk poybatkan prasarans atanpun upiuk
kepentingan alnnya, maka Pengembang dan atan Pengelola berfak uatuk muupcrbalkx duty atay mervhah taman di
[ICKUY tersebut Wnps hares ada perschijuan terlebih dahaly dasi Pembelf das Peagembang dan stat Pengeloia

i
)
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- dabchaskan dari tangaung jawab nk:ba; peubahan tersebut serla Pembeli mmggung jawab sty psmulihen .
: Is:cmbal: taman di DCKU mscbuL '

3 Penempalau Rﬁh‘rxme. Rambu-rambu dan T mdam&: fainm

Untuk Hunian Non Koemersial iklan papan noma dan profesi tidak d;pe:bo[ehk&n widuk dttuupadkan dapmng

ataupun dileiakkan pada Kaviiog dan bangunen di dasosh hunian,
Uintuk Bueisn Komersis) semuz despin papw nama, smnf‘ kasi teknis, dan posisi pm&mmimya hams ehicfukan

kepada Pengembang utituk mesidapstkan pexmjum Pagan FAmS, papan ckiaa,bzli‘bam rembuy parkin, beaders,
spanduk "dan unsor pralis rionya harus sersti denpan kondisi taman dan lingkungan. Mw;&zaban iampu
pencrangan/ pescabizyaan harus mmdapazm prrsetujuan dan l’imgambmg, ’

4, _?‘ama:z i &zim: Kavling . .

Setiap P&mbcii hams mmy&nwkm ganbar Fencana z.wtm smtuk ;izmgw m dxm&gm oich Pugmimug dan

. ntau Pengelols. ;
Peaerangan taman di dalam va!mg dzpakmm timm kondici intensitas smya izdak mengEEnga mxgga,

3. Kemrmgm Tanad; - ,‘«‘ 2 o

Kemiringan. m&smm melebini 3:1. i)iiazmg znmixmgm tizz;d‘fz:g penyanggs mxiz diteatulon tain ofeh
?mgembang dalarn Appméu L =} ' .

Bt

¥;3 MWMMMWm gt
{?mym ﬁ%‘?&aiz}

s

1.3.8 Sysrat Persctuiuan Gambar Reptang  » A .

‘ i’mgcmb&ng menunjuk sebuah Komite Pongawas Bangunan dan tuges Komite adalah Whgm merobahas
sambar rencanz secara terperincl, memberikan esulan perbalkan dan memberi persetyjioan sesual POP uatk
selanjutnya dgad:km dasar bagi Pesnerinth Bamzz mzk Hikeluarkannya tzin NMM Bmgtm(mm

'Gmbar yang‘hams 6:332.1%:&& kWa Km:w ?mga%s Mgnm &daiah %

Situssi, skata 1: 200 . )
Deaah zeluuh Iantai, skala | 7 108
Tampak Kesclaruhan, skala 1: 160
Potongan (fninimat 2 patcngan), sicz!a 12160
_Mr . :
SMekanikel, Elelrikal dza ?iumbmg
“Rmdmag wama bangunan dan spe:satikasi “bakun mmm» o
4 -
Masmg-masmg gambar sejumlah dua (2} set d(m zh Kestas ukusan A (841 mm x 594 mm). Gambar-gambar
tersebmt disampaikan kepada Komite Penpawass Bangunan dan setisp hari Kamis akan dibobms serts hasilnya akan di
sPampatkan paling lambat dalam wakts empat beles (14) hari kegja,  Semun bcban bmyaﬁya mmjud: tanggrhgan
eimbeli,

-tautooﬁ_.

N

15.b Syara. Mzmmleh dzin - Mendirikan Baneunan (IMB)

B“’fda‘sa‘kﬂ" ga.mhar fehcana yang sudah disetujui tcrs::but dla!ras dussapkan gamhmgambar

tﬁhﬁ-nrmwwmm - ‘ %
' -3 - X
. D Paral ... .0 J‘dﬁ\-’ﬁ'
I

. ‘ Semi Stefanie Hartanto, FH UI, 2009
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[ SIS DeRvAT
, LT

el B dwri 1

_ Sievnsi, skalw §: 200
Denah seluruh Jantai, skala | : 100
Fampak Keselurshan, skala |
Potongan {minimel 2-potongan) skata | : 100

Masing- imasing gambar sejomish empat {4) set dicetak di kertas vkoran Al {241 min x 594 mm). Semua beban
biayanya menjadi tanggungan Pembeli,

Bizamping pambar tersehut porsysratan lainnys sdalsh ;

v Meagisi Formalic Parmohonan Rencans Membangen;
*»  Kewsjiban Pembell yang disebut pada paragraf 1.1 diatas sudah d%m%yd%&kngm dengan baik,
L Syecat Penyambungan Listrik |

t}msbar }mngm fisteik ms r}majm oleh ?tagtmhug dan Pmts:ﬁ furus memmuhi porsysistan vang tercantom
daten parspraf 120, ; .

Prambehi mmgzs;fmmymnwrkaa Parrashonan Pmyambungm Lisvik kepada kantor PUN setempat dan sagaia brsban

binyanys mjaﬂzmww Pembeli. ;
| 134 Sysrat Pen Im o,

. Atas dasar g;ambar jaringan utilitas fain yang tclah disctujui olch Fengembang dan afau Pengeloln, Pembeli dapat -

mcnyampanm pmmohonmya kepada masmg—msmg instibust tevionit dan segaks boban bivyanys menjadi tax:gglmgan'
Pembeli. . ! :

Scmua pcfymm di alas dapat bm.ihah seceuat kondisi dan persyarstan yang skan tisnbul dikesudian hari.

I SELAMA PEMBMGUN&N
il ichu*s;hm '

; 1. ta K:tmk&t:m L3tiHae Sementars

m&m harug d;a;sm kem Progeloia 60 {eam pulub) hari sehelum punbangmxm dimnolai. Urilitas semesntara
antam lain Rstrik, sic dan iamwiaia yang menggunakan grperator hares ditonnations seons hatbhari untuk memperkecil
ganggzm pemandangan dan kebisingsn.

i, wxmm {.okasi m&mdmm

Setinp P:mhcis berkewajiban untuk menjaga kebersihan Iokasinys, mmctg,&l‘; dan bertangpung jawab stpcmzhnya atas
kensakan-kerusakan yapg ditimbulkan oleh konwakior, sub-kontraktor stau pekesja pada jalan, pipa saluran alr,
kanstin, pohon-pohon lainnya & dalars dan sckiter masing-masing fokast yang dimaksud.

Pembeli dan koptraktor tidak diperbolehan mencmpatkan slay menyimpan. bahan bangunan (seperti  pasir, baty,
kevikil, besi beton, dit) & badan jalan, ditempat saluran air ata di Kaviing yang bukan mifiknya dan harus
diperhatikan sgar bahan bangunan tidak masuk ke dalam pipa saluran atal merusak permukasn jatan, badan Jjslan,
taman dan prasarmny tmem,

il.1.c Pembuangan Air Litbah

U i ppate TR L 4R B2
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Lanpsiran b ST

Hulsive P dmei i -

elarea masa wmbmﬂam sebuah sumus dangkatl {tidak Icbih dalan darz 14 meter) dapat dibor untek mepdapatkan air
yang diperiukan selamz pekerjaan konstiuksi, Pemboran sumur éziam permanen miak diperbaichkan, 5%&: bor harus

ditutup kembali seteluh mmgmm selesat,

Setiap kontraktor. dibaruskan membuat septik {ank sementara guna menampong ais ;;mms Septik tank tasebut harus

secara berkala dikasongkan dan dipelihars dalam keadaan baik den higicnls selama masa pembangunen odan harus
_ ditutup/ditimbon dengan baik setelah panbangunan sclosal. . )

.- Untuk daersh yang ada pipa aiv imbal dan sudsh giap disambung pada sast kansteuksi hzﬁgumn dimaglai, pemakzian
J % septik tank dliamug, Pembeli harus memakai pmymbungm scbeium pembsngunan. dimalai.

nld _Aqgg_mnu Bahan Bangunan

Angkutan bahan banginan yang, miasuk atay kefuar dari proyek hanis mmdapit l_jl:l’l daci Pengelola melalui rute masuk
dan keluar yang ditentukan oleh Pengelols. Prmbeli bertanggung jawab atas kebersitisn truketruk yang masuk. atan
keluar dari proyek, melafui pemakaian tempat pencucian atay fasilitas Iamnya. t);sampmg nlu, kendarsan yang

l(clcblhzn berat tidak dlpubolehkan mmk ke Kawnann, -

[L.1.e Bedens K‘nnm dan Kantin * .

Selama mass pembangini tm;gum m ad:duling ba!as K.ﬁ'ling hams &zpagu; ;:agm- &mmw entrat
spesifikasi yang ditentukas oleh Pengelola pada sast diberikan persetojoan gambar rencaon. Bedeng kontrakese dan
kantin untuk para pekerja harus diteenpatkan dalem Kuviing milik Pembeli. Kastin di luar batas Kavling vang dipagsr
tidak diperbolebkan. Seteluh selesal mpmbmg:mm bangzman., bedmgkmmkiorm kmm m&mm
Laplmg d;beuxkkan iizm mm mmsi : . I o — . .

3 L

e T1.2 Keasvanan

=,

t. Pembeli danatsu, koubraklomys bevanggume _;xwzh atas kmsm ditokasi masmgwasimg sclome masa
mﬁm@mmmhiwwm o - . : :
2. Seuapwaktlt,stimgd&nma!m mwpmbmgmhmmﬁxjagambmdmkamwimgkwm‘ -
) dan nimaterunial disekitasnya, Kegistan konstroksi tidak boleh dilskukan antam pukul 15:00 sumpai dengan
pukut G:00 WiB dan fari Nibiribesar,

3.  Para pekerja tidak dipeskenankan ttnggal di tokasi bangunan yang d|banguu m“P““ di datain Kawasan di lw_;am
Icm]a yang lela.h d:lentukan dii atas. ; — .

4. Pembelj barkcwajtban memmt& pengawas hwgtuun kontmktor!mandor unmk mdmm jtlmlab. nama

pekerjaanya dan meninggalkan copy KTP dart masing-masing pekeqaannya kepada Pengelols di Kantor Satpam
yang terdekat  Mandor dan pekejzamya harss mematahi scluruh ketentuan tata tentib yang dikeloarkan cleh

Pcagt!alei’cngem bang maupun petugas keamanan sclempat

i1, 3. Ketentuan Lainnys Sclama Mmhaagax&

ti3.a. Papan Provek Seencitigra.

Setiap proyek yang sedang dibangim harus mempunyal papan kam,m pemibangunan yang berisi m{wam mmgm
pembangunan di Kavling tomebut.  Detid mengensi papan tesscbut diberikan oleh Pengelols pads saxt diberikan

persciujuan dan wajib segera dipasang pada tempat yang telah ditentukan, Papan terscbut harus menampilkan antars
. lain nama proyek, arsitek, nama kontrakior, nama penangguing jawab dari prayek forsebut, nomor IMB dan Ao
ROMOr perivinan lainnya, o .

Rl A T T TR /‘/Zd";{ )
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b, Pertamanan

* Untuk inenjaga kebersihan dan kelestarian tingkungan yang hijau, maka pertamanan {gahan-pohon, semak-semak dan
penutup jalan) yang tumbuh' distas DCKU harus dilindungi secara efektf dari kerusakan yang dikarenakan
pembangunan, dengan jatan memberl pagar pengaman atau lainnya yang disetujui oleh Pengelots.

L3.c. Pembuangan Sumpal Bangunan : . :

Surapah bangunan {seperti ¢ pash, sampah, potongan-potongan kaye, dsh) hans éitamptmg di dalmn Kavling dan

Fembelifkontraidor harug memastikan agar sampah torsehut diboang, misimal sctiap minggn ke fokasi yang ditunjuk
aleh Pengelola. Sampah tidak boleh ditakar pada atau df seiiter lokasi. Biaya pembuangan sampah bangonan menjadi

fangzung jowel Pembel,

HI. LANGKAH KERJA

f. _Enam pulsh {§0} !}w_'i sehefure pembanzunan;
Pepmibeli harus b&kmzsuiiasi deagan sziiz Pengawas Bangunan mengensi PDP dun hal teknis hinnya.

Mengisi Foomolir Penmbhonan Rmcanz Membangun desgan melampirkan gambasgambar seperti tcn:an;tzm
datam peragraf i :3 - thm’aiw sersebut dapat diperole di Kantor Pengelola.

2. Empatbeias {M) hari ke:rja setelah ditetimanya Formulir Permohonsn Rencana Membangun dan Jampiran gambar,
Komite Pengawas Bangunan akan memberi jawaban fasil pembahasan gambar. i

» Apabila pambar rencana disctujui oleh Kosmite ?wga;vas Bangunan, Pembeli harus meaylapkan gamgbar-
gambar sepertiterdantum dalars paragral L1.b valuk pagurusan TMB,

»  Apabila gambar rencons idak diseijel oleh Komite Pengawas Baaguoan, i’c;:zzhzi} farus %rcg:z‘é merevisi
mengikuli ketentuan-keteatuon dajam PDP.

3. Perkimaan wakle aetul mendapstkan IMB 38 fiigs paluki har dan Perabeli harus menysmpaikan ga:mbar-gambar‘

yang diperivkan untuk peagomssan IMB dan dokumen lain yang disyaratian sstia melunasi sehuruh biaya [MB
kepada Kantor Pelayatian iMB stau melzalui Pengelola. A

4. Empatbelas {14) hari sebelum mulal pembangunan, Pembeli wajib menitipkan vang jeminan seperti tercanfum

dafam pamgraf 1.1.6.

8. Pada akhir konstruksi, Pembell harus menyerabkan As-Boild Drawing satu {1} sot dicstak di kortas ukuran A1 (841
o % 594 mm) kepada Komite Pongawas Bangunsn. Selandutnya, ?eztgcici: akan mengembalikan gang jaminan

yang {ersisa, A

{agok Etzfarmasi lebih fanjut dan untek pengajuan semus dokumen-dokumen dapat melalsi Pengelola atay Customer
Service Pengembang di kantor masing-masing.

v ancdeen A TS IPT L F LN e, .
Payal .. e &4 .
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T e PENUTU P o .

P_;:rsyarat’aiz. Peagawasan. dan Pembatasan (Convenaals, Controls & Restrictions = CCR}

i, -

2.

W

[T LT

o

-,

'Pw ini telak dibakukon dan merupakan bagian yeng tidak dapat d:pzsahkan dai PPJB

POP ini berdeke 4 setoruh szasaa baik yang di kmhxngknn langsuug aeici: PT Lippo Karawaci Tbk. absupun
mefalui anak pamzakm atau perusaliaan lain yang pengelolasnnya dlpmyakm kepada FT. Libpe Karawaci Thik
den/aiay anak perusakaznnya, '

' Pcngambmg stan Pengelols  beorhak untﬁk melakukan Wi’;a;&m—pﬂbaim dsn penyempuinansn  entuk

meningkatkan das memperbaiki kualitas PDP isi

" Desain dan konstrulesi bangunan mutisk menjadi milik dan tanpgung jawal Pembeli dud vntuk itu Pembel

wembebaskan Peagenbaag, Pengelols, Pemerinteh dari klaint dalam bentuk apspun joga yang teriedi schubungan
dengan kesalaban desain dan kesalahan konstruks baik yang menyangknt kealitas pangesjaan, pemilihen kualilas
bahan, keterlambatan penyslesnian, masalah prwbiayasn dan ¥aia«§&§tz.

Pembeli wasib menyelesaikan bangzmm dalam jangka m&ktn yang dzmapkzn aleh Kemite pada wakty dzbmisan

,x;xcmmijuan \ g
Pgngemhang, Pengeloia maupun Pemexrintgh akan meagadakan pmanjam dari wakty ke- waktn tediagap

* bangunan yang sedang dibanigun uniuk msyakinkan' bahwa pelsksanaun di-lapangan sesuaj dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku {mtara laii namun tidsk terbatas pacia ketentuan-ketentuan  pida PDP ini) seria dapat
memberikan ssnksi-sanksi terhadap pelanggaran yang tegadi, Segala restko/kerugian akibat sdanya sanksi-sanksi
tersehut adalsh tanggzmg Jjawab dan menjadi fesiko Pembeli.

JPenunjukan pikak ketiga (antare foin : Penpelola, Komite Pengawacs Bangunan, perusehaan-perusahaan / pihake
pihiek tain yang menyediskan utilitas) adatah mutlak hak Pengambang danfatzn pomerntah,

£ Gt T PAFF 4, P e .
) Paeal’ .. .00 .{-:{_
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Dafiar stilah

Akta Jual Beli (ATB)

Appendizl

Az dalan

Badan Pertanahan Nasienal (HPN)

Bank

Batas Maksimum

Berita Acara Serah Terima (BAST)

| Porm # T | R

ST.E.004F | 06/09/01 | @

Lampiran VPPJB
Halaman 1daz 6

DAFTAR ISTILAH

Merupsksn kumpulsn dari oreisn dan aten posjelasan atas kats elay
Lafirgat steu six}gkm di datam dokumen fermal (vaity dokanen yang
ditands tangeni oieh Pengemhang don Pembell) dicetnk dalem uraf
iebal, yang mmpmym pengertiay Khusug, dun difsdiknn soden resmi
uatule menghindarkan salab pengerian / seloh penalsivan, stas katakata,
kalirnst, singhalan terzsbut, serta beclaky soiuk semus dolotmen fomal
pepkut schoub lampirsnnys, baik PPIB, Perjanjian Membangan
Bangunan, Pedorman Design dan Pembanpunan, Kontrak tentang
Pelahisanaan Tata Tertib Kawasan 4L

Paftar Biileh ini dilekatkan pads PPYB, namnn mengikst atay berleley
sehsgai sevan vahdk dokomen Romsl lainove vang nongikutl s
ditundatangani setelsh PPIB, den dupst dlebyr somnannya menursd
shied stan oers laln, volek mernudsbion sajs.

Akte stondnrd dori pemermtsh yang dipergunskan secars mamd walok
pengelthen hak alus tanah dan siad benguos.

Merapekon lampiran tenbehen dard PDP vang berist tentang kelenloan-
ketsnwan kbugss untok bangunsn dard mesngnasing Kaviing yang
dijual oleh Penpombang,

THIk tengeh dard jalnn yeng bersdn disekitar Kavling.

Depertemen 4i pawedaidhen yong bethek mengsdmmistrastan den
mengoiuarken Sertipikat Tanah.

Lembage Kensngen yaeg mempuoyal kerjesans secars resmi deagan
Fengembang untuk memberiken fasilites keedit pemilikan Kaviing,
bapgunen & Kewssan das yeng memberiksn fovitas kredit kepada
Pembell

Selisth smtars Tuns tonsh yang ditransaksikan & PRIB dengen Juay tusaly
di Sertipiktai Tanah yang menghorusian Pembeli membayar kelebihan
alau menerima kembali nangoya,

Bile sclisih melebihi Bataa Maksivmm , muka Penbeli mempunyai
pilihan/opsi untuk menerima,membatalkan transeksi, atan tukar Kavling.

Dokumen yong menunjukkan pelakseansan kewajiban Pengembang
menyeleseikan kewsjibannye scbegaimana diatur dalam PPIB, jaitu
menyershkan obyek yang diperjanjikan.

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



Biaya AJB

Biaya Al Hak

Biaya dan Pajak Membangoen

Biaya

Biayan Pembanguwnan dan Cara

dan  Pajak Terlambat
Membangan

Pembayaran
Khusua (BPCPKK)

Booking Fee

serta  Ketentuan

_ Cara Pembayaran

Design Mandiri

Destgn Standsrd Pengembang

Gambar Kadasler

.

N

ik ST L

LB F T

 Yorm A Tel R

SLE-004F | 06709701 1 G
Lampiran VPPIR
Hslogenn 2 dari 6

Biaya yang waib dibuysr oleh Pombeli kepade Pengembany unhik
mengalibkan hek kepemilican dan ballk sams sertipikal Rigvs tersebut
sudah termasuk: biays NelarisPPAT, biaye proses pemecahien dun balik
nama serfipikat ke ates nams Pembell

Bigye yeng waiib dibayar oleh PembeR  kepads Pengembang saat
mengstiiken Kaviing den stan bangunen, selarpa masih befurn dapat
dibuat ATB.

Biayz dan pajek vang tirabul sehubungun dengan pembangunan
bungunsa di ates Kaviing Biags i sudsh diperhitungken olek
Pengerbang bila Pembeli membeli Kaviing beriimt bangunannya
sekaligus pade wakdu bersamann. Kalay hal tersebut idek terindi maka
sant roulal membangun ade biaya yang dibebankan oleh Pengelola untuk
kebersthan  dan  pengemanan  linghungen  sclemae pembrogunan
berfangsung dan Pengembang skon memungst pagk sesuai dengsa
peraturay yang berizku.

Atps keledambatan membsogun seperti yang dissbut di PPIB, Pembeli
duput dikenskan tindaken/sankst oleh Pengembang ataupun oleh

Pesnenintal, beik benupa denda, pervhahan harge sleupun perobahan (el |

paigk

Merypekan salah salu lampise PMB yoog bedst teifaug periccian
pembayaran bisys pembangunan bangunan berikid jadwal jatuh tempo
pembayeren yang wafit dibayar oleh Perbeli septa ketentusn dun
synrab-syrral Khusnis yang menyimpang des afen 4 Inar dan ketentoan
yang secas umarn  dibedaktuloan  sebagaimsae  Wersantum  datam
Kefentuan-ketentuan dap Syaratsysrat PMB, yamg mempukap
Tumpiran dan bagian vang tidak terpisshksy dan PMB,

PBembaysean awsl yang dilgkukan olah Pembeli kepade Pengembang,
yang diterima 4{ dslam rekening zes pems Pengembang yeng
morupaken desar tenggs! tremsaksd nauiad dibitung, dan menisd hanpus
hiiz wansakst tidel tevjadi sebagal Kompensesi vang diberikan oleh
Pembell slas kehilangon kesempsaian Pengembang menswarkan kepada
pikak lain,

Adalah beberapn pilihen cara melunasi Siss Pembayaran yang
ditawarken ojsh Pengembang dao wajib diglih sdeh setunya ofeh
Pembeli sast pembayeran Booklng Fee ditakokan.

Rencanges asitektur ates bangunan vang akas dibsagon dislss Kavling
yang, ditrest dor dikkembengkan seadin atayn melaiui kemsultan perencens
yang ditonjuk sendézi cleh Pembeli )

Rencangen arsitekiur yig dibust day dikersbangkan olch Pengembang
vang ditmwarkan kepede Pemnbeli sebagai suleh sefu piliban rmodel
bangunan, vang skan dibangun.

Meropakan salsh soto lanpiten dad PRIB yang menunjukken posisi
Kaviing veng ditransaksikan, bentuk, uhuren, persyasatan lehnis yang

Paraf .,. LA n;&f{;
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Lurpiren ¥V PFIB
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waiib diketahui oleh Pembeli dan yang wiajib discenbkan oleh
Pengembang.

Merupakan saish satu lampiren dag PMB yang menunjuldan bentuk
tampek muks duri bangunan daa densh ruangen beokut ukurannyas dar
besgunan yaug eken ditwsgem oleh Pengensbong sebagaimena yang
disepukati bersama olek Pombell dengan Pengembunyg,

Gambar Tarpak Malka dan Densh

Gayis Bempadan Bangunan (GSB) - Merupakan pads techuar dani bangones (bukan pagen) 7a5g Baleh

dibangun di stas sehidang tansh,

Harga Juzl Beli . - Nilal trensaket yang disetojul oleh Penpembang dan Pembeli yarg
tercantum: di PPIFK yang merapaken salah setn fnngican dad PPIB.

Huonksn - Bangunen achue lain berspe purieh, saiuen ragaeh susun Gerusun),
rumeh foko ko), mmeh Ketor {nukan) msupun pedung-gedang
perkaniorsn ying ditemped sebagal tesepst tinggal ssja slen sebigian
fexnps! inggal dan tempet telakukean usahs Ji Bawasan.

Hunian Komersial - Kavling dan stas bangunan di stas Kaviing vang boleh digunakan anink
usahe dms tempst ngpal sekaligus.

Hunian MNox Kamersial « Kavling dan slau bangunse di sias Kavling yeng haya diparbolebkan
oniuk tempat lnpeal sms, dilarang untuk tempst asaha dalam bepbak dan

Jjestis apapim,

Juran Pengelolang dan Keamanan Kontribusi yang wajih dibayar olel Perabell dan ateu Penghani antuk
Linglungan (IPKL} pemefibareen,” kebersihan, keschalan den pengarmen lsgkusgan haik
: didalam fusupun seldiar Kawasan, yansg meropakag saleh st syarat
terjadinyn frensaksl.
Yang dimsksud dengan peanelibazaan, kmm keschatan dan
pengames fersebt adaleh yang dintlmati secsrs umum oleh saues
Penphoni dan ey Powbel seata Pengombang, tidsk fermasok
didslernnya adalsh biays kebershen kerepa sda sebush pekegasn
pespbangunen baogunas, tidak fermasuk bisye pengaman khuss wmtuk
Penghuni terfeats, IPKL dapat ditentukan den dikeloln oleh
Fengembang stes oleh Pengelola yang ditunjuk den diswsst oleh
Pengembang.

Kasir - Petuges 7 karyowan Pengembang vang berkentor hanys di kanlor pusat
pernasaran  Pengembang yang fugasya Khuwsus untuk  melsyani
pembayaran,

Kavling - Bagian tanah yesy dijedikan dasarfobyek fransaksi jual beli mntara
Pengembang dengan Pembeli, dengan keiak, lvus, dimenst dan bentuk
tanish seperd diuraikan dalam Gambar Kadaster.

Kawasan - Sebugh kotz baru, yang terletak ditseberopan dess/kedurshan, beberapsa
kecamatan & wilayeh kabupsten dao kotumadys Tangerang, yeng secara

luas dikensl dengan name LippoXarswacl. \y\ru EL
Paref
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Kstentuan-ketentuan dan Syarad-

syarat PMB

Ketepinan-Jretentuan dan Syarat.

ayarst PPIB

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien Yaas Banpgunan (KLE)

Kondisl Kieras

Eaontrak teatang Pelaksanawn Tata
Tertih Kawasan (Kontvalk Tatib)

Kwitansi

Paiak Pertambahan Nlal {PPN)

Pajak yunp Hwmbel sshobungas

dengan PRIB

Pedoman Pesign
Pembangunan (PR

Pembeli

Lh
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Mempakan selsh satn Jampirsn PMB yang wejib dibace dun difkuti oleh
Pembeli veng berisi hal-hel yeng diberiakuken sccars umann kepads
semus Pembeli yang berhubungen dengen hak dan kewsjib an mesing-
masing pikak,

Merupakan salsh setu lampiran PPIB vang wajib dibsca dan didkuti oleh
Pembeli yang berisi hal-hel yang berlukn secors wmm kepada semua
Pembeli yang berhubungan dengan hak dan kewsjiban mesing mesing
pibak baik Pembeli, Penghuni, Pengembang, Pengelola.

Merupakan angks yang menunjukkan ratio/perbandingen maksimum dari
sebidang fapah yeng boleh didifkan bangunan distasnys, sepunjang
rrasih sesuai dengen KLB, dan masih dalam batas 88 yang dilentukan.

Mempakas angka yang menuniukkan rabo/peabandingan antars s
bidang fanah dengan hias bengunsn yang toleh dibangun &i atas bidang
{apah ish, sepanjang masth sesuai dengan KXDEB dan mash dalam balss
G5B yang ditentuken

Merupaksn salah safy bagian dar lsnpiren PPYB veng berisi Ketentuan
dap Syaratsyarat Ehusas yeng diberlakukan pada obyek munpua
pihak vang berimaseksl dafam PPIB ysag mensmbah, melengkapl dogi
keteptuen den syarel vang dHelspkan & Kefentuan-Kelentuan dan
Syarat-Syarat PPYB, vang discpekati olch pihak Pengombang de
Pembell

Kontrsk yang difanda tangsni olch Pengernbang dan Pembeli, vang

merupekan begian vang Wdek terpisshken dmi RRJB, yang diande -

tengani bersamam dengan penande tanganen PPIB, vang ditelopkan don
diberigiskan di Kawasan oleh Pengembang dan/aten Pengelola.

Adalsh dokumen pelengkep yang difwrbifian olsh Pengembang atas

pembayane pembayarsn yang sudeh masak ke rekeaing Pengembang,
dan afsu dojormen wiema pombayaren funat bils dilakuban di Kasir,

Adslsh paisk yeng waith dipunpt olgh Pengembang dard Pombed
sesusl dengan peraturen perpajakan yang herieku dari wakin ke wakiu,

Sext PPIB ditsndalsngi sds sejuminh pajak yang menjadl Kewsjiban

Pembell maupun Pengembang yang wajth dibayer afvy dipungut, yeog
sesuat dengan peraturan yang bedalar dag waldn ke wakin,

Merupaksn seléh satu lampiren dsnn PPIB vang baisl ketetue
ketentugn teknis den admipistratif untuk reembangun bangunan di dslam
Kawasan, yeng waib dijadikan scusn oleh Pembeli sejuk mulal
meranceng hinggs membangun, Pengembang behak secars mutlek
meneispkan  ketentwan ketentunn tersebut watuk  masing  masing
peruntukean dan Pembeli waiib mentesti sesual deagan penuntukan den
Kavling yang dibeli,

Perorsngen maupun bedan hukum yang bersedia melakuken transaksi
atss tangh dan atan bangunan di delam Kawasan yeng dilekukan dengan
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Fengelola

Pengembang

Penghuni

Peraturan Teta Tertih (Peraturan
Tatib)

Perincion dan Fadwal Pembayaran
seria Ketentian Khosos (PIPKK)

Perjanjian Membangyn Basgunan

(FMB;}

Perjanjian Penpikatan Joud Bel
(FPRIB

Rekening Bank

i YA T IE PR dac
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Lampiran ¥ PPIB
Helaman Sduri 6

peauh kKesadsran eken kelerbutasan hak cir kewsiibannye, sepert
divzagcnn dalam PPIB berikut segala lampiras-fampirannye.

Scbush baden hukum veng hamya dapsl ditunjuk olek PT Lippo
Kamwaci Thk. stau scus Pengembapy di Kawssan wunink menerims
pengalibsn hak dan kewsjiban pengelolasn dalam mslikuken tugss
pomehibaraan, kebersthan dan petgamenss Hngkunpan den bedhsk
menmmgul IPKL yung teleh disetujui oleh Pengembang dag Penghuni
dan atou Pembel serte mewakill kepcatingan Peoghingi dan Pembeli
dalam berurusan dengan Pemerintal don masysrabet sekitar sepanjang

Sebush atan bebspaps badan Indum vang wmempunysi hak waink
mengeanbangkas schuah Kwwasan sten sebagian dari Kawasan, yang
bersedia melaiakan transaks dengan Pembeli dengan syarat dan kondist
seperti yang tercantum pads PRIB beserla lempiran-famgirannya.

Perorangmn, kelusrgs, badan huloms yeeg tinggal den meloloiken
aklifitas di daies: Kawasan, pihek ketigs yang ditunjok oleh Pembeli
dapst delfam bentvk perorangan atau baden kodcun yang bersedie
maneriog kuasa alay peagaliban hak dan kewsjiban dan Pembiell secsra
sal dun diskol dan sty diketzhai oleh Pengeanbang dun alay Pengelola,

Setiap dan veltreh pearturan yang ditelspiken oleh Pengombang dun slau

Pengelela tormasuk setiap pervhehan penyempunsss dan penggontings
sertn peystunsn pelaksenaennys yang diberskukan 41 Kawasan, yeng
Penbeii dan/utan Petighuni wapb jalanken.

- Mempakan salal sat lampiran dan PPIB yang beris ienteng Harga

Jual Bk dun pesincisn perhibmgan nilal transaksi beriiut jadwal intuk
iempo pembayaran yeng walib dbayar oleh Pembeli serln ketentuen dan
syarat-syarat yang menyimpang dan stay i Ioar dad Kefentvan dmm
syani-syarat yagy Secara wewn. dibeclaknkan sebagaimapa fercamtur
pus Ketentuan-ketentoan dan Syarat-cyarat PPIE, yeng morupakan
Immpiran de bagien iak terpisshien dari PPJR.

Perjaniian yang ditsnds fengani oleh Pengembany dan Pembelt uatuk
wembmagun szbush banguaen dengan desdgn, spesifikesi seris tenggal
penyerahen yaag diursilan secara jelas,

Pesjeniion yang ditanda tangeni oich Pengernbang dag Pembel, yang
lerdin dari pasal-pasal yang mengatur hak den kowajiban masing masing
pihak yang mengikat kedus belah pihak sebagai persetujuse terjadinya
sebush transskei, termaesvk didelamnys semua lampisen-fampiran yang
dilekatkan, di paraf atau ditandslengsat oleh Pengernbang dan Pembeli,
yang merupaken acpan bia ledadi perselisthan Fihek pihek vang
mensndatangani dianggsp telah berkemamgpuan membacs, mengert dan
meneritn tanpn paksssn dan tekanen,

Rekening di bank alas names Pengembang %A/ Eg.

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



Sertipikat Tanah

Stsa Pembayaran

Spesifikast Banganan

Tanggal Serah Terima

Tunei Bertobap

Yang Muka

Wakiu sudash mulai dibasgun
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Lampiran V PPIB
Helaman 6 deri 6

- Pukti kepemiliken tansh yang diterbitkan oleh Badan Pertanakan

Nasionsl (BPN) atss lembaga Pemeristsh resmi lain yang berwenang
dat waktu ke wekie,

Yaitu Harpa Jeal Heli setelah dilwraagd dengor Booking Fee dan Uany
Mukca, vang wajib dibayer / dilanss] ofeh Pebelt desgan memilih saelak
s Cara Ponbayaran,

Mesupakan salsh sabu lampiran dari PME yang menanjukkan pexiacis
dani spesifikast foknik dard bangunen, persturen den pedomean yang
digunskan delem porencapssn dan perbitongas shukiss Dangunsn
fermamk kopsullan yang ditanisk oleh Pongembang untol meladoukan
perencanaan deain bangunan ersehul,

Adalsh tanggal veop tercestam delam wndangse dari Pengembang
kepada Pembell antuk hadir dan menerzus Kaviing den stsu Bangunan
seqasd dengan PRIB don afen PMB. Undangsn dikinm mengguneken
slamst sepertt yang leyeentus delam PPIR sl PMB.

Salsh sefu Cara Pembayaran veog dupsl dipiiih oleh Pombell, dengon
molwned skaligos Sisa Panbayaran, pads tzm@ai yang {ercentum
paiz PIPKK.

Salah sefn Cars Posbayarsn oveng dipillh oleh Penbell dongen
mencieil Sha Penbayaran menjedi beberapn koll anpouran dengan nila
dan tanpgel lxtchlempo separt vang tersantan pads PIPKEK,

Pesrbayaran stinios! dard ndlel tanselsi ysap walih diiskukan oleh
Pembel seanal dengen jadwal yang disepulai denpae Pengembang 4
dalam PPIB sley dukumen ldonys yang ditands taogast kedus pihakc
Ates sise sntue nils banssksl dengan Yang Muka, Permbel dagat
susanilih Cors Pembavavan vang diewarkss olsh Pengenbang,

Saat vang tevleoea Pembeli sudoh haros mobel merabangan banpunsn i
sles Kavliog yang dibell

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009
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ADDENDUM

PERJANJIAN PENGALIHAN HAK
Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2080/FPIB-DSN/ /2004
dan Perjanjisn Membanguen Bangunan No. 1367/PMB-DEN/PPIB-2080/10/2004

e
Pada hari ini, 9\&@% tanggal J‘W@D bulan - ﬂ\

A Bx tzhun dua ribu lima(__ W _/ gy / 2907 ), vang bertanda tangsn M

di bawah ini : /..M
. Nama Pk

Pekerjaan : Kazyawzn

Alamat ) T

Kcl Meruys Utara, Kec. Kembangan Iakarta Barat
No. KTP g
Alamat Koresponden

P S PR L P

Kai Meraya Utara, Kee, Kembangan Takarta Barst
Mo. Telphone 4

»  Selanjutuya disebut PIHAK PERTAMA |

If. Nama 3 T
Pekerjaan : Peg. Swasta
Alamat D, y .
Kel. Darat Sekip, Kec, Ptk, Barat Pontianak 78117
No.KTP W
' Alamat Korgsponden

Kel Darat'Sel;éss; é{ea, lg’ii'c, Ii’arat Pontianak 78117
No, Teiphone 27
" Alamat Email

Selanjutnya dizebut PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA telah mengikatian dirl antuk membeli sebidang tanah dart PT. Darma

Sarana Nusa Pratama  {“Pepgembang’) dan menyerahkan kepada Pengembang untuk
membangun bangunan di alas tanah tersebut sebagai berikut -

Proyek ¢ T K

1Letak kaviing . '8

L.uas Tanah : Tk F2M2

{.uss Bangunan T+ §9M2

Type © TERRACE 2L T/0ps. 1} <

No. Alih Hak . 0709/AH-DSN/PRIBSAD._ Y noos Y-

sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor 2080/PPIB-DISN/” /2004, 1anggal

1571072004 dan Perjanjian Membangun Bangunsn (PMB) nomor  [367/PMB. DSN!PPJB
2080/10/2004, tanggal 15/10/2004.
v

Paraf .....

w

£ WhNAppSSARS AT MR epert ATIARRY i g i 30307

PT Darma Sarana Nusa Pratama
Karawngl Offlce Park, Blok H22, Lippo Karavwacl
Tangerzng 15811

Telp. mmﬁ:ﬁ%"ﬁ?g'ﬁﬁs-"ﬁ%wm'é? HLNCERAREY ?f’—??ﬂﬁﬂoog

Atpprkaras agh onad
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PIHAK PERTAMA hendak mengalihkan / menjual tanab dan bengunan terssbut kepada PIHAX

KEDUA yang henduk membeli tanah dan bangupan  tersebut dengan kelentuan-ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut :

1.

GARIPApPASAREAZ G PE apon AN T bl pn. des- AR

PIHAK PERTAMA dengan ini mengalihkan selurvh hak atag tanah dan bangunan tersebut
kepada PIHAK KEDUA yang menerima pengaliban torsebut.  Selanjutnys, scjak pengaliban
ini, segals keuntungan den kerugian seria resiko yang timbul itidak menjadi hak dan
kewajiban PIHAK PERTAMA melainkan menjadi hak dan tanggung jawab PIHAK KEIYUA.
Dengan pengalihan ini, selurch bak dan kewsjiban PIHAK PERTAMA ates tanzh dan
bangunan tersebut meniadi hak dan kewsjiban PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA menyatokan dan menjamin bahwa fensh dan banpunan terscbut tidak
terikat sebagal jaminan, belum pemah dialibkan kepemilikannya kepada pihak izin manapun
juga, tidak teriadi sengketz dan bebas dari sisan, dan dengan i PIHAK PERTAMA
membebagkan PIHAK EEDUA dari segala tuntitan dari pihak manapun juga mengenai hal-
hal fersebut.

Masing-masing pihak saling menyatakan dan menjamin techadap lainnya balowa:

a. Masing«masing pihak berwesang untuk membeat dan messnda-tangani Addendum

Perjanjian Pengalilan Hak inj;

h. Segala perselujesn/perizinan yang diperiukan untuk dapat mambuat dan menanda tanpan
Addendum Perjanjian Pengalihan Hak ini telah diperolels secara cukup dan sempurna.

PIHAK PERT:AM& dgan PIHAK KEDUA secars bersama-sama seboegaimana disyaratkan
oleh Pengembang univk dapal memberikan perschyjuannya atas Addendum Periandian
Pengalihan Hak ini, dengan int menyatakan dan menjarnin babiws @

3. Pengembang tidak akan mendapat tunfutan, gogatan, keberatan, kewajiban dan tindakan
hukum lainnya dari pihak ketiga manapun dan dzlam bentuk apapun yang timbal karepa
dan atay sebubungan dengan Addendum Perjanjian Peagalihan Hak ini (“Toatutan™),

b. Apabila timbul Tuntstan, maka Pengembang akan dibebaskan sepenvhnya dan Tuntutan
tersebut akan diambii siih dan sepenubnivs meniadi beban dan tanggung jewsb PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan FIHAK KEDUA akan segera
menggant segala biaya danfatau kerugian dalam bentuk apapun vang diderita/dialami
sich Pengembang, vang timbul akibat dari Tuntutan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam PPJB dan PMB, atas pengaliban hak ini PIHAK PERTAMA
harug merbayar biaya Adminisirasi sebesar 8 % { persen) dari harga jual dalam PFIB dan
PMB Rp. 207,311,613~ (dua  ratus byjub jule tiga  ratus sebelas ribu tiga  belas rupiah)
atau sejumlah Rp 8.~ {rupiah) ditambahk PPN Rp. 0.- (rupiah) atau sejumiah Rp. 0.- (rupiah).

Paraf %

PT Darmua Sarana Nusa Pratama

Kayawar) Office Park, Blok A22, Lipps Karawaci
Tengerang 15811
Telp. (213 SSIITHE - BEIITET (Hunting) Fax. (921) 5533764
Pef¥rbisitan ap:/venatdlitnpiatemton 6l 2009

T e T
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6. Apabila ada jenis pajak-pajak dan biaya-blaya selain yang disebut pada butie 3 di atas, yang
timbul schubungen dengan pengaliban hak atas tansh dan bangonan fersebut menjadi
tanggung jawab dan harus dibayar oleh PIHAK FERTAMA dan/atau PIHAK KBIUA sesuai
dengan peraturan perandang-undangan yang beriaku,

7. PIHAK KEDUA menyatakan wnduk dan mengikat diri pada seluruh kelenman-ketentuan

dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Membangun Bangunan tersebud serta

seluruh ketentuan-ketentuan dari Pengembang, i)azk vang sckarang maupun yang akan
diadakan dikemudian hari.

8, Jika sertiﬁkat hai«: atas tanah dan banguran tersebut telah terbit, maka PTHAK KEDUA akan
menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATT) dengan
Pihak Pengembang.

9. Sejek pengalihan inl PIHAK KEDUA berhak sepenubnya atas tanah dan bangunan tersebut
dan dengan persetyjuan ferfulis dari Pihsk Pespembang berhak ustuk mesjual aisn
mengalibkan hak atau menjaminkan fanah dan baogunan fersebut secara apapun juga dan
kepada pihak manapua.

15, Jike untuk tindskan tersebut No. & dan Ne., 9 diperiukan kuasa dari PIHAK PERTAMA, L
saka kussa tindakan-tindekan tersebul dianggep felsh diberikan gaat inj ontuk digunakan e
dimana dan bilamana diperlukan. Keasa mana tidak dapat dibalalkan atau dicabut kembali '
karena alesan apapun, fermasuk oleh sebab-sebab dimaksud pasal 1813 Kitab Undang-
wngang Hukuns Perdata. !

Derildan Perjanjian Pengalihan Hak Ini dibuat ontuk menpikat Para Pihak scria merupakan
bagian yang tidak terpisshkan deri Perjenjian Pengikatan Jual Bell dan Perjanjian Mombangun
Bangunan antara Pengembang dengan FIHAX PﬁR’fAMA

Ditandatangani di . Tangerang %& E
Tanggal v W oy 1 Tnes P , :
PH{AK PERTAMA : Menystajui N PIHAK KEDUA :

_ . <o BusmilSri: i
AN 1 =
| of n - .l ! i 3 s
SIS I Thi T >

L Tt T

Meayetijui,
Pengembang

PT. Darmna Baraps Nusa Pratama

e | A ‘ .

G Wiclghi Appdih AGSAJDIR epon A SIMR Trillgn for-11031 00

PT Darma Sarana Nusa Pratama

Karswac Qfiee Park, Blek HIJ, Lipne Karawa!

Tangerang 185811

Tebp. (521 5533?&5’@339??@?@%;3&?@'g;mrmg?ggi ul, 2009
Website : BHorfwwwilinpaharswach.eoid
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SURAT PER%}WATAAN

%

]
g

{:
Saya yang bertanda tangan 4i bawah ini :
* Nams ww: o
No.KTP @ ___ . e — e
Alamar : i A . .

SAvARTA  RARAT

Dengan ind menyataksn @

Bahwa saya pada sast ini tidak teriket perkawinan secars hulowrn, dan epabita
dikerpudian heri aps yaog dinyatakss dalaig Surat Pernyataay inj tidak benar,
untuk i sava bersedia untuk diteatut baik scoara perdata maupos pidana.

Demikian Surat Pernyatasn i saya bust ;
L
‘ i

Yang miembuat pomysiasn,
b - ’ s
:

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



KEPUTUSAN MENTERI NECARA PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 68/KPTY5/M/ 1995
TENTANG

PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a.bahwa jual beli rumah yang belum selesai dibangun semakin

Mengingat :

meningkat, yang pelaksanaannya dilakukan deogan pengikatan
Jjual beli;

bahwa untuk mengamanksn kepentingan pembeli dan penjual
rumah perlu pedaman pengikatan jual beli rumahy;

bahwa penerapan pengikatan jual bell rumah perly pengawassn
dan pengendatian,

. bahwa pedoman pengikatan jual bell rumah itsrsebul perly

pa—

ditetaphan dengan Kepuiusan Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Andamp-undang Nomor 4 Tahun 1892 tentang Perumahan dan

Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambazhen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 34693,

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1983 tentang Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi, Susunay Organisasi, dan Tata Kerja Menterl
Negara:

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 lentang Badan
RKebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Nasional;

Mempearhkatikan berbagsi savan dan pendapat dari unsur dan insiansi terkai Jalam

Meneiapkanm

Kosaty;

Keduea:

ragat-ragat koordinasi.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
PEDOMAN  PENGIKATAN  JUAL  BELI  RUMAM DENCAN
KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

Padoman Peagikatan Jual Beli rumah beserts comohnya yang
dimaksud adatah merugakan lampivan yang menjadi bagian yaog
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Setiap adanya pengikatan jual beli rumah wajib mengikuti
Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah beserta contohnya.

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



Ketiga:

Kesmpat:

Pengawasan dan Pengendalian srhadap pelaksansan keputusan
ini dilakuakan oleh Badan Kebijaksanaan dan Peogendaiian
Pembangunan Perumahan dan Perpuddman Nasional {BEP4N},
melalai Badan Pengendalian Pembangunan Perumphan dan
Permukiman Daerah {BP4D).

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditelapkan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 1995

Menteri Negara Perumahan
Rakyat

ir. Akbar Tandjung

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



Lampizan. L
Keputusan Mentert Negara Perumahan Rakyat

Nomor 08 /KPTS/M/ 1005

Tangpal . 23 juni 1895

ientang

PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH

PEDOMAN PENCIKATAN JUAL BEL! RUMAH

i. PENDAHULUAN

t. Bahwa adonya dua pibak yakni Perusahasn Pembangunan Perumahan dan
Permukiman (Developer), yvang bertindak selaku Penjuz! Rumah, untuk
selaniutnya disebut Penjual. Dan kepsumen Rumah yang berlindak selaku
Pembeli rumah yang selanjutnya disebut Pembeli.

2. Uraian Obyek Pengikatan Jual, Beli Yakni

a. Luas bangunan rumab diseriai dengan gambar arsitekior. gambar
denah, dan spesifikasi teknis bangunan.

b Luas tanah, status tanah, beserta segaia gerijinen yang berkailan
dengan pembangunan rumah dan hak-hak Jainnya.

¢. Lokasi tanah dengan mencantumkan pamor kapling, rincian wilayah,
desa atau kelurahan dan kecamatan.

d. Herga rumah dan tanash, serta tata cara pembayarannya, yang tetah
disepakati oleh kedua belah pihak.

II. KEWABAN PEMJUAL

i. Penjual waiilb melaksanakan peadirian bangunan sesual waliu vang telah
diperjaniikan menurwt gambar arsitekiur, gembar denah dan spesilikasi
teknis Dangunan, yang telah diselujui dan ditanda tangant bersama oleh
kedua belab pihak dan dilampirkan, yang menjadi bagian tak terpisahkan
dalarm akta pengikatan jual beli rumah tersebut.

2. Penjual walib monyelesaikan pendirian bangunan das menyerahkan anah
dan bangunan rwseh tepat wakiu sepertl yang diperjanjikan kepada
Permball, kecusli karenma hal-tal vang terjudi keadasn memaksa {Force
Mayaure) yvang merupakan hal di uar kemampuse Penjual antara lain
sepert hencana alam perang pemogokan, hura-bara, kebakaran, banjic dan
peraturan-peraturan/kebijaksangan Pemerinzh di bidang Monester.

3. Penjusi sebelim melakukan penjualan dan stau melakukan peagikaian jual
beli rurrah wajib memiiki:

a. Surat §in persetujusn prinsip rencans proyek dart Pemarintab Daerah
setempal  dan  surat  §in  lokasi  dari  Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya,  Khusus  wiituk DKI Jukerta surat  din
Penunjukkan dan Penggunaan Tansh (SIPPT},

Pemindahan Hak..., Stefanie Hartanto, FH Ul, 2009



b. Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, bahwa
yang bersangkutan (Developer} telah memperoleh tanah untuk
pembangunan perumahan dan parmukiman.

. Surat jjin Mendiriken Bangunan.

4. Penjual wajib mengures pendeflaran perolehan hak atas {anah dan

bangunan rumah, sckatika setelah terjadinya pemindahan hak atas 1anah
dan bengunarn rumak ateu jual bell rumsh {tanah dan bengunan) dihadapan
PPAT.

. Apabila Penjual lalal untuk menyerabhkan Tanah dan Bangunap Bumab tepat

wakty sepert yaog diperianjiikan kepada Pembelj, diw&;i&kan membayar
denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar 1% (dus perseribu)
dari hwnlah toisl harga Tenah dan Bangunan Rumeh untuk setap hard
ketorfambatonnya.

Apabila Perjusl fernyats melalaikan kewagjibannya wduk menpurus
pendaflaran perclehan bak atas Tanah dan Bangunza Rumah wersebut. maks
Pembell mempunyai hak dan dianggap telah diberi kuasa untuk mengurus
dan menjalankan indakan vang beckenaan dengan pengurusan pendafiaran
percleban hak atas Tanah dan Bangunan rumah tersebur kepada inslansi
Yang berwenang,

1. JAMINAN PENJUAL

I.

Penjual menjamin bagi kepentingan pihak Pembeli bahwa Tanah dan
Bangunan RKumah vang menjadi obyek pengikatan jual beli adalah hak
penjual sepenchnya. Dan tidak dalam keadaan sengketa, tidak dikenakan
sita jaminan oleh instansi yang berwenang.

. Pesjual menjamin serta membebaskan Pembeli darl segala tuntutan yang

tmbui dikemucian hari baik dari segi perdata maupun pidana atas Tanab
dan Bangunans Rumah tersebut.

Penjual menjamin dan bertanggunpiawab terhadap cacat vang tersembninyd
yang bary diketehai dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan pasal 1804
dar 508 KUH Perdata

W, KEWANBAKR PEMBELL

I

Pembel telah menvetajui jumiah total harga Tanah dan Bangupan Rumah
sssual gambar arsitekiur, gambar denah, daa spesifikasi teknis bangunan
yang ielak ditetapkan bersama.

Pembeli wailb membayar jumish total harga Tanah dan Bangunan Rumah,
beserta segala pajak, dan biaya-biaya lain yang timbui sebagasl akibat
adanya pengikatan jual beli rumah, dengan tatacara pembayaran yang
disepakati bersama.

Pembeli wajib membayar biaya pembuatan akia notaris, pengikatan jual beli
rumah, blaya pendaftaran perolehan hak atas tanah atas nama Pembeil,
sedanghan biaya pengurusan sertifikat ditanggung oleh penjual.

Apablla Pembeli lalat untuk membayar angsuran harga Tanah dan Bangunan
Rumah sebagaimana dimaksud dalam butir 2 angka IV tersebul, pada wakw
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yang telah ditentukan, maka dikenakan denda keterlambatan, sebesar | ¥%

{dua perseribu} dari jumlah angsuran yang telah jawuh tempo untuk sedap
hari keterlambatan,

Apabila Pembeli lalai membayar angsuran harga Tanah dan Bangunan
Ruwnah. segala pajak, serta denda-dends, dan biays-bisya lain yang
terhutang selama 3 {tiga} kali berturut-turul, maka pengikatan jual beli
rumab dapat dibatalkan secara sepihak, dan segala angsuran dibayarkan
kemball dengan dipotong biayva Adiraisicasi oleh Penjual.

V. SERAH TERIMA BANGUNAN

I

V1.

i

Dalam hal bangunanr rumah yvang menjadi obvek dasi Pengikatsn Jual Bali
Rumah ielah selesai dibangun sesuai dengan jangka wakiu yang
diperjanjikan, dan sepanjang Pembeli telah selessi memenuhi Rewsiiban
uniuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta biaya-biava
fainnya, maka Peniual dan Pembeli sepakat unwk menandatangani Berita
Acara Serah Terima Tanah dan Basgunan Rumah,

Dalam waktu 2 {dua} minggu sebelum dilakukan serah terima Tanah dag
Bangusian Rumah sebagaimana dimaksucd dalam butir ] angka V. maka pihak
Penjual wajibs mamberitahukan secara teriylis tenlang adanya Serah Terima
Tinah dan Bingunan Rumah kepada Pembeli.

Apabila setelah jangka wakty sarat peraberitabuan peda bulir 2 angks ¥V,
tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebul, maka
dengan lewatnya wakiy tersebut, pihak Pembeli telah dianggap meneriina
Tanah dan Bangunan Rumah tersebud dengan sepals konsekuensi dan
resikonys,

Dalam hal pihak Pergjual berhasil mendirikan bangunan rumah lebih cepat
daripada jangke waktu yang ielah diperfanjikan, dan dalam ha! Pembeli
telah memenuhi kewajibannya untuk mambayar hargs Tanah dan Bangunan
Rumah beserta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan itu, maka Tanah
dan Bangunan Rumah tersebut dapat diserahierimakan oleh pihak Parjual
kepada Fembell

PEMELIHARAAN BANGUNAN

Pengan dilakukan serah terima Tanah dan Bangunan Rumah, maka segula
mnggungjawab untuk memelihara dan menjaga Tansh dan Bangunan Rumah
tersebut roenjadi tangpungiawab pihak pemieli sepenuhnya.

Selelah serah terima Tangh daa Bangunan Ruraah dilakukan pitak Penjual
wajib untuk memberikan masa pemelibaraan/perbaikan dalam jangka
walitu 100 {seratus) hari terhitung sejak angpal ditanda anganinya Berita
Acara Serah Terima,

Perbaikan-perbaikan atas bagian yargg rusak yang dilakukan oieh pthak
Penjual berdasarkan Gambiar Denal Bangunan, dan Spesifikasi Teknis, yang
marupakan lampiran dari Pengikatan Jual Bell Rumah tersebut.

Apabila sslama berlangsungaya masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud
dalam butir 2 angka VI, terjadi kerusakan pada bangunan yang disebabken
uleh Keadaan memaksa {Force Mayeure}, seperti antarzs lain, gempa bumi,
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Vit

banjir, huru-hara perang dan tlindak kekerasan yang dilakukas oleh
percrangan maupun massal, atau karena adanya pecrubaban bangunan
rumah yang dilakukan pihak Pembeii, maka pihak Penjust dibebaskan aiag
tanggungiawab perbaikan,

PENCGUNAAN BANCGUNAN.

Pembeli waiih wmenggunskan Tanah dan Bangunan Rumah sebagai tempat
tinggal dan/atay sesuai dengan tyjuan dan peruntukannya.

Pombeli wajib senantiasa mentzat! "Peraturan Tata Teriib Linghkungan” yvanp
ditertibkar oleh BT dan BW.

Perubahan Basgunan.

3.

VIIL

L.

Pembeli selama masa pendirian bangunan tidak, diperkenankan untuk
menghubungi dan  memerintah  pelaksana basgunan yang  bersifat
mangubah dan menambah bangunan ramab tanps perseivjuan Penjual.

PENGALIHAN HAK.

Selama belum dilaksanakanmnya jual beli di hadapan Pejabat Pembual Akia
Tanab, tanpa persetyjuan tertulis dar pihak Penjusi, pihak Pembeli
dibenarkan untuk mengaiihken hak atas Tanah dan Bangunan Rumah
kepada pihak ketiga. Demikian puia sebaliknya berisly bagi Pihak
Paniual,

Penjusl dapad menyetujui secara tertulis kepada Pembeli antuk
mengalihkan hak atas Tanah dan Bangunas kepada pihak ketiga, apabita
Pembell bersedis membayar biaya administrag sebesar 2 1/2 % {un
selengah presan} dari harga jual pada transaksi yang berlangsung.

1X. KETENTUAN PEMBATALAN PENGIKATAN

i

Fengikatzn jusl Beli Rumah fidak berakhir karena salah satu pihak
meninggel dunia, akan tetap! tetap menurun dan harus <iteati gieh para ahi
waris dari pihak yang meninggal.

Pangikatan knal Beli Rumah, pembell mempumyal hak untuk meniadi batal
apabsile terjadi hal-hal sebagai berikui

a. Pihak Pepjual tidak dapat menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah
bessrta hal-bak yang melekal, tepat wakil yang diperianjikan, dan
Pembieli telah selesal kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan
Bangunan tersebut,

b. Pihak Penjual menyerabkan Tanah dan Bangunan Rumsh yang tidak
cocok dengan Carabar Denah, dan Spesifikasi Teknis Bangunan vang
reiah ditetapkan bersama dan roenjadi lampiran delam Pengikatan jual
beli.
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Apabila keadaan yeng dimaksud dalam butic a dan b angka 1X tersebut
teriadi smka perjeniian menjadi batal, dan Penjusi wajib membayar
vang vang teiah diterima, ditamnbah dengan denda, bunga, dan biaya-
biaya ininnya sesuai dengan keteninan yang berlaku menurut hukum.
Pembeli tdak dapat memenchi dan slae Bdak sanggup meneruskan
kewalibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah
sesual dengan vang diperjanjikan.

Pembell tdak dapat memenubi kewajibaonya untuk membayar cicilan
kepada Bank Pember! Kredit Pemilikan Rumnah (KPR) sesuai dengan
syarat-syerat Akta Perjanjian Kredit.

Pembeli mengundurkan diri siau membalalkan transaksi jual beli Tanah
dan Bangunan Rumah kargna sualu sebab atau slasan apapun juga.
Apabiia keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir d. e, dan fangka
IX tersebul terjadi dalam hal pembayaran atag Tanah dan Bangunan
Rumah belum mencapai 10% {(sspuluh prosen) maka Reseluruhan
pernbayaran tersebul menjadi hak pihak Penjsal.

Dralam hal peminiyaran harga Tanah dan Bangunao Rumah yang dilakakan pitiak
Pembeli melebihi 10% sepuluh prosen) maka pihak Penjual berhak memotong,
10% {sepuluh prosen; dari jumlsh tota] barga Tanah dan Bangunan Rurnah dan
sisanya wajib dikembalikan kepada pihak Pembel,

X. AKTA JUAL BELL

I. Akta Jual Bali Tanah dan Bangunan Rumah harus ditandatangani oieh Penjuad
dan Pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Ak Tanah (PRAT) dalam hal telah
dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut

.

b

<.

Bangunan Rumah ielab zelesal dibangun di atas tanah dan ielab siap
uniisk dihuni; )

Pembeli telah mambayar funas seloruh harga Tanah dan Bangunan
Rumah beserta pajak dan bisya-biaya laianya vang berkaitan dengan
itk ’

Proses parmohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudeh selesai
diproses dan sertilikat Hak Cuna Bangunan {erdafiar atas nama Peajual;

Z. Pada saat melangsungkan jual beli Tanah dan Bangunan Rumab di hadapan
Pajabat Fembuat Akl Tanah {PPAT) dan miau pada waktu melangsungkan
pengikatan di  hadapan  Nolaris.  Pembell wajib membawa  dan
mempaerlihatkan ash surat-surat berikat kultansi mengenal pembayaran
harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta biava-biaya lainnya yang
herkaitan deangan Hu,

X1. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

t. Jikaterjadi perselisihan, perbedsan pendagat mavpun sengketa yang timbul
sehubungan dengan/sebagal akibat dari pengikatan inl, maka para pithak
akan menyelesaikan secara musyawarah.
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2. Jika penyelesaian secara musyawarah lidak membawa hasil, maki para
pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melaly Badan
Arbitrasi Nasienal Indonesia (BAND),

3. Biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan oleh Badan Arbitrasi
Nastonal Indonesia {BANT} menjadi beban dan harus dibayar oleh paca pibak
untuk jumilah yang sama yaite Penjual 50 % (lima pulubh prosen) dan Pembel
50 % {ima puluh prosen).

4. Dalam hal terjadi perubshas, pengurangan, dan/siay penambahan atas &i
dari Pengikatan lual Beli ini, maka para pihak akan merundingkan secara
musyawarah dan rmufakat serta hasilnya skan dituangksa dalam svalu
Adendum yang merupakan bagian yang tidek dapat dipisahkan dar
Pengikatan Jual Bell i,

Jakaria, 1945

Menteri Negara Perumatian Rakyat

fr. Akbar Tandjung
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